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ABSTRAK
Nama Penyusun :  Ibnu Sina Siddik
NIM :  10100109021
Judul Skripsi :“Putusan Pengadilan Terahadap Pengembalian Uang Belanja
Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus
Pengadilan Agama Sungguminasa)”
Skripsi ini adalah membahas tentang Putusan Pengadilan Terhadap
Pengembalian Uang Belanja Perkawinan di Tinjau Dari Hukum Islam(Studi Kasus
Pengadilan Agama Sungguminasa). Pokok yang menjadi latar belakang penulis untuk
membahas permasalahan ini adalah untuk mengetahui putusan pengembalian uang
belanja perkawinan di pengadilan, hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan pengembalian uang belanja perkawinan (doe’ panai’).
Lokasi penelitian ini dilakukan di pengadilan agama sungguminasa, dengan
sumber data didapatkan melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian
kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data sehingga diperoleh data
melalui cara wawancara dengan hakim  yang pernah menangani kasus tersebut, dan
dokumentasi yakni mengumpulkan data berupa dokumen atau putusan yang berkaitan
dengan Pengembalian uang belanja perkawinan yang ditinjau dari hukum islam.
Hasil yang diperoleh, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa dalam praktik putusan pengembalian uang belanja perkawinan bagi pihak istri
untuk pihak suami,  ketika tumpuan bersumber dari kesaksian kedua pihak,
dikarenakan tuntutan dari pihak suami agar uang belanja dikembalikan, Hakim
memperhatikan latar belakang perceraian tersebut dan apa hal yang dapat
mengembalikan uang belanja tersebut, hal tersebutlah yang terjadi pada kasus ini.
Meskipun dalam hukum islam tidak dibahas masalah uang belanja akan tetapi dalam
adat Makassar di bahas, begitupun  Pengembalian Uang Belanja tidak dibahas dalam
hukum apapun, akan tetapi dalam pertimbangan hakim yang melalui proses yang
panjang maka uang belanja perkawinan dapat dikembalikan apabila ditemukan ada
unsur penipuan dalam pemberian uang belanja tersebut. Walaupun uang belanja itu
secara ilmiah mustahil dikembalikan karena uang habis dimakan api. Dikarenakan
pihak suami merasa dirugikan dan muntut dalam rekonvensinya pada perceraian
tersebut untuk dikembalikan uang belanjanya, sesuai dari pertibangan hakim berapa
jumlah uang belanja yang bisa dikembalikan.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah
Salah satu bentuk fitrah manusia adalah menyukai lawan jenis. Artinya kedua
manusia yang berlainan jenis selalu saling menyukai (laki-laki menyukai perempuan
dan begitu juga sebaliknya). Proses suka sama suka atau saling menyukai lawan jenis
yang diikuti dengan mengungkapkan perasaan saling mencintai dan menyayangi
secara alamiah dalam bentuk interaksi sosial. Dalam kehidupan masyarakat,
khususnya masyarakat Islam upaya mewujudkan perasaan saling mencintai dilakukan
bentuk perkawinan.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan suami isteri
mendambakan keharmonisan dalam berumah tangga sebagai tujuan dari suatu
perkawinan yang telah disebutkan.1
Perkawinan Islam telah banyak membahas tentang mulai mencari kriteria
bakal calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukan suami-istri yang
telah resmi menjadi sang penyejuk hati. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana
1 Lili Rasyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia (Bandung: PT. Remaja
Rosdayakarya, 1991), h.1.
2mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah namun tetap mendapatkan berkah
dan tidak melanggar tuntutan sunnah Rasulullah saw, begitu pula dengan pernikahan
yang sederhana namun tetap penuh pesona.Walaupun pada dasarnya masing-masing
setiap daerah mempunyai tata cara tersendiri dalam pelaksanaannya.
Tata cara perkawinan makassar merupakan salah satu dari berbagai jenis
tradisi adat pernikahan. Berawal dari proses sebelum perkawinan  yang meliputi
A’jangan–jangang, A’ssuro (melamar), A’pa’nassar (menentukan hari), A’panai
leko’ lompo (sirih pinang), A’barumbung (mandi uap), Appassili bunting (mencukur
rambut halus dari calon mempelai), Akkorontigi (malam pacar), assimorong (akad
nikah), Allekka’ bunting (mandu mantu), Appa’ bajikang bunting (menyatukan kedua
mempelai).2
Syariat perkawinan hanya  boleh di laksanakan apabila sudah lengkap rukun
maupun syarat-syaratnya. Baik menyangkut  pihak wanita dan pria bakal mempelai,
begitu pula mengenai wali dan saksi-saksi. Mahar atau mas kawin yang diwajibkan
kepada calon suami. Adapun mengenai pesta perkawinan dilaksanakan dengan
kemampuan yang bersangkutan. Pada proses sebelum acara perkawinan
dilaksanakan, pada sistem ‘pemberian uang belanja’. pada umumnya di kalangan
bugis terlalu berlebihan. Tingginya uang belanja yang dipasang oleh pihak wanita
yang kadang dapat menjadi penyebab batalnya perkawinan. Padahal menurut penulis
sendiri, bahwa perkawinan seharusnya dipermudah bukan dipersulit apalagi yang
2 Abd. Kadir Ahmad, dkk, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. (Cet I;
Makassar: Indobis, 2006), h. 48.
3berkenan dengan materi. Padahal uang belanja yang begitu tinggi dapat digunakan
sebagai modal sang pengantin nantinya.
Hal inilah yang penulis maksud penyimpangan, sehingga banyak dari pihak
keluarga pria dinilai keikhlasan yang kurang. Baik sebelum perkawinan maupun
setelahnya, sehingga kadang diawal pernikahan atau ditengah pernikahan tidak
sejalan dengan kehendak sang suami dan  tidak mendapatkan apa yang menjadi
keinginannya sehingga terjadi perselisihan yang berdampak pada retaknya hubungan
pernikahan yang mengakibatkan perceraian, dan sang suami meminta kembali uang
belanja yang telah diberikan kepada keluarga isterinya.
Putusnya suatu perkawinan melalui perceraian merupakan suatu yang alami
(natural) dan juga bersifat universal. Meskipun perceraian dibolehkan oleh agama
Islam, namun karena perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian
masalah rumah tangga. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
setelah upaya mendamaikan tidak berhasil dari perceraian itu berdasarkan alasan
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
















Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka,
kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang
bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-
hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.3
Putusan pengadilan merupakan  sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-
pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara-perkara mereka dengan sebaik-
baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut, piha–pihak yang berperkara
mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi.
3Departemen Agama RI., Al–Qur’an dan Terjemahnya , (Bandung : Al-Mizan Publising
House, PT. Mizan Pustaka, 2009).h.37
5Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam
pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa:
Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.4
Hakim sebagai aparatur Negara yang untuk dapat memberikan putusan
pengadilan yang benar–benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan
keadilan, maka harus melaksanakan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang
sebenarnya dan peraturan hukum yang mengatur dan yang akan diterapkan, baik
peraturan hukum yang tertulis  dalam peraturan perundang–undangan maupun hukum
yang tidak tertulis dalam hukum adat. Sehubungan dengan hukum tidak tertulis yakni
hukum adat uang belanja bagianya.
Menurut penulis peranan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan
pengembalian uang belanja, karena hal tersebut tidak tercantum dalam peraturan
perundang–undangan yang tertulis melainkan hukum adat. Dan hal itu sering terjadi
di kalangan masyarakat, penulis sendiri beranggapan bahwa pengembalian uang
belanja tidak seharusnya dilakukan karena sebelumnya telah ada kesepakatan oleh
kedua belah pihak, dan fungsi uang belanja sangat berbeda dengan mahar, dan secara
logika melihat dari analisis kata dari uang belanja, secara otomatis uang tersebut
merupakan uang yang harus dibelanjakan, sebelum pernikahan berlangsung, dan
sekali lagi penulis katakan bahwa adanya kesepakatan untuk membelanjakan uang
4Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
( Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 5.
6tersebut, memberikan peluang kepada pihak pria untuk tidak menerima kembali uang
yang telah diberikan sebagai uang belanja. Namun melihat fakta di lapangan, ada
uang belanja yang dikembalikan kepada pihak pria setelah pernikahan, sesuai dengan
putusan pengadilan atau hakim.
Hal inilah yang melatar belakangi penulis yang mengangkat permasalahan ini
dalam bentuk tulisan karya ilmiah (skripsi). Karena penulis memandang bahwa hal
ini merupakan wacana yang menarik untuk dikaji. Penulis pun mengakui bahwa judul
dalam penulisan skripsi ini belum pernah sebelumnya, yang mungkin persoalan
waktu.
B. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari kenyataan dan permasalah tersebut di atas, penulis merasa
perlu untuk merumuskan suatu permasalah pokok sebagai judul skripsi “Putusan
Pengadilan Terhadap Pengembalian Uang Belanja Perkawinan Di Tinjau Dari
Hukum Islam”. Maka penulis mencoba merumuskan dan membatasi materi
pembahasan, serta  mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tentang pengembalian uang
belanja perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengemblian uang belanja ?
C. Definisi Operasiaonal dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional Penelitian
7Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefinisikan dan memahami
penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa variable
yang dianggap penting.
a. Pengadilan, merupakan pengertian yang khusus adalah suatu lembaga
(instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam
rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolute dan
relative sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang
menentukan/membentuknya.
Pengadilan yang dimaksud dalam judul ini ialah pengadilan agama yang
membahas tentang “Putusan Pengadilan Terhadap Pengembalian Uang
Belanja Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Islam” yang bertempat di
pengadilan agama sungguminasa.
b. Uang belanja adalah adat dari daerah Sulawesi selatan, yakni apabila
dilangsungkan pernikah menurut adat istiadat daerah maka mempelai lelaki
diharuskan untuk membayar uang belanja (uang panai’) di luar uang mahar
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk digunakan sebagai uang
pesta pernikahan bagi pihak mempelai wanita.5
c. Hukum Islam adalah sumber hukum yang terdiri dari Al–Qur’an, sunnah,
ijma dan ijtihad yang  merupakan bagian agama Islam. sistem hukum Islam
tidak hanya hasil permufakatan manusia yang dipengaruhi oleh kebudayaanya
5Nur Alam Saleh, Sistem Upacara Adat Makassar di Sulawesi Selatan, (Makassar : Kanwil P
dan Kecamatan Suli, 1996), h. 9.
8di suatu tempat pada suatu masa, tapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui
wahyunya yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasulnya melalui
sunnah beliau.6
2. Ruang lingkup penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Sungguminasa–Gowa,
jalan Mesjid Raya, tepat di depan kantor pusat pelayanan terpadu. Adapun
judul skripsi ini, mengembangkan tentang bagaimana dasar pertimbangan
hukum yang digunakan Hakim dan pandangan Hukum Islam tentang putusan
pengadilan terhadap pengembalian uang belanja.
D. Kajian Pustaka
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Banyak literatur yang
membahas masalah ini, namun belum ada literatur  yang membahas secara khusus
tentang judul skripsi ini. Putusan Pengadilan Terhadap Pengembalian Uang
Belanja Perkawinan di Tinjau dari Hukum Islam (Study Kasus di Pengadilan
Agama Sungguminasa). Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok
kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan
yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :
1. H. M. Anshary MK, dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia
“Masalah–masalah Krusial” , yang membahas tentang upaya untuk
menggelar berbagai masalah hukum perkawinan di Indonesia. Dibuku ini
6M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Cet. V: Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h.
21.
9dibedah berbagai masalah krusial dalam hukum perkawinan yang kerap
menjadi kontroversi dan perdebatan dalam masyarakat. Misalnya ialah
kedudukan hukum talak tiga sekaligus, harta gono–gini, nikah karena
hamil, nikah sirih, poligami, sengketa hak pemeliharaan anak,
pengangkatan anak dan berbagai masalah penting lain.
2. Gemala Dewi, SH., LL.M. dan Hj. Sulaikin Lubis, SH., MH. dalam
bukunya Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia: dalam
buku tersebut, penjabaran yang penulis tangkap adalah memahami
peradilan agama secara utuh. Wujud dan konsep dasar peradilan agama,
sejarah perkembangan lembaga tersebut, dan ketentuan perundang–
undangan yang mengaturnya merupakan fokus pembahasan buku ini.
Tercakup pula dalam pembahasan tersebut: asas, susunan, kewenangan
peradilan agama; proses beracara, pembuktian; produk hukum peradilan
agama, hingga upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan
bantuan hukum serta yurisprudensi.
3. Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih Sunnah jilid 8: dalam buku tersebut,
membahas tentang fikih thalaq, fikih khulu, fikih iddah dan fikih
hadhanah yang pada umumnya tentang perceraian dalam perkawinan.
Buku ini menyangkut dengan judul karena perceraian dalam masalah
pengembalian uang belanja seperti penjelasan mengenai Khulu.
4. Sajuti Thalib S.H dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia: tidak
semata-mata didasarkan atas kitab-kitab fiqhi atau sumber-sumber Hukum
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Islam, tetapi juga disertai dengan perbandingan-perbandingan dengan
hukum perdata yang berlaku dalam zaman penjajahan sehingga kita tidak
hanya berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, akan tetapi dengan realitas
yang hidup sehingga membantu penulis membahas secara teoritik yang
merupakan bagian dari pembahasan judul skripsi penulis.
5. DR.H.Abd. Kadir Ahmad MS., Ed, dalam bukunya yang berjudul Sistem
Perkawinan “Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat” , Merupakan buku
rujukan yang membahas tentang sistem perkawinan diberbagai kelompok
etnik di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat oleh Balai Litbang Agama
Makassar merupakan suatu upaya yang besar artinya dalam pengkajian
dan pelestarian sistem budaya lokal. Orang Bugis, Makassar dan Mandar,
menganggap peralihan ini bukan saja dalam arti biologis, melaikan lebih
penting ditekankan pada arti sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab bagi
kedua orang yang mengikat perkawinan itu terhadap masyarakatnya.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan
masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan tentang
pengembalian uang belanja dari perkawinan.
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut:
1) Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat di
pergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan, dalam penyusunan
undang–undang dan buku pengetahuan yang berkaitan dengan
perceraian.
2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum acara
Peradilan Agama.
b. Kegunaan praktis
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan
hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara






Ungkapan fiqih munakahat merupakan murakkab idhafi dari kata fiqh dan
munakahat. Fiqh adalah suatu term dalam bahasa arab yang terpakai dalam bahasa
sehari–hari orang Arab dan ditemukan pula dalam Al–Qur’an, yang secara etimologi
berarti paham.7
7Amir Syafiruddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhi Munakahat dan
Undang–undang Perkawinan (Cet. III; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 2.
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Dalam definisi ini fiqh diibaratkan dengan ilmu karena memang dia
merupaka satu bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan perinsip dan
metodologinya. Dari definisi ilmu tentang fiqh itu dikaitkan pada hukum–hukum
syara. Hukum syara’ itu adalah titah Allah tentang perbuatan manusia mukallaf atau
dengan arti apa–apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai pencipta manusia untuk
diperbuat atau tidak diperbuat oleh manusia itu mengikuti apa yang dikehendaki oleh
Allah. Denagn demikian hukum syara’ itu adalah hukum Allah berkenaan dengan
perbuatan manusia.8
Kata “munakahat” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari
akar kata na–ka–ha, yang dalam bahasa Indonesia disebut kawin atau perkawinan.
Term ini disebut dalam bentuk jama’ mengingat bahwa perkawinan. Itu menyangkut
dan berkaitan dengan banyak hal : disamping perkawinan itu sendiri juga perceraian
dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan sesudah perkawinan itu putus
yang dinamakan rujuk. Dengan demikan “munakahat” itu lebih tepat disebut “hal
ihwal berkenaan dengan perkawinan”.9
Bila kata “ fiqh” dihubungkan dengan kata “ munakahat” , maka artinya
adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliah furu’iyah berdasarkan wahyu Ilahi
yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk
seluruh umat yang beragama Islam.10
Diatas telah dijelaskan bahwa fiqh munakahat itu adalah hukum Allah. Oleh
karena itu, sumber utama dari fiqh munakahat itu adalah wahyu ilahi yang terdapat





masih bersifat umum dan memerlukan penjelasan, maka Allah memberikan
wewenang kepada Nabi memberikan penjelasan terhadap wahyu Ilahi tersebut.
Penjelasan Nabi tentang maksud dari ayat al–Qur’an itu ditemukan dalam sunnah
yang juga disebut hadis Nabi. Dengan demikian, keduanya disebut sebagai sumber
pokok untuk fiqh munakahat.11
a. Ketentuan al–Qur’an tentang Munakahat
Diantara ayat al–Qur’an yang mengatur hal ihwal perkawinan itu ada sekitar
85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114
surat dalam al–Qur’an. Keluruhan ayat al–Qur’an tentang munakahat tersebut
disepakati keberadaan (thubut) nya sebagai firman Allah atau disebut juga dengan






Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah)
seorang saja.12
b. Hadis Nabi tentang munakahat
11Ibid, h. 5.
12Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : Al –Mizan Publishing
House, PT. Mizan Pustaka, 2009), h. 77.
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Di antara puluhan ribu hadis Nabi sebagian kecil di antaranya
bicara tentang munakahat atau perkawinan. Ada dua kitab hadis yang
popular yang secara khusus membahas tentang hukum, yaitu kitab
muntaha Al–akhbar karya Ibnu Taimiyah yang disyarahkan oleh al–
kahlani al–shan’aniy dalam kitabnya Nail al–awthar dan kitab bulugh al–
maram karya ibnu hajar al–Asqalaniy yang disyarahkan oleh al–kahlani
al–shan’aniy dalam kitabnya subul al–salam. Dari yang pertama
ditemukan sekitar 330 hadis tentang perkawinan dan dari kitab yang
kedua ditemukan sekitar 175 hadis Nabi. Perbedaan yang jelas dari
keduanya dari segi banyaknya hadis tentang perkawinan itu terletak pada
banyaknya versi hadis yang ditampilkan. Dalam kitab pertama untuk satu
masalah perkawinan dikemukakan hadis versi yang banyak, sedang pada
kitab kedua hanya dikemukakan hadis yang sangat relevan dengan
masalahnya.
Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah: melakukan
suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laik–laki dan wanita
untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka
rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahgiaan hidup
berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara–cara yang
diridhoi oleh Allah. Mengenai pengertian perkawina ini banyak beberapa pendapat
yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan
untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh–sungguh antara pendapat yang
satu dengan pendapat yang lain. Perbedaan ini hanya terdapat pada keinginan para
perumus untuk memasukkan unsur yang sebanyak–banyaknya dalam perumusan
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pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam
perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.13
Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian
perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang
merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu
perjanjian perikatan antara seorang laki–laki dan seorang wanita. Perjanjian disini
bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual–beli atau sewa–menyewa, tetapi
perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga
antara seorang laki–laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi
keagamaannya dari suatu perkawinan.14
Undang–undang perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian
perkawinan sebagai berikut :
“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami–istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahgia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”
Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan:
1. Perkawina dilihat dari segi hukum.
Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian.
Oleh QS. Al–Nisa’/4 : 21, dinyatakan “… Perkawinan adalah perjanjian yang sangat
kuat”, disebut dengan kata–kata “mitsaaqaan ghaliizhaan”. Juga dapat dikemukakan
13Ibid, h. 15.
14Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang–Undang Perkawinan (Cet. II;
Yogyakarta : Liberty, 1986), h. 9.
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sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah
karena adanya :
a) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu
dengan aqad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
b) Cara meguraikan atau memutuskanikatan perkawinan juga telah diatur
sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq
dan sebagainya
2. Segi sosial dari suatu perkawinan.
Dari masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah
bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang
lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.
3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting.
Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara
perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi
pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidup–nya dengan
mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh.15
Aturan tata–tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang
dipertahankan anggota–anggotanya masyarakat dan para pemuka masyarakat adat
dan atau para pemuka agama. Aturan tata–tertib itu terus berkembang maju dalam
masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan didalam suatu Negara. Di
Indonesia aturan tata–tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak jaman
Sriwijaya, Majapahit sampai masa colonial belanda dan sampai pada Indonesia telah
merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga Negara
15Sajuti Thalib, Hukum Kekeluagaan Indonesia (Jakarta : Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 48.
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Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya
pergaulan bangsa Indonesia.
Undang–undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
disahkan dan ditanda tangani Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Soeharto di
Jakarta pada tanggal 2 januari 1974, dan hari itu juga diundang yang di tandatangani
menteri/sekertaris Negara RI, Mayor Jendral TNI Sudarmono, S.H., serta dimuat
dalam lembaran Negara republik Indonesia no. 3019. Undang–undang ini berisi 14
bab dan 67 pasal. Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat–syarat
perkawinan, pencegahan perkawinan, betalnya perkawinan, perjanjian perkawinan,
hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan
serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak,
perwalian dan ketentuan–ketentuan lain.
Untuk melancarkan pelaksanaan undang–undang no. 1-1974 tersebut
pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun
1975 tentang pelaksanaan UU no. 1-1974 PP no. 9-1975 tersebut dimuat dalam
Lembaran Negara tahun1975 nomor 12 dan penjelasannya dalam Tambahan
Lembaran Negara nomor 3050. PP no. 9-1975 itu memuat 10 bab dan 49 pasal yang
mengatur tentang ketentuan umum, Pencatatan Perkawianan, Tata cara Perkawinan,
Akta Perkawinan, Tata–cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan,Waktu Tunggu,
Beristri lebih dari seorang, Ketentuan Pidana dan Penutup.
Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja
berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan
sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu
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ikatan perkawinan bukan semata–mata membawa akibat terhadap hubungan–
hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami–istri, harta bersama,
kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan–
hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta
menyangkut upacara–upacar adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut
kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia
dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesame manusia (mu’amalah)
dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.
Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’, ialah perkawinan yang mempunyai
akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan
adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘rasan sanak’ (hubungan anak–anak,
bujang–gadis) dan ‘rasan tuhan’ (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon
suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak–hak dan
kewajiban–kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum
adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran
serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari
kehidupan anak–anak mereka yang terikat dalam perkawinan.16
B. Putusnya Perkawinan
Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama–
lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab–sebab tertentu yang mengakibatkan
16Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesi (Cet: I; Bandung : Penebit Mandar
Maju, 1990), h. 9.
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perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa
putus dengan sendiriya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri.
Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqah”, adapun arti dari pada
talak ialah: membuka ikatan membatalakan perjanjian. Talak menurut arti yang
umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang
ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau
perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam
artinya yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.17
“Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunankan dalam UU
perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan
antara seorang laki–laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.
Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah furqah. Penggunaan istilah
“putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati–hati, karena untuk pengertian
perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “ba–in” ,yaitu suatu
bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya
kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. Bai–in itu merupakan satu bagian atau
bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk raf’iy,
yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas,
karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru
selama istrinya masih berada dalam iddah atau masih tunggu. Setelah habis masa
tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya
dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut ba–in.18
17Amir Syarifuddin, loc. cit., h. 19.
18Ibid, h. 194.
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Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang
bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas–asas hukum islam.
Hal ini bias dilihat dalam hadis Nabi:
قﻼﻄﻟا ﷲ ﻲﻠﻋ لﻼﺤﻟا ﺾﻐﺑأ
Artinya :
“Yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian” (H. R. Abu Daud
dan dinyatakan shaheh oleh Al–Hakim).19
Dengan melihat isi hadis Nabi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa talak itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus
berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang
ditempuh oleh suami–isteri, apabila cara cara lain yang telah diusahakan sebelumnya
tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami–isteri
tersebut.20
Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suatu istri.
Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa
sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4
kemungkinan:
1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya
salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya
berakhir pula hubungan perkawinan.
19Al–Marghinaniy, Al–Hidayah Syarh Bidayat Al–Muhtadiy, Beirut, Dar Al–Hutub Al–
Islamiyah, 2000. h. 58
20Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang –Undang Perkawinan, (Cet : II, Yogyakrta
: Pustaka Pelajar, 1986), h. 105.
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2. Putusnya perkawinan atas kehendak sisuami oleh alasan tertentu dan
dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam
bentuk ini disebut talaq.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat
sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami
tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya prkawinan
yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami
dan dilanjutkan dengan ucapannyauntuk memutus perkawinan itu.
Putus perkawinan dengan cara ini disebut khulu’.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga
setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang
menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.
Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.21
Demikian pula dari pihak istri amatlah tercela mengambil inisiatif untuk
terjadinya suatu perceraian hanya karena tidak senangnya kepada suaminya.
Perbuatan itu dilarang dalam islam dia akan menerima kemarahan besar dari Tuhan.
Dan sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tarmizi Abu
Daud dan Ibnu Madjah.
:  ْحَِﺮﺗ ْﻢَﻟ ٍْسَﺄﺑ ِﺮْﯿَﻏ ْﻦِﻣ ﺎَﮭِﺟْوَز ْﻦِﻣ ْﺖَﻌََﻠﺘْﺧا ٍَةأَﺮْﻣا ﺎَﻤﱡَﯾأ َر ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا َﺔَِﺤﺋا
Artinya :
21Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan
Undang –undang Perkawinan” ( Cet : III, Jakarta : Kencana : 1995), h. 197.
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Perempuan manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa sebab–sebab
yang wajar yang menghalalkan, maka haramlah bagi perempuan itu membaui
atau merasakan kewangian surga nantinya.22
Dari hadits tersebut jelaslah bahwa seorang wanita dilarang keras minta cerai
dari suaminya kalau tidak ada alasan–alasan yang sungguh–sungguh dapat
dibenarkan, hukumnya adalah haram.
Pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam lingkungan ahli fiqh Islam
bahwa biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya itu tidak menjadi tanggungan
suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama dalam
perceraian si istri yang dianggap salah. Dalam hal ini si istri tidak bersalah, maka
paling tinggi perolehannya mengenai biaya hidup ialah pembiayaan hidup selama
semasih dalam iddah yang masih kurang 90 hari itu. Tetapi sesudah masa iddah itu,
suami tidak perlu lagi membiayai lagi bekas istrinya. Bahkan sesudah masa iddah itu
bekas istri harus keluar dari rumah suaminya andai kata dia hidup dalam rumah yang
disediakan oleh suaminya.23
Di dalam KUH Perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah
‘pembubaran perkawinan’ (ontbinding des huwelijks) yang diatur dalam Bab X
dengan tiga bagian, yaitu tentang ‘pembubaran perkawinan pada umumnya’ (pasal
199), tentang ‘Pembubaran Perkawinan Setelah Pisah Meja dan Ranjang’ (pasal 200-
206 b), tentang ‘perceraian perkawinan’ (pasal 207-232a), dan yang tidak dikenal
dalam hukum adat atau hukum agama (Islam) wlaupun kenyataannya juga terjadi
ialah bab XI tentang ‘Pisah Meja dan Ranjang’ (pasal 233-249). Menurut KUH
perdata perkawinan itu bubar dikarenakan ‘kematian’, ‘tidak hadirnya suami atau istri




selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami’, ‘keputusan hakim
setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaranpernyataan pemutusan perkawinan
dalam daftar–daftar catatan sipil’, dank arena ‘perceraian’ (pasal 199).24
Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan ke pengadilan negeri yang di
daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok pada wkatu mengajukan
permohonan termaksud dalam pasal 831 reglemen acara perdata atau tempat tinggal
yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempatt tinggal  pokok. Jika pada waktu
mengajukan surat permohonan tersebut diatas si suami tidak mempunyai tempat
tinggal pokok atau tempat tinggal sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus
diajukan kepada pengadilan negeri tempat kediaman istri yang sebenarnya (pasal
207) perceraian perkawinan sekali–kali tidak terjadi hanya dengan persetujuan
bersama (pasal 208). Dasar–dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya
sebagai berikut :
1. Zina
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
3. Dikenakan hokum penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat
lagi, setelah dilangsungkan perkawinan.
4. Pencederaan berat atau pengeniayaan, yang dilakukan oleh salah
seorang dari suami istri terhadap yang lainnya sedemikian rupa,
sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka–
luka  yang berbahaya.
Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian didalam hukum
adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Jadi
24Hilma Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut : Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama (Cet: 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 160.
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anggota–anggota masyarakat adat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh
hukum perkawinan dan perceraian Islam, yang menganut agama Kristen/katolik,
menganut agama hindu/Buddha dipengaruhi hukum Hindu/Buddha. Sejauh mana
pengaruh hukum agama itu terhadap anggota–anggota masyarakat adat tidak sama,
dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat berbeda–beda, walaupun dalam
satu daerah lingkungan adat yang sama.
Menurut perkiraan yang bukan suatu hasil penelitian ilmiah sebelum
berlakunya UU no. 1-1974 dikalangan masyarakat jawa dan pasundan yang sifat
kekerabatan adatnya parental dengan bentuk perkawinan bebas (mencar, mentas,
mandiri) banyak terjadi perceraian. Begitu pula dikalangan masyarakat minangkabau
yang sifat kekerabatannya matrilinieal dengan bentuk percawinan semanda dan kuat
beragama Islam banyak terjadi perceraian. Tetapi di kalangan masyarakat matrilineal
semendo dengan bentuk perkawinan semanda tidak begitu banyak terjadi perceraian25
C. Pengertian Uang Belanja
Mengemukakan masalah perkawinan berarti mengemukakan suatu masalah
yang sangat luas menyangkut kehidupan dan perkembangan umat manusia di muka
bumi ini. Dalam ilmu antropologi  perkawinan unsur kebudayaan yang universal.
Agama memberikan wadah, adatpun memberikan tempat dan seandainya adat
perkawinan
Acara peminangan melalui beberapa fase dan dimulai dengan accini’rorong
artinya melihat atau mencari jalan sebagai penyelidik. Usaha semacam ini adalah
25Ibid, h. 162
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untuk mengetahui secara rahasia tentang kemungkinannya pihak laki–laki
mengajukan lamaran kepada gadis yang dipilih.26
Mahar dalam pernikahan Bugis terdiri dari dua  jenis uang serahan, yakni
serahan “mahar” (sompa [Bugis]) dan “uang belanja” (dui menre [Bugis]), dan
besaran masing-masing uang serahan tersebut memiliki makna yang berbeda. Mahar
atau sompa dinyatakan dalam sejumlah nilai perlambang tukar tertentu yang tidak
berlaku lagi secara nominal dan tidak mempunyai nilai yang dapat dibanding dengan
nilai uang yang berlaku sekarang. Besaran ini sudah ditentukan jumlahnya secara
adat, berdasarkan derajat tertentu, sesuai garis keturunan si calon mempelai wanita.
Dui’ menre’ atau uang panaik/doi balanja adalah “uang antaran” yang harus
diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon
mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.27
Pengertian uang belanja dalam hubungannya dengan perkawinan dalam
masyarakat biasa juga disebut uang hangus yang berarti uang pemberian dari pihak
laki–laki untuk biaya perkawinan.28
Uang belanja bisa juga diartikan sebagai uang jemputan yang jumlahnya
besar, yang diberikan dari pihak laki–laki kepada pihak perempuan, yang mana
pemberian ini dianggap sebagai salah satu syarat syahnya peminangan yang berfungsi
sebagai biaya untuk perkawinan.29
26 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Adat Istiadat Pernikahan
Sulawesi Selatan, (Cet : II, Makassar : Kanwi P 2005), h. 13.
27Samsuni, “Budaya Mahar di Sulawesi Selatan”, dalam www.melayuonline.com/ (14 Agustus
2013)
28WJS, Poerwadarminta, Kamuas Umum Bahasa Indonesia, (Cet : I, Jakarta: Balai Pustaka:
1976), h. 1114.
29Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., Hukum Perkawinan Adat, (Cet. V, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1995), h. 57.
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Sayuti Thalib, S.H. memberikan pengertian uang belanja sama dengan
hantaran dari pihak laki–laki kepada pihak perempuan sebagaimana dijelaskan
dibawah ini:
Mahar tidak sama uang belanja dengan yang biasa dalam adat kita bangsa
Indonesia. Pada masyarakat kita berkembang sejak lama kebiasaan dan adat
memberikan mas kawin atau hantaran dari pihak laki–laki kepada pihak
perempuan untuk terlaksananya suatu perkawinan.30
Pada mulanya harta ini berupa benda–benda berharga atau benda–benda
bersifat sakti atau mempunyai kelebihan tertentu misalnya keris pusaka, binatang
ternak dan lain–lain, lama kelamaam yang berbentuk benda–benda sakti ini berubah
juga kemudian akhirnya digantikan dengan uang.31 Dan akhirnya sekali uang atau
benda yang diberikan sebagai harta itu oleh keluarga si calon pengantin laki–laki
tidak lagi diperuntukkan bagi kepentingan nilai–nilai magis keluarga, malahan
diberikan juga kepada calon pengantin perempuan itu misalnya dalam bentuk biaya
penyelenggaraan perkawinan yang juga dikenal dengan uang belanja.
Mahar (sunrang) diberikan oleh keluarga pihak laki–laki kepada calon
pengantin perempuan sebagai milik pribadinya, maka uang belanja diberikan kepada
pihak keluarga perempuan sebagai sumbangan pembiayaan dalam rangka
penyelenggaraan upacara perkawinan, jumlah yang harus diberikan kepada pihak
keluarga perempuan itu biasanya lebih besar bila dibandingkan dengan sunrang
maupun hadiah–hadiah lainnya.32 maka dapatlah diketahui bahwa uang belanja itu
mulai dipakai dari proses persiapan perkawinan sampai dengan selesainya sesuatu
30Sayuti Thalib, S.H., Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam), Cet. V,
(Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 68.
31Ibid., h. 69.
32Nur Alam Saleh, Sistem Upacara Adat Makassar di Sulawesi Selatan, (Makassar: Kanwil P
dan Kecamatan Suli, 1996), h. 124.
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perkawinan, yang didlamnya biasanya diadakan pesta–pesta meriah dan perayaan
yang berlebih–lebihan sehingga memakan biaya yang cukup tinggi.
Kalau maskawin (mahar) di berikan oleh keluarga pihak laki–laki kepada
calon pengantin perempuan sebagai milik pribadinya, maka uang belanja diberikan
kepada pihak keluarga perempan sebagai sumbangan pembiayaan dalam rangka
penyelenggaraan upacara pesta perkawinan, jumlah yang harus diberikan kepada
pihak keluarga perempuan itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan maskawin
maupun hadiah–hadiah lainnya.
Penentuan besarnya uang belanja atau uang naik itu tidak sama halnya
dengan pemberian uang mahar/maskawin yakni sesuai dengan kerelaan pihak laki–
laki dan berdasarkan strata sosial kedua belah pihak. Akan tetapi “Doe’ Balanja”
adalah hasil kesepakatan kedua belah pihak.
Besarnya uang belanja tidak selalu dianggap memiliki nilai rupiah saja,
melainkan lebih dari itu. Besarnya uang yang dinaikkan itu dapat juga merupakan
prestise dimata masyarakat, sebab semakin besar mendapatkan uang belanja dari
pihak laki–laki berarti pula baik yang bersangkutan maupun segenap keluarga dan
kerabatnya yang akan merasa pretisenya juga naik. Sehingga ada kesan bahwa
besarnya uang belanja itu menandakan tinggi rendahnya strata sosial mereka
ditengah–tengah masyarakat.
Nampaknya memang demikian yang terjadi ditengah masyarakat Makassar,
makin tinggi derajat seseorang ditengah–tengah mastarakat maka uang belanja yang
akan diminta lebih besar pula karena itulah, pihak keluarga perempuan akan berusaha
agar pihak laki–laki bersedia memberikan uang naik sebanyak mungkin dan
meningkatkan prestesimya ditengah–tengah masyarakat.
29
Mengenai tinggi uang belanja yang berikan kepada pihak keluarga
perempuan tidak mutlak berdasarkan karena faktor status kebangsawanannya semata.
Akan tetapi ada banyak faktor penyebabnya antara lain karena memiliki kekayaan,
parasnya cantik, berlatar belakang pendidikan yang tinggi (sarjana) memiliki
kelebihan tertentu (prestasi) dan sebagaianya.
Dengan demikian, antara mahar dan uang belanja terdapat perbedaan yang
sangat signifikan. Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus harus ditunaikan
oleh calon mempelai laki–laki yang diserahkan secara tunai atau terhutang.
Selain mahar di dalam syariat Islam tidak ditetapkan atau diwajibkan untuk
membayar hal–hal lain, seperti uang belanja. Uang belanja hanyalah adat atau
kebiasaan oleh masyarakat yang tetap dipertaankan sampai sekarang yang
menggambarkan derajat seorang dalam lingkungannya.
Apabila kita membuka kitab–kitab fiqih, maka tidak ada satupun
pembahasan yang menyinggung uang belanja. Dari sini pula penulis mengalisa
bahwa persoalan uang belanja adalah persoalan Adat murni dan bukan termasuk hal
masyru’iyah, yang dasar hukumnya tidak ada dan menurut hukum adat di Kecamatan
Somba Opu Kabupaten Gowa hanyalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
sebab uang belanja pada dasarnya untuk acara pesta perkawinan (walimah), dan tidak
ada larangan untuk mempersaksikan bahwa kedua belah pihak telah menikah dan
adat istiadat mendukung.
Tetapi uang belanja dalam perkawinan tidaklah ditetapkan sebagai sesuatu
yang tidak bermakna apa–apa. Ia memiliki makna dan hikmah yang tinggi, uang
belanja merupakan dana yang digunakan untuk pelaksanaan walimah. Uang belanja
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merupakan pemberian bagi pihak laki–laki yang diserahkan kepada puhak perempuan
sebagai “penunjang” biaya yang dikeluarkan oleh pihak perempuan.
Orang Makassar adalah penduduk asli dari daerah sekitar kota Makassar dan
wilayah sekitarnya. Bahasa yang digunakan oleh orang Makassar dinamakan bahasa
mangkasara’. Adat pemberian uang panaik diadopsi dari adat perkawinan suku bugis
asli. Uang panaik bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai
laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai
penghormatan. Dui’menre’ atau uang panaik dan uang jujuran adalah kewajiban
menurut adat masyarakat setempat. Mahar, uang jujuran dan uang panaik tidak hanya
berbeda dari segi pengertian saja.33
Pemberian uang panaik yang dilakukan pada masyarakat Bugis Makassar
tidak jauh berbeda dengan uang panaik yang ada pada masyarakat Bugis asli, yaitu
sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan
perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian uang panaik
pada masyarakat Bugis Makassar dibawa oleh suku Bugis asli yang berimigrasi ke
kota Makassar.
Salah satu fase peminangan yakni Doe’ Balanja (atau dalam bahasa
Indonesia Uang Belanja), basar kecilnya uang belanja ini tergantung dari kesepakatan
dua belah pihak, namun tidak pula dapat disangkal, bahwa masalah uang belanja
yang sangat tinggi, sehingga sering perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Selain dari
pada uang belanja ini, ada pula yang disebut cinggkarra, ini berupa hadiah–hadiah
yang sebentar juga mendapat balasan hadiah dari pihak perempuan.
33Puspita, “Tradisi Uang Panai’ Dalam Budaya Bugis Makassar,” dalam http://akulebihdari
yangkautau.blogspot.com/ (14 Agustus 2013).
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Jadi pengertian uang belanja dalam hubungannya dengan perkawinan pada
masyarakat Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah jumlah uang yang harus
dipersiapkan oleh pihak laki–laki dengan maksud memberikan uang tersebut kepada
pihak wali perempuan sebagai suatu syarat untuk melaksanakan suatu perkawinan.
Karena tanpa jumlah uang belanja tersebut, maka otomatis perkawinan itu tidak dapat
dilaksanakan.
D. Tujuan Uang Belanja
Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada Firman Allah
SWT yang termaktub di dalam Al–Qur’an dan sunnah Rasulullah, Muhammad SAW.
Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya
sesuai dengan ketentuan–ketentuan dalam Al–Qur’an dan sunnah. Oleh karena itu
setiap orang Islam hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk membedakan
antara yang halal dan haram, termasuk melakukan perkawinan atau pernikahan.
Pada umumnya masalah mahar merupakan pemberian calon mempelai pria
kepada calon mempelai wanita. Sedangkan uang belanja adalah jumlah uang yang
telah ditentukan sebelumnya yang dibayar oleh calon mempelai pria kepada calon
mempelai wanita untuk membiayai pesta perkawinan (walimah).
Menurut adat istiadat di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selain
mahar, uang belanja dalam perkawinan itu adalah dengan tujuan untuk memakai uang
tersebut dalam rangka melaksanakan suatu pesta perkawinan yang dimulai dari
persiapan sampai dilangsungkan perkawinan itu. Jadi uang belanja itu dipakai untuk
memenuhi segala biaya–biaya pihak keluarga perempuan yang melaksanakan pesta
perkawinan tersebut.
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Uang belanja ini akan habis digunakan selama pesta perkawinan. Besar
kecilnya uang belanja mencerminkan meriah dan tidaknya suatu pesta perkawinan.
Semakin meriah pesta perkawinan maka status sosial penyelenggaraan pesta pun
dianggap semakin tinggi.
Mengenai pesta perkawinan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak
Suhardi S. Ag, yaitu: “Menikah adalah hal yang sakral, karena adanya pernikahan
maka timbullah yang namanya uang belanja, karena marasa malu ketika perkawinan
tersebut tidak diketahui oleh orang lain, maka mereka berupaya agar uang belanja
pun ada tetapi tidak ada paksaan, bisa saja pesta berjalan tanpa uang belanja sesuai
kesepakatan kedua belah pihak asalkan mahar ada dan kedua belah pihak mahar ada
dan harus ada karena dalam hukum Islam yang diutamakan adalah mahar  dan
diwajibkan bagi mempelai laki–laki”.34
Dalam pelaksanaan walimah di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa ini
masih mengikuti tuntutan hukum adat yang masih berjalan dengan hukum Islam baik
di dalam Al–Qur’an maupun didalam sunnah Raulullah SAW.
Hal ini berarti dalam pelaksanaan walimah masih sejalan dengan tujuan
walimah yang sesungguhnya yakni dilaksanakan sesuai dengan kemampuan
sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Jadi tujuan utama uang belanja adalah melaksanakan walimah yang sesuai
dengan kemampuan yang artinya tidak ada unsur–unsur memaksakan diri, sehingga
dengan demikian akan mudah terlaksananya suatu perkawinan tanpa menuntut uang
belanja yang terlalu tinggi.
34Suhardi S. Ag, Pemuka Agama, Wawancara Oleh Penulis di Desa Bonto–bontoa, Kab. Gowa,
31 Juli 2013.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa uang belanja dalam
perkawinan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dipandang tidak melanggar
ketentuan syari’at Islam, sebab masyarakat di Kecamatan Somba Opu menempatkan
bagian dari yang paling utama dalam perkawinan, bila dibandingkan dengan uang
belanja. Uang belanja hanyalah digunakan untuk mengadakan pesta perkawinan atau
walimah. Walimah adalah pesta perkawinan menurut adat kebiasaan masyarakat di
Kecamatan Somba Opu dapat dianggap sebagai adat kebiasaan yang telah turun-
temurun yang tidak dapat dihilangkan.
E. Hikmah Uang Belanja
Secara sederhana, uang naik dapat diartikan sebagai uang belanja, yakni
sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai
perempuan. Uang naik ini ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Besar
kecilnya uang naik, ditentukan oleh pihak perempuan. Selain itu, status sosial juga
seringkali jadi penentu besar kecilnya uang naik ini.
Uang naik disebut juga doe' balanja. Doe' balanja' ini merupakan salah satu
bagian dari mas kawin, selain sompa yang secara harfiah berarti 'persembahan'.
Sompa ini sendiri berbeda dengan mahar dalam konsepsi hukum Islam yang sekarang
disimbolkan dengan sejumlah uang rella', yakni rial (mata uang Portugis yang
sebelumnya berlaku, antara lain, di Malaka). Rella' ditetapkan sesuai status
perempuan dan akan menjadi hak miliknya.
Hikmah uang belanja dalam pandangan masyarakat Sulawesi selatan adalah
salah satu hal yang harus dipenuhi agar walimah atau pesta perkawinan dapat
berlangsung bagi pihak perempuan, yang dimana pesta perkawinan itu dananya
berasal dari uang panai’ atau uang belanja. Yakni uang yang diberikan dari pihak
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laki–laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
tanpa ada yg merasa di beratkan agar pihak mempelai perempuan dapat
melaksanakan pesta perkawinan.35
Besarnya jumlah doe’ balanja merupakan media utama bagi masyarakat
makassar untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat. Kekayaan keluarga
mempelai laki–laki dapat di lihat dari besar jumlah uang belanja (doe’ balanja) yang
mereka persembahkan kepada mempelai perempuan.36
Uang belanja (doe’ balanja) ini adalah sejumlah uang yang diberikan oleh
calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang merupakan bentuk
penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Uang
panai’ ini belum terhitung sebagai mahar penikahan, melainkan sebagai uang adat
namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau
keluarga.
Uang belanja menjadi sangat penting karena bisa menjadi penghambat
namun di lain hal, uang belanja (doe’ balanja) bisa meningkatkan gengsi dan status
sosial suatu keluarga dalam masyarakat. Pentingnya arti dan posisi uang belanja (doe’
balanja) dalam proses perkawinan akan berbeda setiap orang, dan sikap setiap orang
ditentukan oleh kondisi sosial dan ekonomi dalam masyarakat.
Barang antaran atau uang antaran (bridewealth) merupakan gejala umum di
dalam masyarakat Asia Tenggara yang organisasinya mengikuti garis kognatis, tetapi
tampaknya lebih merupakan transaksi antar keluarga, sebagai imbalan bagi kerabat
35Drs. M. Basir, MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara Oleh Penulis di
Desa Limbung, Kab. Gowa, 3 Agustus 20013.
36Pelras, Cristian, Manusia Bugis, Bekerjasama Dengan Forum Jakarta ,(Cet : 1 :Jakarta : Paris
EFEO, 2005), h. 21.
35
mempelai wanita karena kehilangan tenaga kerjanya, dan sebagai upacara
terbentuknya korporasi rumah tangga baru.37
F. Kedudukan Uang Belanja Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat dan
Hukum Islam
Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenisnya (laki–laki
dan perempuan) secara alamiah memiliki daya tarik menarik antara satu dengan yang
lainnya. Untuk dapat hidup bersama atau untuk membentuk suatu ikatan lahir dan
bathin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/Rumah Tangga sejahtera dan
abadi.38 Oleh karena itu, di dalam Islam terdapat aturan–aturan yang memuat
ketentuan–ketentuan bagaimana seorang pria dapat hidup bersama dalam suatu rumah
tangga sebagai suami istri. Aturan–aturan itu, selain mengatur bagaimana proses
terjadinya perikatan antara pria dan wanita, juga mengatur hak dan kewajiban antara
pria dan wanita setelah menjadi suami istri.
Dalam proses perkawinan menurut adat sulawesi selatan terdapat beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya adalah uang belanja, yang harus di
berikan oleh keluarga calon mempelai laki–laki kepada keluarga calon mempelai
perempuan. Seperti kewajiban seorang mempelai laki–laki untuk membayar mahar
kepada seorang perempuan  akan dinikahinya sebagai seserahan untuk biaya pesta
penikahan.
Selain mahar, masyarakat di Kecamatan Somba Opu  juga mengenal
adanya Doe’ Balanja (uang balanja). Besar uang belanja biasanya ditentukan
37Keesing M. Roger, Antropologi Budaya, (Cet : 1 Jakarta, PT. Erlangga 1981), h. 18.
38Rasyid, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia (cet. I Bandung, PT.
Remaja Roeda Karya, 1991). h. 1
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bersamaan penentuan mahar, hari pernikahan dan pesta perkawinan. Besarnya uang
belanja menurut kebiasaan masyarakat Gowa di Kecamatan Somba Opu dipengaruhi
oleh status sosial seorang calon mempelai wanita, keturunan/dara, hartawan dan lain–
lain.
Hal ini di uraikan oleh Dra. Hj. Salnah, SH. MH, beliau menjelaskan: “selain
mahar ada kewajiban lain yang ditunaikan oleh mempelai pria yakni Doe’ Balanja
(uang belanja) yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat sosial seseorang,
misalnya hartawan, keturunan bangsawan, berpendidikan tinggi (sarjana) dan
sebagainya yang dimiliki oleh calon mempelai wanita.39
Uang belanja yang menjadi syarat utama berlangsungnya pesta adat
perkawinan di sini  adalah uang yang dipakai oleh perempuan dalam pesta
perkawinan. Besarnya uang belanja tersebut, disesuaikan dengan strata sosial kedua
calon pengantin. Strata sosial yang dimaksud biasanya diukur dari keturunan kedua
mempelai, tingkat pendidikan, dan keadaan ekonomi. Selain itu, juga diukur dari
besarnya biaya yang harus dikeluarkan mempelai perempuan yang jika diukur dengan
rupiah biasanya mencapai 15 sampai 50 juta rupiah bahkan bisa sampai ratusan juta
rupiah.
Kedudukan uang belanja menurut hukum adat yang berlaku menurut Bugis–
Makassar, adalah suatu kebiasaan atau adat istiadat yang sudah menjadi kewajiban
bagi laki–laki untuk perempuan yang ingin di nikahinya sebagai salah satu sarat yang
harus dipenuhi. Menurut adat Makassar uang belanja adalah suatu seserahan yang
bisa dikatakan sebagai hal yang wajib agar pesta perkawinan dapat berlangsung
39Dra. Hj. Salnah, SH. MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara Oleh Penulis
di Desa Bonto–bontoa, Kab. Gowa, 10 Agustus 2013.
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dengan meriah, sesuai kemampuan dari pihak laki–laki dan berapa yang diminta oleh
pihak perempuan.40
Hukum Islam mempunyai beberapa keistimewaan dan beberapa keindahan
yang menyebabkan hukum islam paling kaya dan paling dapat memenuhi hajat
masyarakat serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat.41
Hukum Islam yang tertuang dalam Al–qur’an dan Al hadist merupakan
seperangkat aturan hukum yang terlengkap dan mampu mengatasi dan menjawab
permasalahan–permasalahan yang terjadi ditengah–tengah masyarakat, baik peristiwa
yang terjadi pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Semua dapat
dikemukakan hukum–hukumnya dalam hukum Islam. Hal ini karena Allah yang
menciptakan manusia, berarti Allah juga yang mengetahui batas–batas kesanggupan,
kemampuan dan kelemahan manusia itu sendiri. Sebab Allah SWT memberikan
wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW.
Agama Islam dalam menjawab permasalahan kemasyarakatan adakalanya
hukum–hukum itu tidak di nashkan secara tegas yaitu hukum–hukum yang berdasar
ijtihad yang dibina atas ra’yu dan qiyas, memperhatikan kemaslahatan dan menolak
kerusakan, maka sumbernya adalah akal dan kebebasan berfikir yang diikat rapat
dengan dasar–dasar keadilan dan mengakui hak–hak manusia serta keharusan
memperhatikan kaedah–kaedah pembinaan hukum dan sumbernya.
40Dra. Hj. Murnie Faried, MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara Oleh
Penulis di Desa Bontokamase Kab. Gowa. 10 agustus 2013.
41T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Cet. V: Jakarta : Bulan Bintang, 1993),
h. 57.
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Hukm Islam memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan ajaran
Islam itu secara menyeluruh, umat Islam buka hanya diperintahkan untuk
melaksanakan ajaran agama yang berkaitan dengan individu kepada Allah SWT,
tetapi juga diperintahkan untuk melaksanakan perintah Agama itu terhadap
lingkungandan masyarakatnya. Jadi, Hukum Islam itu memerintahkan kepada
umatnya untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul–Nya serta
meninggalkan segala sesuatu yang dilarang–Nya. Sehubungan dengan itu,
Nasaruddin Razak dalam bukunya yang berjudul “Dienul Islam” mengemukan
bahwa: Andai kata dalam kehidupan suatu masyarakat tidak dijumpai lagi nilai–nilai
halal dan haram, sedah tidak dikenal lagi antara yang muhrim dengan yang bukan
muhrim, lembaga perkawinan sudah diabaikan dan penguasa di Negeri tidak lagi
menegakkan Rule of Law, maka ketika itulah suatu martabat kemanusiaan meluncur
jatuh ke martabat Binatang, sama halnya kalau tujuan hidup seseorang hanya untuk
pemenuhan perut dan seksualnya, artinya dia tidak mengenal adanya tujuan hidup
yang hakiki, bersifat rohaniah yang tinggi dan kudus.42
Begitupula hubunganya dengan masalah perkawinan, Islam tidak
memberatkan dan tidak menyulitkan untuk melaksanakan suatu perkawinan, bahkan
perkawinan menurut Islam adalah merupakan sarana efektif untuk menjaga umat
manusia kebobrokan moral, menjaga setiap individu dari kerusakan masyarakat,
sebab manusia mempunyai naluri yang cukup mencintai lawan jenisnya, dapat
disalurkan lewat penikahan yang formal yaitu hubungan yang halal.43
42Nazaruddin Razak, Dienul Islam (Cet. 1 : Bandung: Al-Ma’ruf, 1973), h. 18.
43Thorik Ismail, Az–Zuwajul Islami, dijerjemahkan Oleh Zainuddin MZ, Mohrous Ali dan H.
Abdullah dengan judul ‘Pernikahan’ (Cet. 1: Surabaya : Pustaka Progressif, 1994), h. 14.
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Sebagian ulama mengatakan ada dua macam kemampuan yakni.
Kemampuan memberi nafkah batin antara lain hubungan senggama dan kemampuan
memberi nafkah lahir antara lain nafkah rumah tangga. Apabila seorang pemuda telah
memiliki dua kemampuan ini. Maka hendaklah ia menikah. Maka uang belanja yang
cukup tinggi mengakibatkan tidak terlaksanya perkawinan, karena diluar kemampuan
seorang laki–laki. Maka dapat mengakibatkan banyak gadis–gadis yang telah lewat
umur tidak berjodoh dan pihak laki–laki banyak yang enggan kawin akibat terlalu
tingginya uang belanja yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan suatu
perkawinan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam yakni menganjurkan untuk
melaksanakan yang tidak mengakibatkan kedua belah pihak.44
Uang belanja dalam hukum Islam sebenarnya tidak di atur sama sekali
ketentuan akan berapa besar dan berapa kesanggupan dari pihak mempelai laki–laki,
karena uang belanja adalah adat atau kebiasaan penduduk sulawesi selatan. Dan tak
ada pula dalam hukum islam yang dijadikan dasar dari uang belanja tersebut, yang
ada dalam hukum islam hanyalah mahar yang harus diberikan kepada mempelai
perempuan. Dibolehkan oleh hukum Islam yakni adanya walimah sebagai sarana
untuk mengumumkan pernikahan tersebut. Akan tetapi tidak ada tolak ukur atau
pemabahasan terperinci akan hal tersebut, seperti yang terjadi pada adat Sulawesi
yang menganggap sangat penting uang belanja dalam perkawinan.
Sedangkan uang belanja ada dalam hukum Islam adalah dikenal dengan
nama nafkah artinya memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah
44Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,”Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 51.
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tangga, pengobatan istri, jika ia kaya : memberi balanja hukumnya wajib menurut
Al–Qur’an, sunnah dan Ijma’.45
Islam juga memberikan kemudahan pada para pemeluknya dalam
menjalankan hokum Islam sesuai dengan kemampuangnya.
Hal ini dapat dilihat pada ayat Al –qur’an sebagai berikut :




“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya……..”46




…….Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu…….47




45Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, diterjemahkan oleh Drs. Moh. Thalib, dengan judul ‘Fikih
Sunnah’ Jilid VII (Cet, III: Bandung : PT. Al –Ma’arif, 1986), h. 63
46Departemen Agama RI, Al –Qur’an dan Terjemahnya Al–Jumanatul ‘Ali (Bandung : CV
Penerbit J –ART, 2005), h. 110.
47Ibid, h. 78.
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…..Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan…..48




Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan
bersifat lemah.49




…….Allah tidak hendak menyulitkan kamu………50
Dengan melihat ayat–ayat diatas nampaklah kepada kita bahwa hukum Islam
berjalan diatas kemudahan, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Dan
perkawinan tiada lain hanya untuk melaksanakan ketetapan yang sudah menjadi
sunnatullah semenjak dulu dan melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah
SWT. Karena adanya unsur mempersulit perkawinan dengan tuntuta uang belanja
yang mahal atau berbagai tuntutan yang lainnya, hal ini tidak sesuai dengan
kemudahan yang dianjurkan oleh Allah SWT.
G. Akibat Pengembalian Uang Belanja
Sebelum datangnya Islam, Orang–orang Arab adalah umat yang tidak
memiliki aturan dan mereka dikendalikan oleh kebiadaban, dinaungi oleh kegelapan





yang harus mereka patuhi.51 Perempuan yang berada di belahan bumi Arab dan yang
lainnya tidak dapat meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan
mereka selalu disingkirkan, tidak ada satupun yang dapat menjaga kehormatan dan
merasakan jeritan hati mereka. Padahal unsur tersebut sangat berpengaruh dalam
kehidupan seorang perempuan, sehingga mereka dapat kehilangan kepribadiannya
hanya karena hal tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat Arab yang
suka berperang tersebut, nilai wanita menjadi rendah.52 Ketika Islam datang ke dunia
ini, ia telah mengangkat posisi perempuan ke derajat yang lebih tinggi, memberikan
kebebasan, kehormatan dan hak pribadinya secara merdeka.53
Pada zaman Jahiliyyah suami berhak menceraikan isterinya dengan tidak ada
batasnya meskipun sudah menceraikannya seratus kali, selama si isteri berada pada
masa iddah. Mereka tidak mengenal perikemanusiaan atau keadilan dalam
memperlakukan isteri-isterinya. Sampai datangnya Nabi Muhammad SAW yang
sama sekali tidak menyutujui kebiasaan perceraian tersebut. Beliau menghilangkan
kebiasaan ini secara bertahap karena kebiasaan ini telah mendarah daging di zaman
jahiliyah. Hukum Islam memberi jalan kepada isteri yang menghendaki perceraian
dengan mengajukan khulu’, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami
untuk menceraikan isterinya dengan jalan talak.54
Akibat pengembalian uang belanja perkawinan atau uang panai’ karena
pihak tergugat atau suami merasa ditipu atau dirugikan atas perceraian yang diajukan
oleh si istri, karena sang suami belum sama sekali menyentuh si istri sedangkan istri
51Syekh Muhammad Ali As –Sayis, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam,
(Jakarta : Akademi Presindo, 1996), h.13.
52Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 11.
53Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, Fikih perempuan, muslimah, (Jakarta: AMZAH, 2005), H.
109.
54Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Sinar Kencana, 1998), h. 220
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sudah mengajukan cerai ke pengadilan. Maka dari itu suami menuntut agar uang
belanja perkawinannya dapat dikembalikan melalui pertimbangan dari hakim.55
Adapun alasan dari pihak suami mengapa ia menuntut pengembalian uang
belanja perkawinannya karena si istri tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai
seorang istri yang sah, yakni menafkahi secara bathin kepada suaminya. Dan dari
pihak suami merasa dirugikan karena selama 2 bulan pernikahannya si istri selalu
beralasan utuk tidak melakukan hubungan suami istri atau mengelak dengan tidak
sekamar dengan suami, serta beralasan si istri lagi berhalangan atau datang bulan
(haid) yang menurut pihak suami hanyalah mengada–ngada.
Alasan istri mengajukan cerai di karenakan menurut pihak istri sang suami
lemah syahwat, akan tetapi pihak laki–laki atau suami menentang pernyataan dari
pihak istri bahwa ia lemah syahwat. Yakni dengan menunjukkan surat keterangan
dari dokter bahwa sang suami tidak lemah syahwat (normal), maka dari itulah pihak
suami merasa keberatan atas gugatan cerai dari pihak istri karena merasa di tipu,
sedangkan suami telah memberikan uang belanja sesuai dengan permintaan pihak
keluarga perempuan tetapi setelah menikah suami belum pernah melakukan
hubungan layaknya suami istri, walaupun kita ketahui bahwa uang belanja
perkawinan itu sudah habis di makan api, tetapi sang suami tetap menuntut agar uang
belanja dapat dikembalikan oleh pihak istri melalui pertimbangan hakim.56
Sebelum adanya pengembalian uang belanja, harus ada gugatan cerai
terlebih dahulu oleh pihak mempelai perempuan, baik itu dengan alasan apapun yang
dapat mengakhiri hubungan suami istri yang sah. Dalam gugatan cerai tersebut
55Dra. Hj, Murni Faried, MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara Oleh
Penulis di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa, 30 Agustus 2013.
56Dra. Hj. Salnah, SH. MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara Oleh Penulis
di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa, 30 Agustus 2013.
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terdapat berbagai gugatan, diantaranya gugatan rekonvensi yang di ajukan oleh pihak
laki–laki kepada pihak perempuan berupa mahar dan uang belanja bagi masyarakat
Makassar. Dan itu dapat di lakukan cerai khulu’ apabila istri sama sekali belum di
sentuh.
Mengajukan rekonvensi yakni sebagai tanda keberatan apabila suami merasa
di rugikan akibat istri yang belum disentuh sehingga ia meminta bercerai dengan
alasan apapun. Misalnya meminta uang belanja dikembalikan agar suami dengan
kesediaannya sendiri bersedia bercerai dengan istri akan tetapi rekonvensi harus
dipenuhi. Dan akibatnya bagi si istri dikabulkan perceraiannya oleh hakim atas
persetujuan suami dan mengubah satusnya dari bersuami menjadi janda.
Adapun gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri adalah gugatan cerai
khulu’, serta menjadi landasan hakim agar dapat mempertimbangkan tuntutan suami
yang merasa di rugikan karena belum melakukan hubungan suami istri, walaupun
cerai khulu’ itu diperbolehkan akan tetapi harus ada alasan–alsan tertentu yang
mendasari bukan mengada–ngada.
Khulu menurut bahasa, dari kata khola’a–yahla’u–khul’an yang berarti
melepaskan atau menanggalkan pakaian,57 atau yang berarti menanggalkan ia akan
sesuatu.58 Sedangkan khulu menurut istilah, adalah menebus isteri akan dirinya
kepada suaminya dengan hartanya maka tertalaklah dirinya.59
Abu Zahrah mendefinisikan bahwa khulu mempunyai dua arti yaitu am dan
khas. Khulu dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya
57A. W. Munawwir, Al-Munawwir: Kamus arab Indonesia , (Surabaya: Pustaka Progresif,
1997), cet. 14, h. 361.
58Idris Al-Marbawi, Kamus Bahasa Arab Melayu, jilid. 1, (Surabaya: Hidayah, 2000), h. 184.
59Abu Mansur, Lisan el-Arab, jilid 3, (Kairo: Daar el-Hadist, 2003), h. 182.
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yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafazh khulu atau lafazh mubaro’ah
atau dengan lafazh talak. Pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer.
Adapun khulu dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafazh khulu, pendapat ini
banyak digunakan oleh ulama salaf.60
Khulu sendiri sebenarnya dibenci oleh syari’at yang mulia seperti halnya
talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak khulu, hanya Allah SWT saja Yang
Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu
menegakan hukum-hukum Allah SWT. Maksudnya Hikmah khulu untuk
menghindari bahaya, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan
gejolak dalam hubungan suami isteri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam
ikatan rumah tangga maka khulu diperbolehkan. Hal ini agar keduanya tetap berjalan
dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba
Allah.61
Sejumlah besar ulama salaf dan khalaf mengatakan bahwa tidak boleh khulu
kecuali terjadi perselisihan dan nusyuz dari pihak isteri. Sedangkan Syafi’i
berpandangan bahwa khulu itu boleh dalam kondisi perselisihan dan keharmonisan.
Namun khulu dalam kondisi pertama adalah lebih utama dan sesuai dengan yang ia
pilih.62 Sesuai dengan hadits Nabi SAW:
 َﻏ َقﻼَﻄﻟا ﺎَﮭَﺟْوَز َْﺖَﻟﺎَﺳ ٍةَءَﺮْﻣا ﺎَﻤﱡَﯾا : َم َص ِﷲ ُلْﻮُﺳَر َلﺎَﻗَﻨَﺠﻟا ُﺔَﺣِءاَر ﺎَﮭَْﯿﻠَﻋ ٌماَﺮَﺤَﻓ َْسﺄَﺑ ﺎَﻣ ُﺮْﯿﺔ
Artinya:
60Muhammad Abu Zahrah, Ahwal Syahkshiyyah, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), h. 329.
61Ali Ahmad Al-Jurjawi, Indahnya Syariat Islam, (Jakarta; Gema Insani, 2006), h. 379.
62Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir , jilid 1, h.
376.
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"Dari Tsauban, Rasul SAW bersabda: “Siapapun perempuan yang meminta
cerai kepada suaminya tanpa sebab, maka haram baginya bau syurga".63
Berdasarkan dalil–dalil Al-Qur’an serta Hadist tersebut cukuplah menjadi
fakta kekuatan pengadilan dalam menangani kasus khulu. Sehingga untuk melindungi
hak wanita dalam perkawinan, pemberian hak khulu kepada wanita sangat diperlukan
guna menghindari hal–hal yang tidak diinginkan terjadi.
BAB III
METODOLOGI PENLITIAN
Metode penelitian merupakan sistem atau cara kerja yang harus dilakukan
dalam sebuah penelitian, seorang peneliti diharuskan dapat memilih dan menentukan
metode yang tepat guna mencapai tujuan. ”Metode ilmiah merupakan prosedur dalam
mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu”. Tidak semua pengetahuan dapat
63Zalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-suyuthi, Jamie el-Shagir Fi Ahadis Basyir el-
Nazir, (Kairo: Darr el-Katib el-Arabi, 1967), h. 106.
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disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus
melalui syarat–syarat yang dimaksud yang tercantum dalam metode ilmiah”.64
Suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil kesimpulan
harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis, yaitu merupakan suatu
metode studi, metode menganalisis sosial, dan dapat merumuskan masalah–masalah
sosial, dengan maksud mengoreksi, mengadakan verifikasi dan memperluas
pengetahuan yang sangat diperlukan bagi pengembangan teori-teori dan tindakan
praktis65. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat
terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.
B. Jenis Pendekatan
Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah diuraikan
sebelumnya maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis
normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk
menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta
64Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002),
h. 44.
65Soerjono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Pemaparan (Jakarta :
Rineka Cipta, 1999), h. 4
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berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan66. penulis juga menggunakan
yuridis normatif (hukum positif) dan teologi normatif (hukum Islam), pendekatan
yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip–prinsip dan
berdasarkan data kepustakaan melalui library research. Penelitian ini menekankan
pada segi–segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang–undangan,
keputusan dan hukum Islam.
Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan
penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas–asas hukum, asas–asas
hukum tersebut merupakan kecenderungan–kecenderungan yang memberikan suatu
penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat
etis.67 Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada norma
(kaedah).68
C. Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode sebagai
berikut:
a. Jenis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Kualitatif
yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan
data yang mendalam dan lebih bermakna.
b. Sumber Data




Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:
1. Data pustaka melalui Library research, dengan jalan menelaah
buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya
yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.  Metode ini
menggunakan dua kutipan sebagai berikut:
a. Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain
secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun
merubah susunan redaksinya.
b. Kutipan Tidak Langsung
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara
memformulasikan kedalam susunan redaksi yang baru, tanpa
sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip pendapat
orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat
tersebut tetap sama.
2. Data lapangan melalui Field research, dengan cara–cara seperti
interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan
mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan
penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data
yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan.
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di pengadilan
Agama Sungguminasa–Gowa dengan menggunakan metode pengumpulan data
primer dan sekunder.
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a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan
penelitian dilapangan, yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin,
yaitu wawancara dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai
sebagai pedoman, tetapi variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi
pada saat wawancara dilakukan. Tujuannya adalah untuk mecapai
kewajaran secara maximal sehingga memudahkan memperoleh data secara
mendalam. Berkaitan dengan hal tersebut diatas yang menjadi responden
dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama
Sungguminasa–Gowa.
b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian
kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan–
bahan atau data–data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat
hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa
permasalahan.
c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah:
1. Wawancara/Interview. Wawancara atau interview adalah suatu percakapan
atau tanya jawab yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu yang
dilakukan oleh dua pihak, yaitu, pewawancara (orang yang mengajukan
pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban dari
pertanyaan pewawancara).69 pada sumber lain wawancara juga memiliki
69Lexy J. moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2002),
h.136.
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arti bahwa Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan
makna dalam suatu topik tertentu.70 Pada metode wawancara digunakan
wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman
yang merupakan garis besar tentang hal–hal yang akan ditanyakan dengan
obyek yang diteliti.71 Tehnik–tehnik wawancara ini digunakan untuk
memperoleh jawaban secara jujur dan benar keterangan yang lengkap dari
imforman sehubungan dengan obyek penelitian, atau dengan kata lain
sebuah dialok yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh
imformasi dari terwawancara.72 Adapun Sampel diperoleh dengan
menggunakan teknik purposive sample, yaitu pengambilan sampel
berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan mengambil subyek yang
didasarkan atas cirri–ciri atau sifat yang disinyalir mempunyai hubungan
dengan populasi yang sudah diketahui.
2. Observasi adalah metode atau cara–cara yang menganalisis dan
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan
melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.73
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat
dokumen–dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan),
gambar atau karya–karya yang momental yang bersangkutan.
70 Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodelogi Penelitin (Jakarta: Data Media, 1994), h. 44-45.
71 Soerjono Soekanto, Loc.Cit.,h. 206.
72Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta,2002),h. 230-231.
73Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.
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4. Triangulasi (gabungan) adalah sebagai teknik pengumpulan data yang
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan
sumber data yang telah ada.74
d. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu
peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif
siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan.
Adapun alat-alat yang harus di siapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah
sebagai berikut:
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari
informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua
percakapan dengan sumber data.
3. Kamera: berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan
pembicaraan dengan informan.
4. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau
pembicaraan dengan informan.
e. Prosedur Penelitian
Kegiatan penelitian ini dimulai dengan memperoleh nomor putusan dan data
putusan hakim tentang putusan pengadilan terhadap pengembalian uang belanja
74 Sugiono., op, cit., h. 225- 242.
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perkawinan di tinjau dari hukum Islam dari pengadilan agama sungguminasa yang
akan menjadi informan dalam penelitian ini. Informan pertama ditentukan oleh
penulis sendiri sampai akhirnya semua data diperlukan terkumpul.
D. Pengelolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan
data–data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode
pengolahan data dalam penelitian ini adalah:
2. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang
akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok
permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas
data serta menghilangkan keragu–raguan atas data yang diperoleh
dari hasil wawancara.
3. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam
melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan
dengan  pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi
kode–kode tertentu pada setiap data tersebut.
b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah–milahnya menjadi satuan yang dapat
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dikelolah, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kembali.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa
Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut juga dengan peradilan
Agama, telah ada di berbagai tempat di nusantara, jauh sejak zaman penjajahan
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belanda bahkan menurut pakar sejarah peradilan–peradilan Agama sudah ada sejak
abad 16. Peradilan Agama secara nyata telah eksis diberbagai daerah dengan sebutan
beraneka ragam.
Pengadilan Agama (PA). Sungguminasa di bentuk pada bulan desember
1966. Peresmian Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah Sungguminasa adalah pada
tanggal 29 Mei 1967. Pembentukan Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan
peraturan pemerintah (PP) No 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan
Syri’ah di luar jawa dan Madura (lembar Negara tahun 1957 No- 99)75.
Dalam peraturan Pemerintah (PP) tersebut sekaligus di sebutkan daerah
daerah mana yang akan didirikan pengadilan Agama secara berurut, termasuk
pengadilan Agama Sungguminasa terdapat dalam nomor urut 87. Penetapan tersebut
mulai berlaku sejak tanggal 3 Desember 1966.76
Namun demikian, pada awal berdirinya Pengadilan Agama Sungguminasa
waktu itu hanya memiliki dua orang pegawai, yaitu K.H.M. Saleh Thaha sebagai
ketua dan Muh. Syahid sebagai pesuruh. Dengan kondisi seperti demikian praktis
Pengadilan Agama Sungguminasa belum dapat berbuat apa–apa. Sidang–sidang,
belum diadakan mengingat kelengkapan sebuah lembaga peradilan belum tersedia.
Hakim hanya seorang dan panitera belum ada. Pada hal sebuah persidangan hanya
dapat dilaksanakan bila unsure–unsur tersebut ada.
75Rasyid, A, Raihan, H. Hukum Acara Peradilan Agama, (cet. Iv ;Jakarta : Raja Garfindo
Persada, 1995), h. 17
76Hadi Daeng Mapuna, Problematika Pelaksana Hukum Acara Peradilan Agama , (cet.
Pertama; Makassar : yayasan fatiya, 2001),.h. 14
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Bukan hanya dari segi sumber daya manusianya yang menyebabkan
Pengadilan Agama Sungguminasa belum dapat memenuhi fungsinya sebagai
lembaga peradilan, tetapi juga dari segi  sarana fisik (perkantoran). Alat–alat
administrasi dan pendukung lainnya sangat minim, sehingga kadang–kadang
digunakan uang pribadi ketua.
Sebagai tempat segala pelaksana segala aktivitas peradilan, Pengadilan
Agama Sungguminasa untuk sementara waktu menggunakan sebuah rumah sakit
yang berhadapan dengan pengadilan Negeri Sungguminasa waktu itu. Di rumah sakit
itulah Pengadilan Agama Sungguminasa melayani masyarakat pencari keadilan.
Dalam kurung waktu 1967 sampai dengan 1976, Pengadilan Agama
Sungguminasa dapat dikatakan sebagai tahap–tahap pembenahan mendasar. Dengan
demikian, tugas–tugas yang seharusnya sebagai sebuah lembaga peradilan belum
berjalan sebagaimana wajarnya. Hal ini dapat dimaklumi, sebab dengan kondisi
sangat minim, baik dari segi tenaga (personil) maupun sarana pendukung
(administrasi dan perkantoran).
Akan tetapi setiap orang akan berperkara, tidak mengajukan permohonan
atau surat gugatan, melainkan diproses secara verbal, tetapi sebelumnya diselesaikan
secara musyawarah di desa masing–masing oleh tokoh masyarakat. Nanti, setelah
tokoh masyarakat tidak bias menyelesaikannya, baru dibawah ke pengadilan untuk
diproses lebih lanjut77.
77M. Alwi Thaha, ketua pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa pada tanggal 25
Oktober 2012 di sungguminasa
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Pada awal 1962, pengadilan Agama Sungguminasa yang pada awal
berdirinya menggunakan rumah sakit umum atas izin  pemerintah setempat. Keadaan
ini berlangsung sampai akhir 1972, kemudian di pindahkan ke kantor departemen
Agama sebab pada waktu itu kepala kantor departemen Agama meminta supaya
bertempat di kantor Departemen Agama, maka disediakan sebuah ruangan untuk
pegawai Pengadilan Agama Sunggumunasa. Akan tetapi pada waktu itu antara kepala
departemen agama dan ketua Pengadilan Agama (PA) Sungguminasa di pindahkan
ke Islamic center, yang dijadikan sebagai tempat pencari keadilan. Dan Pengadilan
Agama Sungguminasa sekarang berlokasi di Jl. Masjid Raya, bersampingan dengan
GOR Bulu Tangkis serta dekat dari kantor BKD Gowa.
B. Kompetensi Pengadilan Agama Sungguminasa
Kata”kekuasaan” disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari
bahasa belanda”competentie”, yang kadang–kadang diterjemahkan dengan kekuasaan
mengenai perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama bagi umat Islam. Ketiga
kata ini dianggap semakna.78 Berbicara tentang kompetensi dalam kaitannya dengan
hokum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang kompetensi  relatif
dan kompetensi absolut.
1. Kompetensi Relatif
Kompetensi relatif diartikan sebagai kewenangan pengadilan dalam
menangani suatu jenis perkara yang sama dan satu tingkatan. Dalam hal ini
kompetensi yang dimaksud merupakn sebuah kewenangan atau kekuasaan
78Rasyid, A, Raihan, loc. cit., h. 25.
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pengadilan terhadap perkara yang sama untuk diperiksa diadili dan diputuskan dalam
lembaga peradilan yang tidak berada (tingkatan yang sama).
2. Kompetensi Absolut
Kompetensi absolut artinya kewenangan pengadilan yang berhubungan
dengan jenis-jenis perkara tertentu, artinya pengadilan berwenang memeriksa,
mengadili dan memutuskan pada tingkat pertama.






e. Wakaf dan Sedekah
Dengan demikian dari semua jenis perkara diatas yang telah menjadi
kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut pada
tingkat pertama dan tentunya kewenangan yang seperti ini juga menjadi kewenangan
Pengadilan Agama Sungguminasa dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga
peradilan yang berdiri sendiri dalam arti lembaga independen untuk menegakkan
keadilan terhadap jenis–jenis perkara yang diajukan oleh seluruh parapencari
keadilan khususnya yang beragama islam.
Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama dalam menerima
perkara diharuskan untuk teliti terhadap perkara–perkara yang diajukan kepadanya,
apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas–jelas bukan
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kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan
Agama menerimanya. Jika Pengadialan Agama menerimannya juga maka pihak
tergugat dapat mengajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh
diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi . Pada
tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah satu di antara tiga alas an oleh
Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah
melampaui batas kekuasaan absolutnya. Tugas Peradilan Agama menerima,
memeriksa, dan memutuskan perkara yang masih dalam kompetensi absolut dan
relative dari suatu Peradilan Agama.
Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan tugasnya sebagai
lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman telah menerima dan memutuskan
perkara.
C. Faktor Pendukung Pengembalian Uang Belanja
Pengembalian uang belanja setelah putusnya perkawinan adalah
permasalahan yang tidak ada dalam hukum Islam, karena uang belanja adalah adat
istiadat Bugis Makassar. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam
memutuskan tentang pengembalian uang belanja adalah :
1. Apabila pernikahan antara kedua belah pihak dalam pernikahannya
melalui proses perjodohan.
2. Manakala kedua mempelai pengantin tidak saling suka dan pada saat
setelah pernikahan hanya terjadi pertengkaran.
3. Terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak.
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4. Apabila pihak istri pergi meninggalkan rumah suami tanpa
sepengetahuan dan seizin istri.
5. Apabila salah satu mempelai pengantin tidak dapat melaksanakan
kewajibannya secara  batin atau sebagaimana wajarnya hubungan suami
istri.
6. Apabila pihak istri belum sama sekali disentuh oleh pihak suami atas
alasan apapun.
7. Adanya saksi–saksi atau bukti–bukti yang mendukung untuk
pengembalian uang belanja.
8. Yakni adanya unsur penipuan atau rekayasa dalam alasan perceraiannya
tentang pembahasan uang belanja.
9. Atas pertimbangan dan putusan hakim yang melalui pertimbangan
dengan sebaik–baiknya melalui keterangan dari kedua belah pihak yang
berperkara serta saksi–saksi dari keduanya.
Menurut beberapa hakim di pengadilan agama sungguminasa, uang belanja
perkawinan dapat dikembalikan tergantung dari siapa hakim yang menangani perkara
tersebut, dikarenakan tidak semua hakim di pengadilan agama sungguminasa sepakat
dalam hal tuntutan suami untuk pengembalian uang belanja, adapun hakim yang tidak
sepakat akan pengembalian uang belanja walau berdasarkan faktok–faktor yang ada
diatas.Menurut kasus yang penulis tuliskan uang belanja dapat dikembalikan
berdasarkan alasan –alasan yang di kemukakan di atas sesuai dengan pertimbangan
hakim yang begitu panjang.
D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa
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Sebagai salah satu unsur dalam system peradilan hakim memiliki posisi dan
peranan penting, apalagi dengan segala kewenangan yang dimiliki. Melalui
putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut
kebebasan warga Negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang–wenang
pemerintah terhadap masyarakat, sehingga memerintahkan penglihatan hak hidup
seseorang dan lain–lain. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut
tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang di buka dengan
kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa
kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus di pertanggungjawabkan secara
horizontal kepada semua manusia dan secara vertical dipertanggungjawabkan kepada
Tuhan Yang Maha Esa.79
Mahkama Agung RI sebagai tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang
membawahi 4 nadan peradilan di bawahnya, yaitu  peradilan umum, peradilan
agama, peradilan militer  dan peradilan peradilan tata usaha Negara, telah
menemukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang
bersifat yuridis, filosofi, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai,
diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang
berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan
keadilan masyarakat (social justice).
Sebagaimana kita ketahui, bahwa tugas yustisial adalah memeriksa,
mengadili dan memutuskan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, dan yang
pertama–tama yang menjadi pedoman bagi hakim dalam hal ini adalah peraturan
79Komisi Yudisial RI, Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusa, (Jakarta : Komisi
Yudisial, 2011), h. 2-3.
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perundang- undangan. Tugas yustisial tersebut, termasuk pula di dalamnya adalah
tugas hakim dalam melakukan penemuan hukum melalui putusan–putusannya.
Metode penemuan hukum yang umumnya digunakan oleh hakim, sebagaimana telah
dijelaskan, adalah metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum.
Implikasi metode penemuan hukum terhadap putusan adalah :
1. Putusan hakim tidak hannya semata–mata bersifat legalistis, yakni
tidak hanya menjadi corong undang–undang (ia bounce de la loi )
meskipun memang seharusnya hakim selalu harus legalistik karena
putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang–
undangan yang berlaku.
2. Putusan hakim tidak hanya memenuhi formalitas hukum atau
sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus
berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan
membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan.
3. Putusan hakim mempunyai visi pemikiran kedepan (visioner),
yang mempunyai keberanian moral melakukan terobosan hukum
(rule breaking), dimana dalam hal suatu ketentuan undang–undang
yang ada dan bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan.
Peradapan dan kemanusiaan, yakni nilai–nilai yang hidup dalam
masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang  melakukan
tindakan contra legem, yaitu mengambil putusan yang
bertentangan dengan pasal undang- undang yang bersangkutan
dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.
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4. Putusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan
bangsa dan negaranya, yang bertujuan pada peningkatan
kesejahtraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa
bangsa dan Negara dari keterpurukan dalam segala bidang
kehidupan.80
Menurut fauzi, salah satu hakim Pengadialan Agama Sungguminasa
kabupaten Gowa, penemuan hukum adalah salah satu tugas hakim bilamana hakim
dalam membuat putusan mengalami kendala dalam melakukan pertimbangan hukum
atau bila suatu perkara tidak jelas dan kabur.81 Lebih lanjut mengatakan bahwa
penemuan hukum dalam penerapannya sangatlah membantu hakim melihat
kompleksnya permasalahan–permasalahan hukum yang ada di Indonesia yang belum
tentu kesemuanya tercantum di undang–undang, maka tugas seorang hakim untuk
mengembangkan aturan itu dengan melihat kondisi dan apa yang disepakati oleh
masyarakat, sehingga hakim dapat menuangkannya dalam putusan. Termasuk dalam
kasus ini.
Menurut  Tajuddin, yang merupakan kepala bagian wakil Panitera ,terkait
kasus–kasus yang tidk jelas aturan hukumnya sehingga hakim melakukan penemuan
hukum satu yurisprudensi sangat jarang, dikarenakan kebanyakan kasus–kasus yang
masuk khususnya perdata mulai perceraian sampai sengketa tanah kebanyakan dapat
diselesaikan oleh hakim dan tidak bermasalah dalam menetapkannya, itu berarti
kasus–kasus atau perkara–perkara yang masuk cukup jelas aturan hukumnya atau
tidak kabur, termasuk dalam kasus ini.82
80Ibid. h. 137.
81Fauzi, hakim pengadilan agama  sgm, 14 Agustus 2013.
82Tajuddin wakil panitetera pengadilan Agama Sgm. 15 Agustus 2013.
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Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dimiliki harus
melakukan introfeksi diri secara menyeluruh dalam menjalankan fungsi yustisialnya.
Kedalaman tugas seorang hakim sejatinya bukan hannya ditujukan menjalankan
fungsi peradilannya saja tetapi lebih jauh hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan
problematika sosial yang terjadi, sehingga para hakim seyogyanya mempunyai sifat
kenegarawan terlebih dahulu sebelum menjadi hakim.
Oleh karena itu seorang hakim diharapkan menjadi vigilante. Orang yang
waspada terhadap nasib dan keadaan bangsanyya dari kemungkinan kehancuran
sosial.
Dengan menggunakan hukum yang sudah ada jelas peraturannya dalam
undang–undang, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut yakni:
1. Sebelum hakim memutuskan perkara hakim terlebih dahulu melakukan
pemeriksaan terhadap bukti–bukti yang ada dan melakukan pemeriksaan
lapangan di objek sengketa.
2. Pada pertimbangannya hakim juga menjelaskan bahwa untuk
menghindari terjadinya gugatan penggugat diperjelas dan di pertegas
dalil–dalil gugatannya.
3. Pada pertimbangannya yang menyatakan memperhatikan pasal–pasal dari
undang–undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara
tersebut.
4. Memperhatikan atau memandang serta  membaca secara jelas karakter
kepada dua belah pihak yang berperkara sebagai penunjang dalam
memutuskan perkara, baik secara pisikolog maupun biologisnya.
65
Dari beberapa pemaparan tersebutlah metode  yang diguanakan oleh hakim
sehingga dapat memutuskan suatu perkara khususnya dalam perkara putusan
pengadilan terhadap pngembalian uang belanja di tinjau dari hokum islam.
Sebelum memutuskan hakim juga telah melakukan mediasi berdasarkan
pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan pasal 131 KHI Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, baik melalui mediator maupun
menasehati penggugat dan tergugat, namun upaya damai tidak berhasil.
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Uang Belanja.
Membahas menngenai uang belanja didalam hukum Islam tidak ditemukan
adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, hanya dibolehkan dalam hukum
Islam akan adanya pesta atau walimah, akan tetepi tidak ada aturan yang mengatur
berapa besarnya uang belanja tersebut dalam melaksanakan lamaran, karena uang
belanja hanyalah tradisi dari adat istiadat Sulawesi yang mengharuskan akan adanya
tanggungan uang belanja perkawinan dari pihak laki–laki.
Pada hukum Islam hanya diatur yang namanya mahar sebagai kewajiban
bagi pihak laki–laki untuk pihak perempuan yang akan dinikahinya, sedangkan uang
belanja perkawinan sama sekali tidak ada yang dasar yang mewajibkan adanya uang
belanja, akan tetapi dibolehkan dalam islam adanya pesta perkawinan sesuai batas
kemampuan pihak laki–laki agar tidak memberatkan, dan tidak boleh pula pernikahan
tersebut batal hanya karena permasalahan tidak sesuainya uang panai’.
66
Terhadap kasus ini peneliti mengemukakan bahwa pengembalian uang
belanja penikahan dari sudut pandang islam tidak ada aturannya, Karene tidak pernah
dibahas sama sekali dalam hukum islam karena uang belanja itu adalah kebiasaan
ataukah adat yang berlaku di Sulawesi.
Pada pembahasan kasus ini penulis mengemukakan putusan hakim apa yang
mendasari atas pemgembalian uang belanja perkawinan, adapun alasan hakim
mengambil putusan pengembalian uang belanja dikarenakan istri yang belum pernah
di sentuh oleh suaminya serta dia mengajukan gigatan cerai, ,maka sang suami
menuntut rekonvensi pengembalian uang belanja. Dan kerena didasarkan persaksian
kedua pihak serta saksi dari masing–masing dari tergugat penggugat, dam hakim
menemukan adanya unsure penipuan dan lain sebagainya, maka dia boleh
mengembaliakan uang belanja tersebut, akan tetapi bukan sepenuhnya karena melalui
pertimbangan uang belanja telah habis di gunakan untuk pesta.83
Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dapat menjadi salah satu
tinjauan hukum Islam karena melalui pertimbangan yang sangat panjang, serta hakim
juga mengambil dasar hukum dari cerai khulu’yakni sebagai tebusan istri terhadap
suaminya yang meminta cerai tanpa ada hubungan suami istri. Agar pihak suami
merasa tidak dirugikan.84
F. Putusan Hakim pengadilan Agama Sungguminasa Gowa
P U T U S A N
83Drs. M. Basir, MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara Oleh Penulis, di
Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa, 10 September 2013.
84Dra. Hj. Salnah, SH. MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara Oleh




DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengembalian
uang belanja perkawinan antara:
Nur Anti binti Tayang, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bontojai, Desa Borisallo,
Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai
“Penggugat /tergugat rekonversi”
Melawan
Ansar bin Sampara, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan operator pada perusahaan tambang, bertempat kediaman di Bili–bili,
Kelurahan Bili–bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya
disebut sebagai “Tergugat”;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;
Telah memperhatikan bukti surat;
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Telah mendengar keterangan saksi–saksi;
DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan cerai tertanggal 2
Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa
Nomor: 242/Pdt.G/2012/PA Sgm. mengemukakan alasan–alasan sebagai berikut:
Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Bontojai, Desa Borisallo,
Kecamatan Paralloe, Kabupaten Gowa pada hari kamis 14 Juli 2011, dengan Register
Akta Nikah Nomor 88/15/VII/2011, tanggal 19 Juli 2011, dan dari perkawinan
tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih
tempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 2
bulan lamanya;
Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis
namun keadaan tersebut tidak dapat bertahan lama karena tergugat tidak pernah
menyentuh penggugat walaupun sudah sekamar.
Bahwa tergugat telah diupayakan dalam berbagai pengobatan namun tidak
berhasil.
Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011, tergugat pergi meninggalkan
penggugat kembali kerumah orang tuanya dan sampai sekarang sudah berpisah
kurang lebih 7 bulan lamanya.
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Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah
untuk penggugat.
Bahwa berdasarkan hal–hal dan alasan–alasan tersebut di atas penggugat
mohon kepada ketua pengadilan agama sungguminasa melalui majelis hakim yang




 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, Ansar bin Sampara,
terhadap penggugat Nur Anti binti Tayang;
 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
Subsider:
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–
adilnya.
Bahwa pada hari–hari persidangan perkara ini, penggugat dan tergugat
datang menghadap sendiri di persidangan.
Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat,
baik melalui upaya mediasi oleh mediator Drs. H.M. Hasby, MH maupun nasihat,
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namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan
penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.
Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 Bahwa benar tergugat tidak pernah menyentuh penggugat karena
penggugat sendiri yang tidak mau disentuh dengan alasan ada laki–laki lain
yang disimpankan;
 Bahwa tidak benar tergugat pernah diupayakan untuk berobat karena
dianggap tidak mampu melakukan hubungan suami istri.
 Bahwa benar tergugat peningggalkan penggugat pada tanggal 6 Oktober
2011, tetapi tergugat kembali lagi, namun penggugat tidak mau ikut
bersama tergugat dengan alasan orang tua penggugat sakit, sehingga
tergugat pergi meninggalkan penggugat.
 Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada penggugat karena penggugat tidak pernah
mengurus tergugat.
 Bahwa tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan pihak
penggugat.
Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan tanggapan
(replica) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 Bahwa penggugat tetap pada gugatannya, dan membantah dalil dan dalih
sebagaimana dalam jawaban tergugat, kecuali dalil–dalil yang diakui oleh
tergugat.
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 Bahwa benar tergugat mengakui pula bahwa tidak pernah menyentuh
penggugat atau melakukan hubungan layaknya suami istri, dan penggugat
menambahkan bahwa tergugat hanya menyentuh bagian atas tubuh
penggugat saja, bahkan penggugat dan tergugat pernah ke mamuju di
rumah saudaranya selama 10 hari, dan selama itu pula penggugat dan
tergugat tidur sekamar tatapi juga tidak pernah mau melakukan hubungan
layaknya suami istri, meskipun penggugat sama sekali tidak pernah
menolak dan bahkan bersedia melakukan hal itu, tapi tergugat juga tidak
mampu melakukannya, sampai akhirnya kembali dari mamuju dimana
tergugat membawa obat untuk diminum untuk tergugat.
Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan tanggapan
(duplik) yang pada pakoknya tetap pada jawabannya sebagaimana tersebut di muka
dan menolak pernyataan penggugat bahwa tergugat tidak mampu melakukan
hubungan layaknya suami istri dengan penggugat. Padahal pihak tergugat selalu ingin
berhubungan badan dengan penggugat tetapi penggugat selalu menolak, bahkan
setelah akad nikah hampir satu bulan lamanya tergugat hanya tidur di luar kamar
bersama mertua laki–laki karena penggugat tidak membiarkan tergugat masuk ke
kamar penggugat.
Bahwa untuk menguatkan dalil–dalil gugatannya, penggugat mengajukan
surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah No. 88/15/VII/2011, tanggal 19 Juli
2011 (Bukti P) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai
secukupnya.
Menimbang, bahwa selain itu, penggugat juga mengajukan saksi–saksi:
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Noro binti Nyanrang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di Bontojai dekat masjid Quba, Desa Borisallo, Kecamatan
Parangloe, Kabupaten Gowa; yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai
berikut:
 Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua penggugat bergantian di rumah orang tua tergugat.
 Bahwa penggugat dengan tergugat menikah atas kemauan penggugat dan
tergugat dan kedua orang tua masing–masing menyetujui pernikahan
tersebut.
 Bahwa yang menurut saksi lihat sendiri keadaan rumah tangga penggugat
dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan
setelah pernikahan keduanya sudah mulai tidak harmonis karena keduanya
sering bertengkar.
 Bahwa berdasarkan pengakuan penggugat, penyebab keduanya tidak
harmonis karena penggugat tidak pernah menyentuh dan merasakan
kebahagian sebagai layaknya suami istri, dimana bila keduanya tidur
bersama, tergugat tidak pernah memperlakukan penggugat layaknya
seorang istri, bahkan pernah keduanya pergi bersama ke Mamuju di rumah
saudaranya selama sepuluh hari dan selama itu pula penggugat dan
tergugat tidur sekamar tetapi juga tergugat tidak pernah mau melakukan
hubungan layaknya suami istri.
 Bahwa saksi mengetahui pula bahwa pada waktu tergugat ke Mamuju
bersama penggugat decamping menghadiri acara akiqah keluarga tergugat
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juga tergugat pergi berobat karena tidak mampu melakukan hubungan
suami istri dengan penggugat dan setelah lima hari dari Mamuju, kemudian
tiba–tiba tergugat pergi meninggalkan penggugat.
 Bahwa saksi ketahui tergugat membawa obat dari Manuju berupa air yang
ditempatkan di dalam botol dan setelah sampai di rumah, saksi melihat
tergugat dan penggugat minum obat tersebut.
 Bahwa setahu saksi setelah dua bulan tergugat meninggalkan penggugat,
maka kakah sepupu tergugat datang mengambil semua pakaian tergugat.
 Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai sekarang atau sudah lebih
tujuh bulan.
 Bahwa baik saksi maupun keluarga penggugat yang lain telah berupaya
agar keduanya kembali rukun, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah
tidak mau kepada tergugat.
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima
serta tidak keberatan, sedang tergugat membantah bahwa ia tidak mempunyai
kelainan atau bukan tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Penggugat dan
tergugat tidak pernah berhubungan sebagai suami istri karena penggugat selalu
menolak. Selanjutnya keterangan saksi mengenai obat, tidak benar sebagai obat
lemah sahwat, melainkan tergugat beli dipinggir jalan sewaktu balik dari Mamuju
dan setelah tiba di rumah penggugat yang minum obat untuk tujuan meningkatkan
nafsu penggugat sebab penggugat selalu menolak untuk berhubungan badan dengan
tergugat.
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Bahwa untuk menguatkan dalil–dalil bantahannya, tergugat juga
mengajukan saksi–saksi yang telah meberikan keterangan dibawah sumpah sebagai
berikut:
Intang binti Soma, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat
tinggal di Bonto–bonto, kelurahan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, pada
pokoknyamenerangkan sebagai beriku:
 Bahwa saksi kenal tergugat karena kemenakan saksi.
 Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup
rukun dan belum dikaruniai anak dan setelah dua bulan perkawinannya
keduanya ke Mamuju dan setelah kembali dari Mamuju baru saksi
mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena
penggugat tidak mengurus tergugat.
 Bahwa saksi ketahui dari tergugat bahwa orang tua tergugat sendiri yang
mengurus makanan dan mencuci pakaian tergugat.
 Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7
bulan dan pernah berupaya merukunkan tidak berhasil karena penggugat
sudah tidak mau kepada tergugat.
Rahmawati Binti Sampara, umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di Bili–bili, kelurahan Bili–bili, Kecamatan Bontomarannu,
Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan sebagai berikut :
 Bahwa saksi adalah kakak kandung tergugat.
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 Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua
penggugat dan selama menikah penggugat hanya 4 kali pernah kerumah
orang tua tergugat.
 Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat pernah rukun tetapi
setelah 1 bulan pernikahannya, tergugat mengadu kepada saksi bahwa
penggugat tidak mau sekamar dengan tergugat sehingga tergugat hanya
tidur di luar kamar.
 Bahwa alasan penggugat tidak mau tidur sekamar karena ada laki–laki lain
yang disimpankan oleh penggugat, kecuali kalau penggugat haid baru mau
tidur sekamar.
 Bahwa saksi melihat kalau penggugat ke rumah orangtua tidak pernah mau
makan, kecuali makan di luar dan kalau suaminya sudah pergi kerja
penggugat langsung pulang kerumah orangtuanya.
 Bahwwa saksi pernah berupaya merukunkan tidak berhasil.
Bahwa atas keterangan saksi–saksi tersebut, para pihak tidak mengajukan
tanggapan atau bantahan.
Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat memberikan kesimpulan tidak akan
mengajukan keterangan maupun alat–alat bukti lagi dalam perkara konvensi ini dan
telah memohon putusan.
Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan
perkara konvensi ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisah dari putusan ini.
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Dalam rekonversi :
Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap jawaban konvensi, tergugat
mengajukan gugatan rekonvensi dengan mengemukakan alasan–alsan sebagai
berikut:
 Bahwa penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi adalah suami
istri sah sebagaimana disebutkan didalam perkara konvensi.
 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, penggugat rekonvensi tidak
pernah berhubungan suami istri dengan tergugat rekonvensi atau tidak
pernah menyentuh tergugat rekonvensi karena tergugat rekonvensi sendiri
yang tidak mau disentuh dengan alasan ada laki–laki lain yang
disimpankan.
 Bahwa penggugat rekonvensi merasa ditipu oleh tergugat rekonvensi,
sebab tergugat rekonvensi yang menyuruh datang dilamar dengan
mengambil panjar terlebih dahulu sebesar 2.000.000,-
 Bahwa atas dasar tersebut maka tergugat rekonvensi menurut kepada
tergugat rekonvensi berupa :
1. Uang belanja saat perkawinan sejumlah Rp. 18.000.000,-
2. Mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.
3. Emas seberat 2 gram sebagai erang–erang saat perkawinan.
4. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- yang diambil tergugat
rekonversi setelah 2 minggu pernikahan berlangsung degan
alasan untuk membeli sapi yang dimaksud penggugat
rekonvensi tidak pernah ia lihat.
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Agar dikembalikan kepada penggugat rekonvensi seluruhnya dan apabila
majelis hakim berpendapat lain, penggugat rekonvensi memohon putusan yang
seadil–adilnya.
Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban
sebagai berikut :
 Bahwa tergugat rekonvensi tetap mau bercerai namun tidak bersedia
mengembalikan tuntutan penggugat rekonvensi, mengenai mahar, erang–
erang dan uang belanja perkawinan, karena tergugat rekonvensi telah
berubah status yakni bukan lagi sebagai perawan melainkan sudah
berstatus sebagai janda.
 Bahwa penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi tidak pernah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, tetapi penggugat
rekonvensi pernah menyentuh badan bagian atas tergugat rekonvensi.
 Bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pernah ke Mamuju
selama 10 hari tetapi tidak berhubungan badan, karena penggugat
rekonvensi tidak mau, meskipun tergugat rekonvensi telah siap untuk itu.
 Bahwa mengenai uang Rp. 800.000,- tidak bersedia mengembalikan karena
telah digunakan beli sapi dan sapi tersebut ada, hanya penggugat
rekonvensi tidak pernah melihatnya.
Berdasarkan hal–hal tersebut di atas, tergugat rekonvensi mohon kepada
majelis hakim agar menolak gugatan penggugat rekonvensi.
Bahwa atas jawaban tersebut, penggugat rekonvensi mengajukan duplikat
secara lisan kepada pokoknya tetap pada dalil–dalil gugatannya, sedangkan tergugat
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rekonvensi telah mengajukan duplikat pada pokoknya tetap pada dalil–dalil
jawabannya semula.
Bahwa atas menguatkan dalil–dalilnya gugatan penggugat rekonvensi telah
mengajukan bukti–bukti berupa surat keterangan dokter dari Dr. Anni Adriani,
Sp.KK., tertanggal 6 juli 2012 dan hasil analisa sperma dari Prof Dr. Randanan
Bandaso, M.Sc.Sp.PA.SP.And. tertanggal 11 juli 2012 selanjutnya diberi kode “T”
Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, tergugat rekonvensi tidak
mengajukan tanggapan/ atau tidak keberatan.
Bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan
bukti–bukti atau keterangan apapun lagi dan mohon putusan.
Bahwa tentang singkatnya putusan ini, semua berita acara persidangan
dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
HUKUMNYA
Dalam rekonvensi
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana
terurai di muka.
Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dalil–dalilnya kepada
majelis hakim pada pokoknya sebagai berikut :
 Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih
tempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di
rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 2 bulan lamanya.
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 Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan
harmonis namun keadaan tersebut tidak dapat bertahan lama karena
tergugat tidak pernah menyentuh penggugat walaupu sudah sekamar.
 Bahwa tergugat telah diupayakan dalam berbagai pengobatan namun tidak
berhasil.
 Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011, tergugat pergi meninggalkan
penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang sudah
berpisah kurang lebih 7 bulan lamanya.
 Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah
untuk penggugat.
Bahwa berdasarkan hal–hal dan alasan–lasan tersebut di atas penggugat
mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan
menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat.
Menimbang, bahwa dalil–dalil gugatan tersebut pada pokoknya dibantah
oleh tergugat dengan dalih sebagai berikut :
 Bahwa benar tergugat tidak pernah menyentuh penggugat karena
penggugat sendiri yang tidak mau disentuh dengan alasan ada laki–laki lain
di simpankan oleh penggugat.
 Bahwa tidak benar tergugat bias di upayakan untuk berobat karena
dianggap tidak mampu melakukan hubungan suami istri, justru penggugat
yang dicarikan.
 Bahwa benar tergugat meninggalkan penggugat pada tanggal 6 Oktober
2011, karena penggugat tidak menghiraukan tergugat, dan pihak tergugat
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pernah kembali lagi, namun penggugat tidak mau ikut bersama tergugat
dengan alasan orang tua penggugat sakit, sehingga tergugat pergi
meninggalkan penggugat.
 Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada penggugat karena penggugat tidak pernah
mengurus tergugat.
 Bahwa tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan pihak
penggugat.
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalilnya, penggugat telah
mengajukan bukti P berupa sehelai foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor
88/15/vii/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe,
tertanggal 19 Juli 2011 telah bermeterai dan telah dicocokkan aslinya, sehingga
berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat
dengan tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.
Menimbang, bahwa pwnggugat juga telah mengajukan saksi di bawah
sumpah, masing–masing bernama Noro Binti Nyarrang, Edi bin Badullahi dan
Manny bin Nyarrang. Ketiga orang saksi pada pokoknya menerangkan penggugat
dengan tergugat pernah tinggal selama sekitar 2 bulan dan telah pisah tempat tinggal
selama 7 bulan karena pihak tergugat pergi meninggalkan penggugat dirumah orang
tua penggugat.
Menimbang, bahwa keterangan saksi–saksi tersebut pada pokoknya tidak
dibantah oleh tergugat, sehingga dalil–dalil penggugat tersebut dinyatakan telah
terbukti.
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Menimbang, bahwa selanjutnya dalil penggugat yang menyatakan bahwa
rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat bertahan lama karena tergugat
tidak pernah menyentuh penggugat walaupun sudah sekamar. Selanjutnya pihak
tergugat telah diupayakan dalam berbagai pengobatan namun tidak berhasil. Dalil
tersebut pada pokoknya dibantah oleh tergugat dengan dalil bahwa ia tidak pernah
menyentuh penggugat bukan karena ia lemah sahwat, melainkan karena penggugat
selalu menolak dengan alasan barang yang dibutuhkan tergugat dari pihak penggugat
disimpankan untuk laki–laki lain. Selanjutnya mengenai dalil tentang adanya upaya
pengobatan yang dilakukan terhadap tergugat sama sekali tidak benar, sebab tergugat
tidak lemah sahwat seperti yang didalihkan penggugat.
Menimbang, berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban pihak tergugat,
disepakati oleh kedua belah pihak bahwa antara keduanya tidak pernah berhubungan
badan sebagai layaknya suami (qabla al–dukhul), meskipun keduanya telah hidup
bersama atau serumah di rumah orang tua. Sehingga dengan demikian keterangan
saksi–saksi penggugat yang pada pokoknya menyatakan keduanya pernah hidup
rukun sebagai suami istri tidak sejalan dengan pengakuan penggugat sendiri
sebagaimana tersebut dalam gugatannya.
Menimbang, selanjutnya penggugat dengan tergugat terjadi perbedaan
pendapat mengenai penyebab keduanya tidak pernah berhubungan badan sebagai
layaknya suami istri. Adapun dalih penggugat tidak pernah berhubungan badan
sebagai suami istri dengan tergugat disebabkan karena tergugat lemah sahwat dan
bahkan telah sering kali diupayakan pengobatan tidak berhasil.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi penggugat, pada
pokoknya menerangkan bahwa keduanya berpisah tempat karena terjadi percekcokan
82
dan pertengkaran saksi–saksi tidak mengetahui tentang keadaan tergugat sebagai
orang yang lemah sahwat, kecuali mengenai saksi penggugat bernama Noro binti
Nyarrang (ibu kandung penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa setelah
penggugat dan tegugat pulang dari Mamuju, tergugat membawa obat, dan setelah
keduanya kembali/sampai di rumah saksi, pihak tergugat dan penggugat minum obat
tersebut.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi, ditemukan
kejanggalan, sebab saksi–saksi pada pokoknya menerangkan terjadinya perpisahan
karena terjadi percekcokan dan pertentangan, padahal baik penggugat maupun
tergugat tidak mendalilkan hal demikian. Sehingga kalau demikian halnya, maka
keterangan saksi–saksi penggugat yang menyatakan keduanya telah terjadi
percekcokan dan pertengkaran, bukanlah sebagai suatu keterangan kesaksian,
melainkan hanyalah sebagai suatu kesimpulan dari saksi–saksi.
Menimbang, bahwa demikian halnya dalih penggugat yang menyatakan
tergugat sudah sering kali diupayakan untuk diobati tidak didukung oleh keterangan
saksi–saksi, sebab ketiga orang saksi sama sekali tidak pernah berupaya dan
mengetahui adanya orang–orang yang pernah mengobati tergugat dengan alasan
lemah sahwat. Bahkan keterangan ibu kandung penggugat yang menerangkan bahwa
sekembali dari Mamuju tergugat membawa obat dan obat tersebut diminumkan
kepada penggugat dan tergugat. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut justru
yang diberi minum obat adalah penggugat sendiri.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi penggugat tersebut,
tidak ditemukan suatu bukti bahwa pihak tergugat telah pernah diobati atau dibawa
untuk berobat karena diduga lemah sahwat, baik berobat kepada dokter atau kepada
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dukun, dan atau baik karena dibawa oleh penggugat sendiri, maupun oleh pihak
keluarga dan atau oleh orang lain.
Menimbang bahwa majelis hakim pula telah mendengar keterangan saksi–
saksi dari pihak tergugat masing–masing bernama Intang binti Soma dan Rahmawati
binti Sampara, pada pokoknya menerangkan bahwa terjadinya perpisahan tempat
yakni tergugat meninggalkan penggugat karena tergugat tidak menghirauka tergugat.
Bahkan lebih jauh saksi tergugat menerangkan bahwa selama berumah tangga
penggugat dengan tergugat, pihak penggugat hanya 4 kali pergi kerumah orang tua
tergugat sudah pergi kerja, penggugat langsung pergi meninggalkan rumah yakni
kembali ke rumah orang tuanya dan pihak penggugat sama sekali tidak pernah mau
makan di rumah orang tua tergugat, sehingga meskipun ia bermalam di rumah orang
tua selalu mencari makan di luar.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi tersebut, maka
majelis hakim semakin kuat dugaan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal,
karena pihak penggugat tidak pernah menyukai tergugat. Hal ini pula sejalan dengan
dalil tergugat yang menyatakan bahwa setelah akad nikah, tergugat hanya tidur di
luar kamar karena dilarang oleh penggugat masuk kamar penggugat dan hal ini
berlangsung hingga hampir 1 bulan lamanya. Dan pihak penggugat pernah ngomong
kepada tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak mau berhubungan
dengan tergugat karena disimpankan untuk laki–laki lain.
Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti T berupa surat keterangan
Dokter dari Dr, Anni Adriani, Sp.KK tertanggal 6 Juli 2012, pada pokoknya
menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan fenis yakni organ fenis dalam
keadaan/batas normal gambaran dan ukurannya. Selanjutnya berdasarkan Hasil
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Analisis Sperma dari Prof. Dr. Randanan Bandaso, M.Sc, Sp. PA, Sp. And tertanggal
11 juli 2012, pada pokoknya menyatakan komentar bahwa bentuk normal
spermatozoa kurang, parameter lain dalam batas Normal. Sehingga berdasarkan Surat
Keterangan Dokter dan atau Hasil Analisis Sperma tersebut tidak ditemukanbukti
atau keterangan bahwa tergugat dalam keadaan lemah sahwat, bahkan justru
menunjukkan bahwa fenis dari pihak tergugat dalam batas normal, baik gambar atau
ukurannya. Selanjunya dari segi Mortofologi, yakni kepala fenis, bentuk dan ekornya
normal, sedang dari segi Viksositasnya berstatus angka baik.
Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa :
1. Usia perkara penggugat dengan tergugat masih tergolong sangat
singkat yakni hanya hidup serumah selama 2 bulan, lalu keduanya
pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan
penggugat.
2. Selama pisah tempat tinggal pihak penggugat atau keluarga
penggugat tidak pernah berupaya memanggil atau mengusahakan
hidup rukun kembali dengan penggugat.
3. Selama penggugat dengan tergugat berumah tangga, pihak
penggugat dan atau keluarga pihak penggugat sama sekali tidak
pernah ada upaya untuk mengobati tergugat, padahal tergugat
mendalilkan bahwa tergugat lemah sahwat.
4. Bahwa di depan persidangan tidak ditemukan adanya bukti–bukti
tentang kesalahan–kesalahan pihak tergugat, sebagaimana yang
tersebut dalam ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo
Pasal 19 PP No. 9 tahun 1974 tentang alasan–alasan perceraian.
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Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat terbukti telah meninggalkan
pihak penggugat selama 7 bulan tanpa nafkah, namun hal ini tidak secara otomatis
dinilai sebagai sesuatu kesalahan, sebab terhadap istri yang nusyuz, tidak berhak
mendapatkan nafkah dari pihak suami.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim
berpendapat, bahwa alasan–alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat
cendrung direkayasa. Sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa
kalau penggugat tetap ingin menjatuhkan talak terhadap tergugat, maka talak yang
oleh majelis hakim dinilai memenuhi rasa keadilian adalah talak satu khul’i atau talak
tebus, sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (b) jo, Pasal 124
Kompilasi Hukum Islam.
Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara aquo, Allah S.W.T. memberikan













“tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu
berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami
isteri) tidak dapat menjalankan hokum–hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa
yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.
Menimbang, dari ayat tersebut, dipahaami bahwa ketika seorang istri tidak
dapat menjalankan hukum–hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT., yakni
seorang istri tidak pernah mencintai suaminya dan atau tidak dapat berbakti kepada
suami karena ia tidak mungkin menaruh rasa cintanya kepada sang–suami, maka
tidak ada dosa bagi keduanya jika si–istri melakukan pembayaran sebagai talak tebus
terhadap dirinya, sebagaimana juga dalam perkara aquo.
Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat, tidak secara langsung
meminta penyelesaian perkara aquo secara khulu’ tetapi pihak tergugat pada
pokoknya menghendaki agar perceraian penggugat dengan tergugat dilakikan dengan
pengembalian uang naik dalam perkawinan, mahar, erang–erang dan uang tunai yang
digunakan untuk membeli sapi, sehingga dengan demikian, tuntutan dalam perkara
aquo tersebut, dinilai sebagai tuntutan yang menghendaki talak khul’i atau talak
tebus.
Menimbang, bahwa meskipun demikian halnya, namun karena hal ini tidak
disepakati oleh pihak penggugat, sehingga talak khul’i atau talak tebus yang
semestinya langsung dapat diucapkan oleh tergugat kepada penggugat di depan
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persidangan setelah tergugat menerima uang khul’i sebagai tebusan, sebagaimana
berdasarkan petunjuk mahkamah Agung dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan. Buku 2 Edisi, Revisi, halaman 221 sampai 224, tidak dapat
dilaksanakan.
Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka fetitum subsider
penggugat dapat dipertimbangkan dan atau dikabulkan dengan ketentuan talak antara
penggugat dengan tergugat adalah talak satu khul’i, sedang besarnya uang khul’i atau
iwad dalam perkara aquo, akan ditetapkan atau dipertimbangkan dalam rekonvensi.
Dalam Rekonvensi
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonversi, pada
pokoknya sebagaimana terurai di muka.
Menimbang, bahwa penggugat rekonversi pada pokoknya menuntut
pengembalian berupa :
1. Uang belanja saat perkawinan sejumlah Rp. 18.000.000,-
2. Mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.
3. Emas seberat 2 gram sebagai erang–erang saat perkawinan
4. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- yang diambil tergugat rekonversi
setelah 2 minggu pernikahan berlangsung dengan alasan untuk membeli
sapi, sedang sapi yang dimaksud penggugat rekonvensi tidak pernah lihat.
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Dengan alasan bahwa pihak tergugat rekonvensi tidak menyukai penggugat
rekonvensi, sehingga antara keduanya tidak pernah berhubungan sebagai layaknya
suami istri (qabla al –dukhul).
Dalil–dalil penggugat rekonvensi mengenai uang naik, mahar dan erang–
erang tersebut pada pokoknya dibantah dan atau tidak disetujui oleh tergugat
rekonvensidengan alasan bahwa tergugat rekonvensi telah berobah status yakni bukan
lagi sebagai perawan melainkan sudah berstatus sebagai janda, meskipun tidak
pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Mengenai uang Rp. 800.000,-
tergugat rekonvensi tidak bersedia mengembalikan kepada penggugat rekonvensi,
karena uang tersebut telah digunakan beli sapi dan sapi tersebut masih ada, hanya
penggugat rekonvensi tidak pernah melihatnya.
Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kesepakatan mengenai tuntutan
penggugat rekonvensi maka majelis hakim memberikan pertimbangan hukum
sebagaimana berikut ini.
Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, adalah
merupakan satu kesatuan dan atau diambil alih pula sebagai pertmbangan dalam
rekonvensi ini.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta–
fakta sebagai berikut :
1. Bahwa perceraian antara kedua belah pihak adalah atas kehendak petugas
rekonvensi.
2. Bahwa penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi hanya pernah
serumah selama 2 bulan lalu berpisah tempat tinggal selama 7 bulan
karena penggugat rekonvensi pergi meninggalkan tergugat.
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3. Bahwa selam pernikahannya, kedua belah pihak tidak pernah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (qabla al –dukhul)
4. Bahwa alasan pihak tergugat rekonvensi tidak pernah berhubungan
sebagai suami (qabla al–dukhul) disebabkan karena penggugat rekonvensi
lemah sahwat. Alasan tersebut oleh majelis hakim dinyatakan tidak
terbukti.
5. Bahwa alasan–alasan tergugat rekonvensi untuk bercerai dengan tergugat
tidak sejalan dengan ketentuan pasal 116 KHI dan oleh majelis hakim
dinilai alasan–alasan tersebut cenderung direkayasa.
Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka talak yang akan di
jatuhkan dalam perkara aquo, adalah talak satu khul’i atau talak tebusan.
Menimbang, bahwa adapun besarnya khul’i atau tebusan, akan
dipertimbangkan sebagai berikut :
Bahwa tuntutan penggugat rekonvensi sebagai iwad atau pengganti adalah
berupa uang belanja saat perkawinan sejumlah Rp. 18.000.000,- mahar berupa cincin
emas seberat 2 gram dan emas seberat 2 gram sebagai erang–erang saat perkawinan.
Bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan tuntutan penggugat
rekonvensi dan jawaban dari pihak tergugat rekonvensi, maka majelis hakim menilai
memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bila mengenai mahar dan erang–erang dalam
perkawinan ditetapkan sebagai iwad kepada penggugatrekonvensi, sedangkan
mengenai tuntutan penggugat rekonvensi mengenai uang belanja dalam perkawinan
sebesar Rp. 18.000.000,- sebagian antarannya yakni sebesar Rp. 5.000.000,- juga
ditetapkan sebagai iwad.
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Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang tunai dari penggugat
rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- yang digunakan oleh tergugat rekonvensi untuk
membeli sapi diakui keberadaannya oleh pihak tergugat rekonvensi, sehingga majelis
berpendapatmemenuhi rasa keadilan bila seperdua dari uang tunai tersebut atau
sejumlah Rp. 400.000,- juga ditetapkan sebagai iwad.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat rekonvensi
dikabulkan sebagian dan kepada tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar
iwad tersebut kepada penggugat rekonvensi,
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menimbang bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) undang–undang No. 7 tahun 1989, biaya
perkara dibebankan kepada penggugat rekonvensi.
Memperhatikan pasal–pasal perundang–undangan dan perturan hukum lain
yang berkaitan dengan perkara aquo.
MENGADILI
Dalam Konvensi
1. Mengabulakn guagatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu khul’i tergugat, Ansar bin Sampara terhadap
penggugat, Nur Anti binti Tayang dengan iwad sebagaimana yang tersebut dalam
rekonversi.
3. Menolak gugatan penggugat selainnya.
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Dalam Rekonvensi
1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sabagian.
2. Menetapkan :
2.1. Mahar dalam perkawinan berupacincin emas seberat 2 gram.
2.2. Erang–erang (barang hantaran dalam perkawinan) berupa cincin emas
seberat 2 gram.
2.3. Uang belanja perkawinan sebesar Rp. 5.000.000,- dan
2.4. Uang yang digunakan beli sapi sebesar Rp. 400.000,- ditetapkan
sebagai iwad/tebusan.
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan iwad/tebusan sebagaimana
tersebut pada angka 2 (dua) kepada penggugat rekonvensi.
4. Tidak menerima gugatan penggugat rekonvensi selainnya.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
 Membebankan kepada penggugat/tergugat rekonvensi membayar
biaya perkara sejumlah Rp. 356.00,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari kamis, tanggal 2 Agustus 2012
M, bertepatan dengan tanggal 13 ramadhan 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan
Agama Sungguminasa; Drs. M. Basir, MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Murni
Faried, MH., dan Dra. Hj. Salnah, SH. MH., sebagai hakim anggota, dengan
didampingi oleh Dra. I. Damri sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga
diucapkan dalam siding terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
penggugat/tergugat rekonvensi dan teegugat/penggugat rekonvensi.
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Hakim Anggota Ketua Majelis
Dra. Hj. Murni Faried, MH. Drs. M. Basir, MH
Dra. Hj. Salnah, SH, MH
Panitera Pengganti
Dra. I. Damri
Perincian Biaya Perkara :
 Biaya Perincian Rp. 30.000,-
 Biaya Panggilan Rp. 315.000,-
 Biaya redaksi Rp. 5.000,-
 Biaya Materai Rp. 6.000,-





1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan tentang
pengembalian uang belanja perkawinan, yang didasari oleh putusan hakim
yang menimbang berdasarkan putusan gugatan cerai dari pihak istri yang
belum pernah di sentuh oleh pihak suami dan suami mengajukan rekonvensi
agar uang belanja dapat dikembalikan, suapay dia menyetujui gugatan cerai
dari istri dan yang menjadi dasar pertimbangannya adalah kesaksian dari
kedua belah pihak yang berperkara serta saksi–saksi yang dapat mendukung
pengembalian uang belanja tersebut, apabila hakim menemukan adanya
unsure penipuan atau adanya saksi palsu yang di hadirkan dari pihak istri
agar uang belanja tidak dikembalikan, maka hakim dapat mengabulkan
gugatan pihak suami agar uang belanjanya dapat dikembalikan. Akan tetapi
uang belanja tidak dapat dikembalikan sepenuhnya karena uang tersebut
telah digunakan untuk pesta perkawinan. Serta melihat dari kesanggupan
sang istri berapa uang belanaj yang bisa dikembalikan.
2. Dalam hukum Islam tidak ada tinjauan hukum untuk uang belanja karena
uang belanja tidak di atur dalam hukum Islam, yang di atur dalam hukum
Islam hanyalah Mahar atau mas kawin. Karena Uang belanja adalah
kebiasaan atau adat istiadat Sulawesi yang mewajibkan untuk mengadakan
uang belanaja. Akan tetapi dalam kasus ini yang di jadikan dasar dari hukum
islamnya ialah adalah putusan hakim yang melalui pertimbangan yanag
panjang. Dan dikarenakan adanya unsure penipuan sehingga hukum Islam
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membolehkan pengembalian benda atau harta dari barang tipuan sesuai yang
menjadi dasar dari pertimbangan hakim.
B. Saran–Saran
1. Kepada Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa
sekiranya bagi hakim yang tidak memberikan putusan pengembalian uang
belanja perkawinan atas dasar uang belanja tersebut telah habis digunakan
sebagai uang pesta pada saat perkawinan, sangat merugikan bagi pihak
suami apabila dalam persaksian pihak istri ada ditemukan unsur mengada–
ngada atau ada unsur penipuan, tetapi hakim tetap tidak mengembalikan
uang belanja perkawinan. Seharusnya walaupun di dasarkan karena pihak
istri telah berubah status dari gadis menjadi janda, tapi pada kenyataannya
pihak istri belum disentuh layaknya suami istri, maka dari itu sekiranya
hakim dapat mempertimbangkannya kembali walaupun uang belanja
perkawinan habis digunakan sebagai uang keperluan pesta perkawinan.
2. Sebaiknya ada aturan atau regulasi yang mengatur dalam pengembalian uang
belanja perkawinan karena, untuk mencegah terjadinya penipuan atas dasar
hanya menginginkan uang belanja perkawinan yang berjumlah besar. Tanpa
adanya keinginan untuk untuk menjadi istri, agar tidak merugikan bagi pihak
laki–laki yang telah mengeluarkan uang belanja yang besar, dan agar wanita
menikah tidak hanya karena di iming –imingi uang belanja perkawinan,
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Ungkapan fiqih munakahat merupakan murakkab idhafi dari kata fiqh dan
munakahat. Fiqh adalah suatu term dalam bahasa arab yang terpakai dalam bahasa
sehari–hari orang Arab dan ditemukan pula dalam Al–Qur’an, yang secara etimologi
berarti paham.1
Dalam definisi ini fiqh diibaratkan dengan ilmu karena memang dia
merupaka satu bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan perinsip dan
metodologinya. Dari definisi ilmu tentang fiqh itu dikaitkan pada hukum–hukum
syara. Hukum syara’ itu adalah titah Allah tentang perbuatan manusia mukallaf atau
dengan arti apa–apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai pencipta manusia untuk
diperbuat atau tidak diperbuat oleh manusia itu mengikuti apa yang dikehendaki oleh
Allah. Denagn demikian hukum syara’ itu adalah hukum Allah berkenaan dengan
perbuatan manusia.2
Kata “munakahat” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari
akar kata na–ka–ha, yang dalam bahasa Indonesia disebut kawin atau perkawinan.
Term ini disebut dalam bentuk jama’ mengingat bahwa perkawinan. Itu menyangkut
dan berkaitan dengan banyak hal : disamping perkawinan itu sendiri juga perceraian
dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan sesudah perkawinan itu putus
1Amir Syafiruddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhi Munakahat dan
Undang–undang Perkawinan (Cet. III; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 2.
2Ibid, h. 3.
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yang dinamakan rujuk. Dengan demikan “munakahat” itu lebih tepat disebut “hal
ihwal berkenaan dengan perkawinan”.3
Bila kata “fiqh” dihubungkan dengan kata “munakahat”, maka artinya
adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliah furu’iyah berdasarkan wahyu Ilahi
yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk
seluruh umat yang beragama Islam.4
Diatas telah dijelaskan bahwa fiqh munakahat itu adalah hukum Allah. Oleh
karena itu, sumber utama dari fiqh munakahat itu adalah wahyu ilahi yang terdapat
dalam al–Qur’an. Oleh karena wahyu Ilahi yang berkenaan dengan perkawinan itu
masih bersifat umum dan memerlukan penjelasan, maka Allah memberikan
wewenang kepada Nabi memberikan penjelasan terhadap wahyu Ilahi tersebut.
Penjelasan Nabi tentang maksud dari ayat al–Qur’an itu ditemukan dalam sunnah
yang juga disebut hadis Nabi. Dengan demikian, keduanya disebut sebagai sumber
pokok untuk fiqh munakahat.5
a. Ketentuan al–Qur’an tentang Munakahat
Diantara ayat al–Qur’an yang mengatur hal ihwal perkawinan itu ada sekitar
85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114
surat dalam al–Qur’an. Keluruhan ayat al–Qur’an tentang munakahat tersebut
disepakati keberadaan (thubut) nya sebagai firman Allah atau disebut juga dengan










Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah)
seorang saja.6
b. Hadis Nabi tentang munakahat
Di antara puluhan ribu hadis Nabi sebagian kecil di antaranya
bicara tentang munakahat atau perkawinan. Ada dua kitab hadis yang
popular yang secara khusus membahas tentang hukum, yaitu kitab
muntaha Al–akhbar karya Ibnu Taimiyah yang disyarahkan oleh al–
kahlani al–shan’aniy dalam kitabnya Nail al–awthar dan kitab bulugh al–
maram karya ibnu hajar al–Asqalaniy yang disyarahkan oleh al–kahlani
al–shan’aniy dalam kitabnya subul al–salam. Dari yang pertama
ditemukan sekitar 330 hadis tentang perkawinan dan dari kitab yang kedua
ditemukan sekitar 175 hadis Nabi. Perbedaan yang jelas dari keduanya
dari segi banyaknya hadis tentang perkawinan itu terletak pada banyaknya
versi hadis yang ditampilkan. Dalam kitab pertama untuk satu masalah
perkawinan dikemukakan hadis versi yang banyak, sedang pada kitab
kedua hanya dikemukakan hadis yang sangat relevan dengan masalahnya.
6Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung : Al –Mizan Publishing House,
PT. Mizan Pustaka, 2009), h. 77.
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Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah: melakukan
suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laik–laki dan wanita
untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka
rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahgiaan hidup
berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara–cara yang
diridhoi oleh Allah. Mengenai pengertian perkawina ini banyak beberapa pendapat
yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk
memperlihatkan pertentangan yang sungguh–sungguh antara pendapat yang satu
dengan pendapat yang lain. Perbedaan ini hanya terdapat pada keinginan para
perumus untuk memasukkan unsur yang sebanyak–banyaknya dalam perumusan
pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam
perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.7
Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian
perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang
merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu
perjanjian perikatan antara seorang laki–laki dan seorang wanita. Perjanjian disini
bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual–beli atau sewa–menyewa, tetapi
perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga
antara seorang laki–laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi
keagamaannya dari suatu perkawinan.8
Undang–undang perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian
perkawinan sebagai berikut :
7Ibid, h. 15.
8Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang–Undang Perkawinan (Cet. II; Yogyakarta
: Liberty, 1986), h. 9.
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“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami–istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahgia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”
Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan:
1. Perkawina dilihat dari segi hukum.
Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian.
Oleh QS. Al–Nisa’/4 : 21, dinyatakan “… Perkawinan adalah perjanjian yang sangat
kuat”, disebut dengan kata–kata “mitsaaqaan ghaliizhaan”. Juga dapat dikemukakan
sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah
karena adanya :
a) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu
dengan aqad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
b) Cara meguraikan atau memutuskanikatan perkawinan juga telah diatur
sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq
dan sebagainya
2. Segi sosial dari suatu perkawinan.
Dari masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah
bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang
lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.
3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting.
Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara
perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi
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pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidup–nya dengan
mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh.9
Aturan tata–tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang
dipertahankan anggota–anggotanya masyarakat dan para pemuka masyarakat adat
dan atau para pemuka agama. Aturan tata–tertib itu terus berkembang maju dalam
masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan didalam suatu Negara. Di
Indonesia aturan tata–tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak jaman
Sriwijaya, Majapahit sampai masa colonial belanda dan sampai pada Indonesia telah
merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga Negara
Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya
pergaulan bangsa Indonesia.
Undang–undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
disahkan dan ditanda tangani Presiden Republik Indonesia Jendral TNI Soeharto di
Jakarta pada tanggal 2 januari 1974, dan hari itu juga diundang yang di tandatangani
menteri/sekertaris Negara RI, Mayor Jendral TNI Sudarmono, S.H., serta dimuat
dalam lembaran Negara republik Indonesia no. 3019. Undang–undang ini berisi 14
bab dan 67 pasal. Di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat–syarat
perkawinan, pencegahan perkawinan, betalnya perkawinan, perjanjian perkawinan,
hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan
serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak,
perwalian dan ketentuan–ketentuan lain.
9Sajuti Thalib, Hukum Kekeluagaan Indonesia (Jakarta : Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 48.
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Untuk melancarkan pelaksanaan undang–undang no. 1-1974 tersebut
pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun
1975 tentang pelaksanaan UU no. 1-1974 PP no. 9-1975 tersebut dimuat dalam
Lembaran Negara tahun1975 nomor 12 dan penjelasannya dalam Tambahan
Lembaran Negara nomor 3050. PP no. 9-1975 itu memuat 10 bab dan 49 pasal yang
mengatur tentang ketentuan umum, Pencatatan Perkawianan, Tata cara Perkawinan,
Akta Perkawinan, Tata–cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan,Waktu Tunggu,
Beristri lebih dari seorang, Ketentuan Pidana dan Penutup.
Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja
berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan
sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu
ikatan perkawinan bukan semata–mata membawa akibat terhadap hubungan–
hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami–istri, harta bersama,
kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan–
hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta
menyangkut upacara–upacar adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut
kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia
dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesame manusia (mu’amalah)
dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.
Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’, ialah perkawinan yang mempunyai
akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan
adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘rasan sanak’ (hubungan anak–anak,
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bujang–gadis) dan ‘rasan tuhan’ (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon
suami isteri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak–hak dan
kewajiban–kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum
adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran
serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari
kehidupan anak–anak mereka yang terikat dalam perkawinan.10
B. Putusnya Perkawinan
Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama–
lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab–sebab tertentu yang mengakibatkan
perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa
putus dengan sendiriya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri.
Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqah”, adapun arti dari pada
talak ialah: membuka ikatan membatalakan perjanjian. Talak menurut arti yang
umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang
ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau
perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam
artinya yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.11
“Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunankan dalam UU
perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan
antara seorang laki–laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.
Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah furqah. Penggunaan istilah
10Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesi (Cet: I; Bandung : Penebit Mandar
Maju, 1990), h. 9.
11Amir Syarifuddin, loc. cit., h. 19.
20
“putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati–hati, karena untuk pengertian
perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “ba–in”,yaitu suatu
bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya
kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. Bai–in itu merupakan satu bagian atau
bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk raf’iy,
yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas,
karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru
selama istrinya masih berada dalam iddah atau masih tunggu. Setelah habis masa
tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya
dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut ba–in.12
Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang
bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas–asas hukum islam. Hal
ini bias dilihat dalam hadis Nabi:
قﻼﻄﻟا ﷲ ﻲﻠﻋ لﻼﺤﻟا ﺾﻐﺑأ
Artinya :
“Yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian” (H. R. Abu Daud
dan dinyatakan shaheh oleh Al–Hakim).13
Dengan melihat isi hadis Nabi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa talak itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus
berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh
12Ibid, h. 194.
13 Al–Marghinaniy, Al–Hidayah Syarh Bidayat Al–Muhtadiy, Beirut, Dar Al–Hutub Al–
Islamiyah, 2000. h. 58
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oleh suami–isteri, apabila cara cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak
dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami–isteri tersebut.14
Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suatu istri.
Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa
sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4
kemungkinan:
1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya
salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya
berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak sisuami oleh alasan tertentu dan
dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam
bentuk ini disebut talaq.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat
sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami
tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya prkawinan
yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami
dan dilanjutkan dengan ucapannyauntuk memutus perkawinan itu.
Putus perkawinan dengan cara ini disebut khulu’.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga
setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang
14Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang –Undang Perkawinan, (Cet : II, Yogyakrta
: Pustaka Pelajar, 1986), h. 105.
22
menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.
Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.15
Demikian pula dari pihak istri amatlah tercela mengambil inisiatif untuk
terjadinya suatu perceraian hanya karena tidak senangnya kepada suaminya.
Perbuatan itu dilarang dalam islam dia akan menerima kemarahan besar dari Tuhan.
Dan sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tarmizi Abu
Daud dan Ibnu Madjah.
:  ْحَِﺮﺗ ْﻢَﻟ ٍْسَﺄﺑ ِﺮْﯿَﻏ ْﻦِﻣ ﺎَﮭِﺟْوَز ْﻦِﻣ ْﺖَﻌََﻠﺘْﺧا ٍَةأَﺮْﻣا ﺎَﻤﱡَﯾأ ِﺋاَر ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا َﺔَﺤ
Artinya :
Perempuan manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa sebab–sebab
yang wajar yang menghalalkan, maka haramlah bagi perempuan itu membaui
atau merasakan kewangian surga nantinya.16
Dari hadits tersebut jelaslah bahwa seorang wanita dilarang keras minta cerai
dari suaminya kalau tidak ada alasan–alasan yang sungguh–sungguh dapat
dibenarkan, hukumnya adalah haram.
Pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam lingkungan ahli fiqh Islam
bahwa biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya itu tidak menjadi tanggungan
suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama dalam
perceraian si istri yang dianggap salah. Dalam hal ini si istri tidak bersalah, maka
paling tinggi perolehannya mengenai biaya hidup ialah pembiayaan hidup selama
semasih dalam iddah yang masih kurang 90 hari itu. Tetapi sesudah masa iddah itu,
15Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan
Undang –undang Perkawinan” ( Cet : III, Jakarta : Kencana : 1995), h. 197.
16Ibnu Al–Hummam, Al–Syarh Fath Al–Qadir, Cairo, Musthafa Al–Babiy Al–Halabiy, 1970, h.
47
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suami tidak perlu lagi membiayai lagi bekas istrinya. Bahkan sesudah masa iddah itu
bekas istri harus keluar dari rumah suaminya andai kata dia hidup dalam rumah yang
disediakan oleh suaminya.17
Di dalam KUH Perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah
‘pembubaran perkawinan’ (ontbinding des huwelijks) yang diatur dalam Bab X
dengan tiga bagian, yaitu tentang ‘pembubaran perkawinan pada umumnya’ (pasal
199), tentang ‘Pembubaran Perkawinan Setelah Pisah Meja dan Ranjang’ (pasal 200-
206 b), tentang ‘perceraian perkawinan’ (pasal 207-232a), dan yang tidak dikenal
dalam hukum adat atau hukum agama (Islam) wlaupun kenyataannya juga terjadi
ialah bab XI tentang ‘Pisah Meja dan Ranjang’ (pasal 233-249). Menurut KUH
perdata perkawinan itu bubar dikarenakan ‘kematian’, ‘tidak hadirnya suami atau istri
selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru istri atau suami’, ‘keputusan hakim
setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaranpernyataan pemutusan perkawinan
dalam daftar–daftar catatan sipil’, dank arena ‘perceraian’ (pasal 199).18
Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan ke pengadilan negeri yang di
daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok pada wkatu mengajukan
permohonan termaksud dalam pasal 831 reglemen acara perdata atau tempat tinggal
yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempatt tinggal  pokok. Jika pada waktu
mengajukan surat permohonan tersebut diatas si suami tidak mempunyai tempat
tinggal pokok atau tempat tinggal sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus
diajukan kepada pengadilan negeri tempat kediaman istri yang sebenarnya (pasal
207) perceraian perkawinan sekali–kali tidak terjadi hanya dengan persetujuan
17Ibid, h. 72.
18Hilma Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut : Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama (Cet: 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 160.
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bersama (pasal 208). Dasar–dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya
sebagai berikut :
1. Zina
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
3. Dikenakan hokum penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat
lagi, setelah dilangsungkan perkawinan.
4. Pencederaan berat atau pengeniayaan, yang dilakukan oleh salah
seorang dari suami istri terhadap yang lainnya sedemikian rupa,
sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka–
luka  yang berbahaya.
Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian didalam hukum
adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Jadi
anggota–anggota masyarakat adat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh
hukum perkawinan dan perceraian Islam, yang menganut agama Kristen/katolik,
menganut agama hindu/Buddha dipengaruhi hukum Hindu/Buddha. Sejauh mana
pengaruh hukum agama itu terhadap anggota–anggota masyarakat adat tidak sama,
dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat berbeda–beda, walaupun dalam
satu daerah lingkungan adat yang sama.
Menurut perkiraan yang bukan suatu hasil penelitian ilmiah sebelum
berlakunya UU no. 1-1974 dikalangan masyarakat jawa dan pasundan yang sifat
kekerabatan adatnya parental dengan bentuk perkawinan bebas (mencar, mentas,
mandiri) banyak terjadi perceraian. Begitu pula dikalangan masyarakat minangkabau
yang sifat kekerabatannya matrilinieal dengan bentuk percawinan semanda dan kuat
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beragama Islam banyak terjadi perceraian. Tetapi di kalangan masyarakat matrilineal
semendo dengan bentuk perkawinan semanda tidak begitu banyak terjadi perceraian19
C. Pengertian Uang Belanja
Mengemukakan masalah perkawinan berarti mengemukakan suatu masalah
yang sangat luas menyangkut kehidupan dan perkembangan umat manusia di muka
bumi ini. Dalam ilmu antropologi  perkawinan unsur kebudayaan yang universal.
Agama memberikan wadah, adatpun memberikan tempat dan seandainya adat
perkawinan
Acara peminangan melalui beberapa fase dan dimulai dengan accini’rorong
artinya melihat atau mencari jalan sebagai penyelidik. Usaha semacam ini adalah
untuk mengetahui secara rahasia tentang kemungkinannya pihak laki–laki
mengajukan lamaran kepada gadis yang dipilih.20
Mahar dalam pernikahan Bugis terdiri dari dua  jenis uang serahan, yakni
serahan “mahar” (sompa [Bugis]) dan “uang belanja” (dui menre [Bugis]), dan
besaran masing-masing uang serahan tersebut memiliki makna yang berbeda. Mahar
atau sompa dinyatakan dalam sejumlah nilai perlambang tukar tertentu yang tidak
berlaku lagi secara nominal dan tidak mempunyai nilai yang dapat dibanding dengan
nilai uang yang berlaku sekarang. Besaran ini sudah ditentukan jumlahnya secara
adat, berdasarkan derajat tertentu, sesuai garis keturunan si calon mempelai wanita.
19Ibid, h. 162
20 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Adat Istiadat Pernikahan
Sulawesi Selatan, (Cet : II, Makassar : Kanwi P 2005), h. 13.
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Dui’ menre’ atau uang panaik/doi balanja adalah “uang antaran” yang harus
diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon
mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan.21
Pengertian uang belanja dalam hubungannya dengan perkawinan dalam
masyarakat biasa juga disebut uang hangus yang berarti uang pemberian dari pihak
laki–laki untuk biaya perkawinan.22
Uang belanja bisa juga diartikan sebagai uang jemputan yang jumlahnya
besar, yang diberikan dari pihak laki–laki kepada pihak perempuan, yang mana
pemberian ini dianggap sebagai salah satu syarat syahnya peminangan yang berfungsi
sebagai biaya untuk perkawinan.23
Sayuti Thalib, S.H. memberikan pengertian uang belanja sama dengan
hantaran dari pihak laki–laki kepada pihak perempuan sebagaimana dijelaskan
dibawah ini:
Mahar tidak sama uang belanja dengan yang biasa dalam adat kita bangsa
Indonesia. Pada masyarakat kita berkembang sejak lama kebiasaan dan adat
memberikan mas kawin atau hantaran dari pihak laki–laki kepada pihak
perempuan untuk terlaksananya suatu perkawinan.24
Pada mulanya harta ini berupa benda–benda berharga atau benda–benda
bersifat sakti atau mempunyai kelebihan tertentu misalnya keris pusaka, binatang
ternak dan lain–lain, lama kelamaam yang berbentuk benda–benda sakti ini berubah
21Samsuni, “Budaya Mahar di Sulawesi Selatan”, dalam www.melayuonline.com/ (14 Agustus
2013)
22WJS, Poerwadarminta, Kamuas Umum Bahasa Indonesia, (Cet : I, Jakarta: Balai Pustaka:
1976), h. 1114.
23Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., Hukum Perkawinan Adat, (Cet. V, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1995), h. 57.
24Sayuti Thalib, S.H., Hukum Kekeluargaan Indonesia (Berlaku Bagi Umat Islam), Cet. V,
(Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 68.
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juga kemudian akhirnya digantikan dengan uang.25 Dan akhirnya sekali uang atau
benda yang diberikan sebagai harta itu oleh keluarga si calon pengantin laki–laki
tidak lagi diperuntukkan bagi kepentingan nilai–nilai magis keluarga, malahan
diberikan juga kepada calon pengantin perempuan itu misalnya dalam bentuk biaya
penyelenggaraan perkawinan yang juga dikenal dengan uang belanja.
Mahar (sunrang) diberikan oleh keluarga pihak laki–laki kepada calon
pengantin perempuan sebagai milik pribadinya, maka uang belanja diberikan kepada
pihak keluarga perempuan sebagai sumbangan pembiayaan dalam rangka
penyelenggaraan upacara perkawinan, jumlah yang harus diberikan kepada pihak
keluarga perempuan itu biasanya lebih besar bila dibandingkan dengan sunrang
maupun hadiah–hadiah lainnya.26 maka dapatlah diketahui bahwa uang belanja itu
mulai dipakai dari proses persiapan perkawinan sampai dengan selesainya sesuatu
perkawinan, yang didlamnya biasanya diadakan pesta–pesta meriah dan perayaan
yang berlebih–lebihan sehingga memakan biaya yang cukup tinggi.
Kalau maskawin (mahar) di berikan oleh keluarga pihak laki–laki kepada
calon pengantin perempuan sebagai milik pribadinya, maka uang belanja diberikan
kepada pihak keluarga perempan sebagai sumbangan pembiayaan dalam rangka
penyelenggaraan upacara pesta perkawinan, jumlah yang harus diberikan kepada
pihak keluarga perempuan itu biasanya lebih besar dibandingkan dengan maskawin
maupun hadiah–hadiah lainnya.
Penentuan besarnya uang belanja atau uang naik itu tidak sama halnya
dengan pemberian uang mahar/maskawin yakni sesuai dengan kerelaan pihak laki–
25Ibid., h. 69.
26Nur Alam Saleh, Sistem Upacara Adat Makassar di Sulawesi Selatan, (Makassar: Kanwil P
dan Kecamatan Suli, 1996), h. 124.
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laki dan berdasarkan strata sosial kedua belah pihak. Akan tetapi “Doe’ Balanja”
adalah hasil kesepakatan kedua belah pihak.
Besarnya uang belanja tidak selalu dianggap memiliki nilai rupiah saja,
melainkan lebih dari itu. Besarnya uang yang dinaikkan itu dapat juga merupakan
prestise dimata masyarakat, sebab semakin besar mendapatkan uang belanja dari
pihak laki–laki berarti pula baik yang bersangkutan maupun segenap keluarga dan
kerabatnya yang akan merasa pretisenya juga naik. Sehingga ada kesan bahwa
besarnya uang belanja itu menandakan tinggi rendahnya strata sosial mereka
ditengah–tengah masyarakat.
Nampaknya memang demikian yang terjadi ditengah masyarakat Makassar,
makin tinggi derajat seseorang ditengah–tengah mastarakat maka uang belanja yang
akan diminta lebih besar pula karena itulah, pihak keluarga perempuan akan berusaha
agar pihak laki–laki bersedia memberikan uang naik sebanyak mungkin dan
meningkatkan prestesimya ditengah–tengah masyarakat.
Mengenai tinggi uang belanja yang berikan kepada pihak keluarga
perempuan tidak mutlak berdasarkan karena faktor status kebangsawanannya semata.
Akan tetapi ada banyak faktor penyebabnya antara lain karena memiliki kekayaan,
parasnya cantik, berlatar belakang pendidikan yang tinggi (sarjana) memiliki
kelebihan tertentu (prestasi) dan sebagaianya.
Dengan demikian, antara mahar dan uang belanja terdapat perbedaan yang
sangat signifikan. Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus harus ditunaikan
oleh calon mempelai laki–laki yang diserahkan secara tunai atau terhutang.
Selain mahar di dalam syariat Islam tidak ditetapkan atau diwajibkan untuk
membayar hal–hal lain, seperti uang belanja. Uang belanja hanyalah adat atau
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kebiasaan oleh masyarakat yang tetap dipertaankan sampai sekarang yang
menggambarkan derajat seorang dalam lingkungannya.
Apabila kita membuka kitab–kitab fiqih, maka tidak ada satupun
pembahasan yang menyinggung uang belanja. Dari sini pula penulis mengalisa
bahwa persoalan uang belanja adalah persoalan Adat murni dan bukan termasuk hal
masyru’iyah, yang dasar hukumnya tidak ada dan menurut hukum adat di Kecamatan
Somba Opu Kabupaten Gowa hanyalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
sebab uang belanja pada dasarnya untuk acara pesta perkawinan (walimah), dan tidak
ada larangan untuk mempersaksikan bahwa kedua belah pihak telah menikah dan adat
istiadat mendukung.
Tetapi uang belanja dalam perkawinan tidaklah ditetapkan sebagai sesuatu
yang tidak bermakna apa–apa. Ia memiliki makna dan hikmah yang tinggi, uang
belanja merupakan dana yang digunakan untuk pelaksanaan walimah. Uang belanja
merupakan pemberian bagi pihak laki–laki yang diserahkan kepada puhak perempuan
sebagai “penunjang” biaya yang dikeluarkan oleh pihak perempuan.
Orang Makassar adalah penduduk asli dari daerah sekitar kota Makassar dan
wilayah sekitarnya. Bahasa yang digunakan oleh orang Makassar dinamakan bahasa
mangkasara’. Adat pemberian uang panaik diadopsi dari adat perkawinan suku bugis
asli. Uang panaik bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai
laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai
penghormatan. Dui’menre’ atau uang panaik dan uang jujuran adalah kewajiban
menurut adat masyarakat setempat. Mahar, uang jujuran dan uang panaik tidak hanya
berbeda dari segi pengertian saja.27
27Puspita, “Tradisi Uang Panai’ Dalam Budaya Bugis Makassar,” dalam http://akulebihdari
30
Pemberian uang panaik yang dilakukan pada masyarakat Bugis Makassar
tidak jauh berbeda dengan uang panaik yang ada pada masyarakat Bugis asli, yaitu
sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan
perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian uang panaik
pada masyarakat Bugis Makassar dibawa oleh suku Bugis asli yang berimigrasi ke
kota Makassar.
Salah satu fase peminangan yakni Doe’ Balanja (atau dalam bahasa
Indonesia Uang Belanja), basar kecilnya uang belanja ini tergantung dari kesepakatan
dua belah pihak, namun tidak pula dapat disangkal, bahwa masalah uang belanja yang
sangat tinggi, sehingga sering perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Selain dari pada
uang belanja ini, ada pula yang disebut cinggkarra, ini berupa hadiah–hadiah yang
sebentar juga mendapat balasan hadiah dari pihak perempuan.
Jadi pengertian uang belanja dalam hubungannya dengan perkawinan pada
masyarakat Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah jumlah uang yang harus
dipersiapkan oleh pihak laki–laki dengan maksud memberikan uang tersebut kepada
pihak wali perempuan sebagai suatu syarat untuk melaksanakan suatu perkawinan.
Karena tanpa jumlah uang belanja tersebut, maka otomatis perkawinan itu tidak dapat
dilaksanakan.
D. Tujuan Uang Belanja
Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada Firman Allah
SWT yang termaktub di dalam Al–Qur’an dan sunnah Rasulullah, Muhammad SAW.
Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya
sesuai dengan ketentuan–ketentuan dalam Al–Qur’an dan sunnah. Oleh karena itu
yangkautau.blogspot.com/ (14 Agustus 2013).
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setiap orang Islam hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk membedakan
antara yang halal dan haram, termasuk melakukan perkawinan atau pernikahan.
Pada umumnya masalah mahar merupakan pemberian calon mempelai pria
kepada calon mempelai wanita. Sedangkan uang belanja adalah jumlah uang yang
telah ditentukan sebelumnya yang dibayar oleh calon mempelai pria kepada calon
mempelai wanita untuk membiayai pesta perkawinan (walimah).
Menurut adat istiadat di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selain
mahar, uang belanja dalam perkawinan itu adalah dengan tujuan untuk memakai uang
tersebut dalam rangka melaksanakan suatu pesta perkawinan yang dimulai dari
persiapan sampai dilangsungkan perkawinan itu. Jadi uang belanja itu dipakai untuk
memenuhi segala biaya–biaya pihak keluarga perempuan yang melaksanakan pesta
perkawinan tersebut.
Uang belanja ini akan habis digunakan selama pesta perkawinan. Besar
kecilnya uang belanja mencerminkan meriah dan tidaknya suatu pesta perkawinan.
Semakin meriah pesta perkawinan maka status sosial penyelenggaraan pesta pun
dianggap semakin tinggi.
Mengenai pesta perkawinan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak
Suhardi S. Ag, yaitu: “Menikah adalah hal yang sakral, karena adanya pernikahan
maka timbullah yang namanya uang belanja, karena marasa malu ketika perkawinan
tersebut tidak diketahui oleh orang lain, maka mereka berupaya agar uang belanja pun
ada tetapi tidak ada paksaan, bisa saja pesta berjalan tanpa uang belanja sesuai
kesepakatan kedua belah pihak asalkan mahar ada dan kedua belah pihak mahar ada
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dan harus ada karena dalam hukum Islam yang diutamakan adalah mahar  dan
diwajibkan bagi mempelai laki–laki”.28
Dalam pelaksanaan walimah di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa ini
masih mengikuti tuntutan hukum adat yang masih berjalan dengan hukum Islam baik
di dalam Al–Qur’an maupun didalam sunnah Raulullah SAW.
Hal ini berarti dalam pelaksanaan walimah masih sejalan dengan tujuan
walimah yang sesungguhnya yakni dilaksanakan sesuai dengan kemampuan
sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Jadi tujuan utama uang belanja adalah melaksanakan walimah yang sesuai
dengan kemampuan yang artinya tidak ada unsur–unsur memaksakan diri, sehingga
dengan demikian akan mudah terlaksananya suatu perkawinan tanpa menuntut uang
belanja yang terlalu tinggi.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa uang belanja dalam
perkawinan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dipandang tidak melanggar
ketentuan syari’at Islam, sebab masyarakat di Kecamatan Somba Opu menempatkan
bagian dari yang paling utama dalam perkawinan, bila dibandingkan dengan uang
belanja. Uang belanja hanyalah digunakan untuk mengadakan pesta perkawinan atau
walimah. Walimah adalah pesta perkawinan menurut adat kebiasaan masyarakat di
Kecamatan Somba Opu dapat dianggap sebagai adat kebiasaan yang telah turun-
temurun yang tidak dapat dihilangkan.
E. Hikmah Uang Belanja
Secara sederhana, uang naik dapat diartikan sebagai uang belanja, yakni
sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai
28Suhardi S. Ag, Pemuka Agama, Wawancara Oleh Penulis di Desa Bonto–bontoa, Kab. Gowa,
31 Juli 2013.
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perempuan. Uang naik ini ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Besar
kecilnya uang naik, ditentukan oleh pihak perempuan. Selain itu, status sosial juga
seringkali jadi penentu besar kecilnya uang naik ini.
Uang naik disebut juga doe' balanja. Doe' balanja' ini merupakan salah satu
bagian dari mas kawin, selain sompa yang secara harfiah berarti 'persembahan'.
Sompa ini sendiri berbeda dengan mahar dalam konsepsi hukum Islam yang sekarang
disimbolkan dengan sejumlah uang rella', yakni rial (mata uang Portugis yang
sebelumnya berlaku, antara lain, di Malaka). Rella' ditetapkan sesuai status
perempuan dan akan menjadi hak miliknya.
Hikmah uang belanja dalam pandangan masyarakat Sulawesi selatan adalah
salah satu hal yang harus dipenuhi agar walimah atau pesta perkawinan dapat
berlangsung bagi pihak perempuan, yang dimana pesta perkawinan itu dananya
berasal dari uang panai’ atau uang belanja. Yakni uang yang diberikan dari pihak
laki–laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
tanpa ada yg merasa di beratkan agar pihak mempelai perempuan dapat
melaksanakan pesta perkawinan.29
Besarnya jumlah doe’ balanja merupakan media utama bagi masyarakat
makassar untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat. Kekayaan keluarga
mempelai laki–laki dapat di lihat dari besar jumlah uang belanja (doe’ balanja) yang
mereka persembahkan kepada mempelai perempuan.30
Uang belanja (doe’ balanja) ini adalah sejumlah uang yang diberikan oleh
calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang merupakan bentuk
29Drs. M. Basir, MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara Oleh Penulis di
Desa Limbung, Kab. Gowa, 3 Agustus 20013.
30Pelras, Cristian, Manusia Bugis, Bekerjasama Dengan Forum Jakarta ,(Cet : 1 :Jakarta : Paris
EFEO, 2005), h. 21.
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penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Uang panai’
ini belum terhitung sebagai mahar penikahan, melainkan sebagai uang adat namun
terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga.
Uang belanja menjadi sangat penting karena bisa menjadi penghambat
namun di lain hal, uang belanja (doe’ balanja) bisa meningkatkan gengsi dan status
sosial suatu keluarga dalam masyarakat. Pentingnya arti dan posisi uang belanja (doe’
balanja) dalam proses perkawinan akan berbeda setiap orang, dan sikap setiap orang
ditentukan oleh kondisi sosial dan ekonomi dalam masyarakat.
Barang antaran atau uang antaran (bridewealth) merupakan gejala umum di
dalam masyarakat Asia Tenggara yang organisasinya mengikuti garis kognatis, tetapi
tampaknya lebih merupakan transaksi antar keluarga, sebagai imbalan bagi kerabat
mempelai wanita karena kehilangan tenaga kerjanya, dan sebagai upacara
terbentuknya korporasi rumah tangga baru.31
F. Kedudukan Uang Belanja Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat dan
Hukum Islam
Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenisnya (laki–laki
dan perempuan) secara alamiah memiliki daya tarik menarik antara satu dengan yang
lainnya. Untuk dapat hidup bersama atau untuk membentuk suatu ikatan lahir dan
bathin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/Rumah Tangga sejahtera dan
abadi. 32 Oleh karena itu, di dalam Islam terdapat aturan–aturan yang memuat
ketentuan–ketentuan bagaimana seorang pria dapat hidup bersama dalam suatu rumah
tangga sebagai suami istri. Aturan–aturan itu, selain mengatur bagaimana proses
31Keesing M. Roger, Antropologi Budaya, (Cet : 1 Jakarta, PT. Erlangga 1981), h. 18.
32Rasyid, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia (cet. I Bandung, PT.
Remaja Roeda Karya, 1991). h. 1
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terjadinya perikatan antara pria dan wanita, juga mengatur hak dan kewajiban antara
pria dan wanita setelah menjadi suami istri.
Dalam proses perkawinan menurut adat sulawesi selatan terdapat beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya adalah uang belanja, yang harus di
berikan oleh keluarga calon mempelai laki–laki kepada keluarga calon mempelai
perempuan. Seperti kewajiban seorang mempelai laki–laki untuk membayar mahar
kepada seorang perempuan  akan dinikahinya sebagai seserahan untuk biaya pesta
penikahan.
Selain mahar, masyarakat di Kecamatan Somba Opu  juga mengenal adanya
Doe’ Balanja (uang balanja). Besar uang belanja biasanya ditentukan bersamaan
penentuan mahar, hari pernikahan dan pesta perkawinan. Besarnya uang belanja
menurut kebiasaan masyarakat Gowa di Kecamatan Somba Opu dipengaruhi oleh
status sosial seorang calon mempelai wanita, keturunan/dara, hartawan dan lain–lain.
Hal ini di uraikan oleh Dra. Hj. Salnah, SH. MH, beliau menjelaskan: “selain
mahar ada kewajiban lain yang ditunaikan oleh mempelai pria yakni Doe’ Balanja
(uang belanja) yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat sosial seseorang,
misalnya hartawan, keturunan bangsawan, berpendidikan tinggi (sarjana) dan
sebagainya yang dimiliki oleh calon mempelai wanita.33
Uang belanja yang menjadi syarat utama berlangsungnya pesta adat
perkawinan di sini  adalah uang yang dipakai oleh perempuan dalam pesta
perkawinan. Besarnya uang belanja tersebut, disesuaikan dengan strata sosial kedua
33Dra. Hj. Salnah, SH. MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara Oleh Penulis
di Desa Bonto–bontoa, Kab. Gowa, 10 Agustus 2013.
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calon pengantin. Strata sosial yang dimaksud biasanya diukur dari keturunan kedua
mempelai, tingkat pendidikan, dan keadaan ekonomi. Selain itu, juga diukur dari
besarnya biaya yang harus dikeluarkan mempelai perempuan yang jika diukur dengan
rupiah biasanya mencapai 15 sampai 50 juta rupiah bahkan bisa sampai ratusan juta
rupiah.
Kedudukan uang belanja menurut hukum adat yang berlaku menurut Bugis–
Makassar, adalah suatu kebiasaan atau adat istiadat yang sudah menjadi kewajiban
bagi laki–laki untuk perempuan yang ingin di nikahinya sebagai salah satu sarat yang
harus dipenuhi. Menurut adat Makassar uang belanja adalah suatu seserahan yang
bisa dikatakan sebagai hal yang wajib agar pesta perkawinan dapat berlangsung
dengan meriah, sesuai kemampuan dari pihak laki–laki dan berapa yang diminta oleh
pihak perempuan.34
Hukum Islam mempunyai beberapa keistimewaan dan beberapa keindahan
yang menyebabkan hukum islam paling kaya dan paling dapat memenuhi hajat
masyarakat serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat.35
Hukum Islam yang tertuang dalam Al–qur’an dan Al hadist merupakan
seperangkat aturan hukum yang terlengkap dan mampu mengatasi dan menjawab
permasalahan–permasalahan yang terjadi ditengah–tengah masyarakat, baik peristiwa
yang terjadi pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Semua dapat
dikemukakan hukum–hukumnya dalam hukum Islam. Hal ini karena Allah yang
34Dra. Hj. Murnie Faried, MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara Oleh
Penulis di Desa Bontokamase Kab. Gowa. 10 agustus 2013.
35T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Cet. V: Jakarta : Bulan Bintang, 1993),
h. 57.
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menciptakan manusia, berarti Allah juga yang mengetahui batas–batas kesanggupan,
kemampuan dan kelemahan manusia itu sendiri. Sebab Allah SWT memberikan
wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW.
Agama Islam dalam menjawab permasalahan kemasyarakatan adakalanya
hukum–hukum itu tidak di nashkan secara tegas yaitu hukum–hukum yang berdasar
ijtihad yang dibina atas ra’yu dan qiyas, memperhatikan kemaslahatan dan menolak
kerusakan, maka sumbernya adalah akal dan kebebasan berfikir yang diikat rapat
dengan dasar–dasar keadilan dan mengakui hak–hak manusia serta keharusan
memperhatikan kaedah–kaedah pembinaan hukum dan sumbernya.
Hukm Islam memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan ajaran
Islam itu secara menyeluruh, umat Islam buka hanya diperintahkan untuk
melaksanakan ajaran agama yang berkaitan dengan individu kepada Allah SWT,
tetapi juga diperintahkan untuk melaksanakan perintah Agama itu terhadap
lingkungandan masyarakatnya. Jadi, Hukum Islam itu memerintahkan kepada
umatnya untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul–Nya serta
meninggalkan segala sesuatu yang dilarang–Nya. Sehubungan dengan itu,
Nasaruddin Razak dalam bukunya yang berjudul “Dienul Islam” mengemukan
bahwa: Andai kata dalam kehidupan suatu masyarakat tidak dijumpai lagi nilai–nilai
halal dan haram, sedah tidak dikenal lagi antara yang muhrim dengan yang bukan
muhrim, lembaga perkawinan sudah diabaikan dan penguasa di Negeri tidak lagi
menegakkan Rule of Law, maka ketika itulah suatu martabat kemanusiaan meluncur
jatuh ke martabat Binatang, sama halnya kalau tujuan hidup seseorang hanya untuk
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pemenuhan perut dan seksualnya, artinya dia tidak mengenal adanya tujuan hidup
yang hakiki, bersifat rohaniah yang tinggi dan kudus.36
Begitupula hubunganya dengan masalah perkawinan, Islam tidak
memberatkan dan tidak menyulitkan untuk melaksanakan suatu perkawinan, bahkan
perkawinan menurut Islam adalah merupakan sarana efektif untuk menjaga umat
manusia kebobrokan moral, menjaga setiap individu dari kerusakan masyarakat,
sebab manusia mempunyai naluri yang cukup mencintai lawan jenisnya, dapat
disalurkan lewat penikahan yang formal yaitu hubungan yang halal.37
Sebagian ulama mengatakan ada dua macam kemampuan yakni.
Kemampuan memberi nafkah batin antara lain hubungan senggama dan kemampuan
memberi nafkah lahir antara lain nafkah rumah tangga. Apabila seorang pemuda telah
memiliki dua kemampuan ini. Maka hendaklah ia menikah. Maka uang belanja yang
cukup tinggi mengakibatkan tidak terlaksanya perkawinan, karena diluar kemampuan
seorang laki–laki. Maka dapat mengakibatkan banyak gadis–gadis yang telah lewat
umur tidak berjodoh dan pihak laki–laki banyak yang enggan kawin akibat terlalu
tingginya uang belanja yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan suatu
perkawinan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam yakni menganjurkan untuk
melaksanakan yang tidak mengakibatkan kedua belah pihak.38
Uang belanja dalam hukum Islam sebenarnya tidak di atur sama sekali
ketentuan akan berapa besar dan berapa kesanggupan dari pihak mempelai laki–laki,
karena uang belanja adalah adat atau kebiasaan penduduk sulawesi selatan. Dan tak
36Nazaruddin Razak, Dienul Islam (Cet. 1 : Bandung: Al-Ma’ruf, 1973), h. 18.
37Thorik Ismail, Az–Zuwajul Islami, dijerjemahkan Oleh Zainuddin MZ, Mohrous Ali dan H.
Abdullah dengan judul ‘Pernikahan’ (Cet. 1: Surabaya : Pustaka Progressif, 1994), h. 14.
38 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,”Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 51.
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ada pula dalam hukum islam yang dijadikan dasar dari uang belanja tersebut, yang
ada dalam hukum islam hanyalah mahar yang harus diberikan kepada mempelai
perempuan. Dibolehkan oleh hukum Islam yakni adanya walimah sebagai sarana
untuk mengumumkan pernikahan tersebut. Akan tetapi tidak ada tolak ukur atau
pemabahasan terperinci akan hal tersebut, seperti yang terjadi pada adat Sulawesi
yang menganggap sangat penting uang belanja dalam perkawinan.
Sedangkan uang belanja ada dalam hukum Islam adalah dikenal dengan
nama nafkah artinya memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah
tangga, pengobatan istri, jika ia kaya : memberi balanja hukumnya wajib menurut Al–
Qur’an, sunnah dan Ijma’.39
Islam juga memberikan kemudahan pada para pemeluknya dalam
menjalankan hokum Islam sesuai dengan kemampuangnya.
Hal ini dapat dilihat pada ayat Al –qur’an sebagai berikut :




“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya……..”40




…….Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu…….41
39 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, diterjemahkan oleh Drs. Moh. Thalib, dengan judul ‘Fikih
Sunnah’ Jilid VII (Cet, III: Bandung : PT. Al –Ma’arif, 1986), h. 63
40Departemen Agama RI, Al –Qur’an dan Terjemahnya Al–Jumanatul ‘Ali (Bandung : CV
Penerbit J –ART, 2005), h. 110.
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…..Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu
kesempitan…..42




Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan
bersifat lemah.43




…….Allah tidak hendak menyulitkan kamu………44
Dengan melihat ayat–ayat diatas nampaklah kepada kita bahwa hukum Islam
berjalan diatas kemudahan, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan. Dan
perkawinan tiada lain hanya untuk melaksanakan ketetapan yang sudah menjadi






SWT. Karena adanya unsur mempersulit perkawinan dengan tuntuta uang belanja
yang mahal atau berbagai tuntutan yang lainnya, hal ini tidak sesuai dengan
kemudahan yang dianjurkan oleh Allah SWT.
G. Akibat Pengembalian Uang Belanja
Sebelum datangnya Islam, Orang–orang Arab adalah umat yang tidak
memiliki aturan dan mereka dikendalikan oleh kebiadaban, dinaungi oleh kegelapan
dan kejahilan, serta tidak ada undang-undang yang mengikat dan undang-undang
yang harus mereka patuhi.45 Perempuan yang berada di belahan bumi Arab dan yang
lainnya tidak dapat meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan
mereka selalu disingkirkan, tidak ada satupun yang dapat menjaga kehormatan dan
merasakan jeritan hati mereka. Padahal unsur tersebut sangat berpengaruh dalam
kehidupan seorang perempuan, sehingga mereka dapat kehilangan kepribadiannya
hanya karena hal tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat Arab yang
suka berperang tersebut, nilai wanita menjadi rendah.46 Ketika Islam datang ke dunia
ini, ia telah mengangkat posisi perempuan ke derajat yang lebih tinggi, memberikan
kebebasan, kehormatan dan hak pribadinya secara merdeka.47
Pada zaman Jahiliyyah suami berhak menceraikan isterinya dengan tidak ada
batasnya meskipun sudah menceraikannya seratus kali, selama si isteri berada pada
masa iddah. Mereka tidak mengenal perikemanusiaan atau keadilan dalam
memperlakukan isteri-isterinya. Sampai datangnya Nabi Muhammad SAW yang
sama sekali tidak menyutujui kebiasaan perceraian tersebut. Beliau menghilangkan
45Syekh Muhammad Ali As –Sayis, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam,
(Jakarta : Akademi Presindo, 1996), h.13.
46Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 11.
47Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi, Fikih perempuan, muslimah, (Jakarta: AMZAH, 2005), H.
109.
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kebiasaan ini secara bertahap karena kebiasaan ini telah mendarah daging di zaman
jahiliyah. Hukum Islam memberi jalan kepada isteri yang menghendaki perceraian
dengan mengajukan khulu’, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami
untuk menceraikan isterinya dengan jalan talak.48
Akibat pengembalian uang belanja perkawinan atau uang panai’ karena
pihak tergugat atau suami merasa ditipu atau dirugikan atas perceraian yang diajukan
oleh si istri, karena sang suami belum sama sekali menyentuh si istri sedangkan istri
sudah mengajukan cerai ke pengadilan. Maka dari itu suami menuntut agar uang
belanja perkawinannya dapat dikembalikan melalui pertimbangan dari hakim.49
Adapun alasan dari pihak suami mengapa ia menuntut pengembalian uang
belanja perkawinannya karena si istri tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai
seorang istri yang sah, yakni menafkahi secara bathin kepada suaminya. Dan dari
pihak suami merasa dirugikan karena selama 2 bulan pernikahannya si istri selalu
beralasan utuk tidak melakukan hubungan suami istri atau mengelak dengan tidak
sekamar dengan suami, serta beralasan si istri lagi berhalangan atau datang bulan
(haid) yang menurut pihak suami hanyalah mengada–ngada.
Alasan istri mengajukan cerai di karenakan menurut pihak istri sang suami
lemah syahwat, akan tetapi pihak laki–laki atau suami menentang pernyataan dari
pihak istri bahwa ia lemah syahwat. Yakni dengan menunjukkan surat keterangan
dari dokter bahwa sang suami tidak lemah syahwat (normal), maka dari itulah pihak
suami merasa keberatan atas gugatan cerai dari pihak istri karena merasa di tipu,
sedangkan suami telah memberikan uang belanja sesuai dengan permintaan pihak
48Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Sinar Kencana, 1998), h. 220
49 Dra. Hj, Murni Faried, MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara Oleh
Penulis di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa, 30 Agustus 2013.
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keluarga perempuan tetapi setelah menikah suami belum pernah melakukan
hubungan layaknya suami istri, walaupun kita ketahui bahwa uang belanja
perkawinan itu sudah habis di makan api, tetapi sang suami tetap menuntut agar uang
belanja dapat dikembalikan oleh pihak istri melalui pertimbangan hakim.50
Sebelum adanya pengembalian uang belanja, harus ada gugatan cerai
terlebih dahulu oleh pihak mempelai perempuan, baik itu dengan alasan apapun yang
dapat mengakhiri hubungan suami istri yang sah. Dalam gugatan cerai tersebut
terdapat berbagai gugatan, diantaranya gugatan rekonvensi yang di ajukan oleh pihak
laki–laki kepada pihak perempuan berupa mahar dan uang belanja bagi masyarakat
Makassar. Dan itu dapat di lakukan cerai khulu’ apabila istri sama sekali belum di
sentuh.
Mengajukan rekonvensi yakni sebagai tanda keberatan apabila suami merasa
di rugikan akibat istri yang belum disentuh sehingga ia meminta bercerai dengan
alasan apapun. Misalnya meminta uang belanja dikembalikan agar suami dengan
kesediaannya sendiri bersedia bercerai dengan istri akan tetapi rekonvensi harus
dipenuhi. Dan akibatnya bagi si istri dikabulkan perceraiannya oleh hakim atas
persetujuan suami dan mengubah satusnya dari bersuami menjadi janda.
Adapun gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri adalah gugatan cerai
khulu’, serta menjadi landasan hakim agar dapat mempertimbangkan tuntutan suami
yang merasa di rugikan karena belum melakukan hubungan suami istri, walaupun
cerai khulu’ itu diperbolehkan akan tetapi harus ada alasan–alsan tertentu yang
mendasari bukan mengada–ngada.
50Dra. Hj. Salnah, SH. MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara Oleh Penulis
di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa, 30 Agustus 2013.
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Khulu menurut bahasa, dari kata khola’a–yahla’u–khul’an yang berarti
melepaskan atau menanggalkan pakaian,51 atau yang berarti menanggalkan ia akan
sesuatu. 52 Sedangkan khulu menurut istilah, adalah menebus isteri akan dirinya
kepada suaminya dengan hartanya maka tertalaklah dirinya.53
Abu Zahrah mendefinisikan bahwa khulu mempunyai dua arti yaitu am dan
khas. Khulu dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang
diserahkan kepada suaminya baik dengan lafazh khulu atau lafazh mubaro’ah atau
dengan lafazh talak. Pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer.
Adapun khulu dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafazh khulu, pendapat ini
banyak digunakan oleh ulama salaf.54
Khulu sendiri sebenarnya dibenci oleh syari’at yang mulia seperti halnya
talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak khulu, hanya Allah SWT saja Yang
Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu
menegakan hukum-hukum Allah SWT. Maksudnya Hikmah khulu untuk
menghindari bahaya, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan
gejolak dalam hubungan suami isteri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam
ikatan rumah tangga maka khulu diperbolehkan. Hal ini agar keduanya tetap berjalan
dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba
Allah.55
Sejumlah besar ulama salaf dan khalaf mengatakan bahwa tidak boleh khulu
kecuali terjadi perselisihan dan nusyuz dari pihak isteri. Sedangkan Syafi’i
51A. W. Munawwir, Al-Munawwir: Kamus arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),
cet. 14, h. 361.
52Idris Al-Marbawi, Kamus Bahasa Arab Melayu, jilid. 1, (Surabaya: Hidayah, 2000), h. 184.
53Abu Mansur, Lisan el-Arab, jilid 3, (Kairo: Daar el-Hadist, 2003), h. 182.
54Muhammad Abu Zahrah, Ahwal Syahkshiyyah, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), h. 329.
55Ali Ahmad Al-Jurjawi, Indahnya Syariat Islam, (Jakarta; Gema Insani, 2006), h. 379.
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berpandangan bahwa khulu itu boleh dalam kondisi perselisihan dan keharmonisan.
Namun khulu dalam kondisi pertama adalah lebih utama dan sesuai dengan yang ia
pilih.56 Sesuai dengan hadits Nabi SAW:
 ُﺮْﯿَﻏ َقﻼَﻄﻟا ﺎَﮭَﺟْوَز َْﺖَﻟﺎَﺳ ٍةَءَﺮْﻣا ﺎَﻤﱡَﯾا : َم َص ِﷲ ُلْﻮُﺳَر َلﺎَﻗَﺔﻨَﺠﻟا ُﺔَﺣِءاَر ﺎَﮭَْﯿﻠَﻋ ٌماَﺮَﺤَﻓ َْسﺄَﺑ ﺎَﻣ
Artinya:
"Dari Tsauban, Rasul SAW bersabda: “Siapapun perempuan yang meminta
cerai kepada suaminya tanpa sebab, maka haram baginya bau syurga".57
Berdasarkan dalil–dalil Al-Qur’an serta Hadist tersebut cukuplah menjadi
fakta kekuatan pengadilan dalam menangani kasus khulu. Sehingga untuk melindungi
hak wanita dalam perkawinan, pemberian hak khulu kepada wanita sangat diperlukan
guna menghindari hal–hal yang tidak diinginkan terjadi.
56Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1, h.
376.
57Zalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-suyuthi, Jamie el-Shagir Fi Ahadis Basyir el-





Metode penelitian merupakan sistem atau cara kerja yang harus dilakukan
dalam sebuah penelitian, seorang peneliti diharuskan dapat memilih dan menentukan
metode yang tepat guna mencapai tujuan. ”Metode ilmiah merupakan prosedur dalam
mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu”. Tidak semua pengetahuan dapat
disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus
melalui syarat–syarat yang dimaksud yang tercantum dalam metode ilmiah”.1
Suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil kesimpulan
harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis, yaitu merupakan suatu
metode studi, metode menganalisis sosial, dan dapat merumuskan masalah–masalah
sosial, dengan maksud mengoreksi, mengadakan verifikasi dan memperluas
pengetahuan yang sangat diperlukan bagi pengembangan teori-teori dan tindakan
praktis2. Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat
terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.
1Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002),    h.
44.
2Soerjono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Pemaparan (Jakarta :
Rineka Cipta, 1999), h. 4
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B. Jenis Pendekatan
Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah diuraikan
sebelumnya maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis
normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk
menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta
berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan3. penulis juga menggunakan
yuridis normatif (hukum positif) dan teologi normatif (hukum Islam), pendekatan
yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip–prinsip dan
berdasarkan data kepustakaan melalui library research. Penelitian ini menekankan
pada segi–segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang–undangan,
keputusan dan hukum Islam.
Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan
penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas–asas hukum, asas–asas
hukum tersebut merupakan kecenderungan–kecenderungan yang memberikan suatu
penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat
etis.4 Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada norma
(kaedah).5
C. Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode sebagai
berikut:





Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Kualitatif
yaitu suatu jenis data yang mengategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan
data yang mendalam dan lebih bermakna.
b. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:
1. Data pustaka melalui Library research, dengan jalan menelaah
buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya
yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.  Metode ini
menggunakan dua kutipan sebagai berikut:
a. Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain
secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun
merubah susunan redaksinya.
b. Kutipan Tidak Langsung
Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara
memformulasikan kedalam susunan redaksi yang baru, tanpa
sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip pendapat
orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat
tersebut tetap sama.
2. Data lapangan melalui Field research, dengan cara–cara seperti
interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan
mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan
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penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data
yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan.
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan di pengadilan
Agama Sungguminasa–Gowa dengan menggunakan metode pengumpulan data
primer dan sekunder.
a. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan
penelitian dilapangan, yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin,
yaitu wawancara dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai
sebagai pedoman, tetapi variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi
pada saat wawancara dilakukan. Tujuannya adalah untuk mecapai
kewajaran secara maximal sehingga memudahkan memperoleh data secara
mendalam. Berkaitan dengan hal tersebut diatas yang menjadi responden
dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama
Sungguminasa–Gowa.
b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian
kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan–
bahan atau data–data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat
hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa
permasalahan.
c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah:
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1. Wawancara/Interview. Wawancara atau interview adalah suatu percakapan
atau tanya jawab yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu yang
dilakukan oleh dua pihak, yaitu, pewawancara (orang yang mengajukan
pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban dari
pertanyaan pewawancara).6 pada sumber lain wawancara juga memiliki arti
bahwa Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
suatu topik tertentu.7 Pada metode wawancara digunakan wawancara bebas
terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan
garis besar tentang hal–hal yang akan ditanyakan dengan obyek yang
diteliti.8 Tehnik–tehnik wawancara ini digunakan untuk memperoleh
jawaban secara jujur dan benar keterangan yang lengkap dari imforman
sehubungan dengan obyek penelitian, atau dengan kata lain sebuah dialok
yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh imformasi dari
terwawancara.9 Adapun Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik
purposive sample, yaitu pengambilan sampel berdasarkan maksud dan
tujuan penelitian dengan mengambil subyek yang didasarkan atas cirri–ciri
atau sifat yang disinyalir mempunyai hubungan dengan populasi yang
sudah diketahui.
6Lexy J. moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2002),
h.136.
7 Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodelogi Penelitin (Jakarta: Data Media, 1994), h. 44-45.
8 Soerjono Soekanto, Loc.Cit.,h. 206.
9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta,2002),h. 230-231.
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2. Observasi adalah metode atau cara–cara yang menganalisis dan
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan
melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.10
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat
dokumen–dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan),
gambar atau karya–karya yang momental yang bersangkutan.
4. Triangulasi (gabungan) adalah sebagai teknik pengumpulan data yang
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan
sumber data yang telah ada.11
d. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu
peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif
siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan.
Adapun alat-alat yang harus di siapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah
sebagai berikut:
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari
informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua
percakapan dengan sumber data.
3. Kamera: berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan
pembicaraan dengan informan.
10Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.
11 Sugiono., op, cit., h. 225- 242.
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4. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau
pembicaraan dengan informan.
e. Prosedur Penelitian
Kegiatan penelitian ini dimulai dengan memperoleh nomor putusan dan data
putusan hakim tentang putusan pengadilan terhadap pengembalian uang belanja
perkawinan di tinjau dari hukum Islam dari pengadilan agama sungguminasa yang
akan menjadi informan dalam penelitian ini. Informan pertama ditentukan oleh
penulis sendiri sampai akhirnya semua data diperlukan terkumpul.
D. Pengelolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan
data–data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode
pengolahan data dalam penelitian ini adalah:
1. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang
akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok
permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas
data serta menghilangkan keragu–raguan atas data yang diperoleh
dari hasil wawancara.
2. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam
melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan
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dengan  pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi
kode–kode tertentu pada setiap data tersebut.
b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah–milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelolah, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa
Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut juga dengan peradilan
Agama, telah ada di berbagai tempat di nusantara, jauh sejak zaman penjajahan
belanda bahkan menurut pakar sejarah peradilan–peradilan Agama sudah ada sejak
abad 16. Peradilan Agama secara nyata telah eksis diberbagai daerah dengan sebutan
beraneka ragam.
Pengadilan Agama (PA). Sungguminasa di bentuk pada bulan desember
1966. Peresmian Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah Sungguminasa adalah pada
tanggal 29 Mei 1967. Pembentukan Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan
peraturan pemerintah (PP) No 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan
Syri’ah di luar jawa dan Madura (lembar Negara tahun 1957 No- 99)1.
Dalam peraturan Pemerintah (PP) tersebut sekaligus di sebutkan daerah
daerah mana yang akan didirikan pengadilan Agama secara berurut, termasuk
pengadilan Agama Sungguminasa terdapat dalam nomor urut 87. Penetapan tersebut
mulai berlaku sejak tanggal 3 Desember 1966.2
Namun demikian, pada awal berdirinya Pengadilan Agama Sungguminasa
waktu itu hanya memiliki dua orang pegawai, yaitu K.H.M. Saleh Thaha sebagai
1Rasyid, A, Raihan, H. Hukum Acara Peradilan Agama, (cet. Iv ;Jakarta : Raja Garfindo
Persada, 1995), h. 17
2Hadi Daeng Mapuna, Problematika Pelaksana Hukum Acara Peradilan Agama, (cet.
Pertama; Makassar : yayasan fatiya, 2001),.h. 14
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ketua dan Muh. Syahid sebagai pesuruh. Dengan kondisi seperti demikian praktis
Pengadilan Agama Sungguminasa belum dapat berbuat apa–apa. Sidang–sidang,
belum diadakan mengingat kelengkapan sebuah lembaga peradilan belum tersedia.
Hakim hanya seorang dan panitera belum ada. Pada hal sebuah persidangan hanya
dapat dilaksanakan bila unsure–unsur tersebut ada.
Bukan hanya dari segi sumber daya manusianya yang menyebabkan
Pengadilan Agama Sungguminasa belum dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga
peradilan, tetapi juga dari segi  sarana fisik (perkantoran). Alat–alat administrasi dan
pendukung lainnya sangat minim, sehingga kadang–kadang digunakan uang pribadi
ketua.
Sebagai tempat segala pelaksana segala aktivitas peradilan, Pengadilan
Agama Sungguminasa untuk sementara waktu menggunakan sebuah rumah sakit
yang berhadapan dengan pengadilan Negeri Sungguminasa waktu itu. Di rumah sakit
itulah Pengadilan Agama Sungguminasa melayani masyarakat pencari keadilan.
Dalam kurung waktu 1967 sampai dengan 1976, Pengadilan Agama
Sungguminasa dapat dikatakan sebagai tahap–tahap pembenahan mendasar. Dengan
demikian, tugas–tugas yang seharusnya sebagai sebuah lembaga peradilan belum
berjalan sebagaimana wajarnya. Hal ini dapat dimaklumi, sebab dengan kondisi
sangat minim, baik dari segi tenaga (personil) maupun sarana pendukung
(administrasi dan perkantoran).
Akan tetapi setiap orang akan berperkara, tidak mengajukan permohonan
atau surat gugatan, melainkan diproses secara verbal, tetapi sebelumnya diselesaikan
secara musyawarah di desa masing–masing oleh tokoh masyarakat. Nanti, setelah
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tokoh masyarakat tidak bias menyelesaikannya, baru dibawah ke pengadilan untuk
diproses lebih lanjut3.
Pada awal 1962, pengadilan Agama Sungguminasa yang pada awal
berdirinya menggunakan rumah sakit umum atas izin  pemerintah setempat. Keadaan
ini berlangsung sampai akhir 1972, kemudian di pindahkan ke kantor departemen
Agama sebab pada waktu itu kepala kantor departemen Agama meminta supaya
bertempat di kantor Departemen Agama, maka disediakan sebuah ruangan untuk
pegawai Pengadilan Agama Sunggumunasa. Akan tetapi pada waktu itu antara kepala
departemen agama dan ketua Pengadilan Agama (PA) Sungguminasa di pindahkan ke
Islamic center, yang dijadikan sebagai tempat pencari keadilan. Dan Pengadilan
Agama Sungguminasa sekarang berlokasi di Jl. Masjid Raya, bersampingan dengan
GOR Bulu Tangkis serta dekat dari kantor BKD Gowa.
B. Kompetensi Pengadilan Agama Sungguminasa
Kata”kekuasaan” disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari
bahasa belanda”competentie”, yang kadang–kadang diterjemahkan dengan kekuasaan
mengenai perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama bagi umat Islam. Ketiga
kata ini dianggap semakna.4 Berbicara tentang kompetensi dalam kaitannya dengan
hokum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang kompetensi  relatif
dan kompetensi absolut.
3M. Alwi Thaha, ketua pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa pada tanggal 25
Oktober 2012 di sungguminasa
4Rasyid, A, Raihan, loc. cit., h. 25.
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1. Kompetensi Relatif
Kompetensi relatif diartikan sebagai kewenangan pengadilan dalam
menangani suatu jenis perkara yang sama dan satu tingkatan. Dalam hal ini
kompetensi yang dimaksud merupakn sebuah kewenangan atau kekuasaan pengadilan
terhadap perkara yang sama untuk diperiksa diadili dan diputuskan dalam lembaga
peradilan yang tidak berada (tingkatan yang sama).
2. Kompetensi Absolut
Kompetensi absolut artinya kewenangan pengadilan yang berhubungan
dengan jenis-jenis perkara tertentu, artinya pengadilan berwenang memeriksa,
mengadili dan memutuskan pada tingkat pertama.






e. Wakaf dan Sedekah
Dengan demikian dari semua jenis perkara diatas yang telah menjadi
kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut pada
tingkat pertama dan tentunya kewenangan yang seperti ini juga menjadi kewenangan
Pengadilan Agama Sungguminasa dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga
peradilan yang berdiri sendiri dalam arti lembaga independen untuk menegakkan
keadilan terhadap jenis–jenis perkara yang diajukan oleh seluruh parapencari keadilan
khususnya yang beragama islam.
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Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama dalam menerima perkara
diharuskan untuk teliti terhadap perkara–perkara yang diajukan kepadanya, apakah
termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas–jelas bukan kekuasaan
absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama
menerimanya. Jika Pengadialan Agama menerimannya juga maka pihak tergugat
dapat mengajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan
kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi . Pada tingkat
kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah satu di antara tiga alas an oleh Mahkamah
Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas
kekuasaan absolutnya. Tugas Peradilan Agama menerima, memeriksa, dan
memutuskan perkara yang masih dalam kompetensi absolut dan relative dari suatu
Peradilan Agama.
Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan tugasnya sebagai
lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman telah menerima dan memutuskan
perkara.
C. Faktor Pendukung Pengembalian Uang Belanja
Pengembalian uang belanja setelah putusnya perkawinan adalah
permasalahan yang tidak ada dalam hukum Islam, karena uang belanja adalah adat
istiadat Bugis Makassar. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam
memutuskan tentang pengembalian uang belanja adalah :
1. Apabila pernikahan antara kedua belah pihak dalam pernikahannya
melalui proses perjodohan.
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2. Manakala kedua mempelai pengantin tidak saling suka dan pada saat
setelah pernikahan hanya terjadi pertengkaran.
3. Terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak.
4. Apabila pihak istri pergi meninggalkan rumah suami tanpa
sepengetahuan dan seizin istri.
5. Apabila salah satu mempelai pengantin tidak dapat melaksanakan
kewajibannya secara  batin atau sebagaimana wajarnya hubungan suami
istri.
6. Apabila pihak istri belum sama sekali disentuh oleh pihak suami atas
alasan apapun.
7. Adanya saksi–saksi atau bukti–bukti yang mendukung untuk
pengembalian uang belanja.
8. Yakni adanya unsur penipuan atau rekayasa dalam alasan perceraiannya
tentang pembahasan uang belanja.
9. Atas pertimbangan dan putusan hakim yang melalui pertimbangan
dengan sebaik–baiknya melalui keterangan dari kedua belah pihak yang
berperkara serta saksi–saksi dari keduanya.
Menurut beberapa hakim di pengadilan agama sungguminasa, uang belanja
perkawinan dapat dikembalikan tergantung dari siapa hakim yang menangani perkara
tersebut, dikarenakan tidak semua hakim di pengadilan agama sungguminasa sepakat
dalam hal tuntutan suami untuk pengembalian uang belanja, adapun hakim yang tidak
sepakat akan pengembalian uang belanja walau berdasarkan faktok–faktor yang ada
diatas.Menurut kasus yang penulis tuliskan uang belanja dapat dikembalikan
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berdasarkan alasan –alasan yang di kemukakan di atas sesuai dengan pertimbangan
hakim yang begitu panjang.
D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa
Sebagai salah satu unsur dalam system peradilan hakim memiliki posisi dan
peranan penting, apalagi dengan segala kewenangan yang dimiliki. Melalui
putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut
kebebasan warga Negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang–wenang
pemerintah terhadap masyarakat, sehingga memerintahkan penglihatan hak hidup
seseorang dan lain–lain. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut
tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang di buka dengan
kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa
kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus di pertanggungjawabkan secara
horizontal kepada semua manusia dan secara vertical dipertanggungjawabkan kepada
Tuhan Yang Maha Esa.5
Mahkama Agung RI sebagai tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang
membawahi 4 nadan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer  dan peradilan peradilan tata usaha Negara, telah menemukan bahwa
putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofi,
dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan
dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada
5Komisi Yudisial RI, Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusa, (Jakarta : Komisi
Yudisial, 2011), h. 2-3.
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keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan
masyarakat (social justice).
Sebagaimana kita ketahui, bahwa tugas yustisial adalah memeriksa,
mengadili dan memutuskan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, dan yang
pertama–tama yang menjadi pedoman bagi hakim dalam hal ini adalah peraturan
perundang- undangan. Tugas yustisial tersebut, termasuk pula di dalamnya adalah
tugas hakim dalam melakukan penemuan hukum melalui putusan–putusannya.
Metode penemuan hukum yang umumnya digunakan oleh hakim, sebagaimana telah
dijelaskan, adalah metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum.
Implikasi metode penemuan hukum terhadap putusan adalah :
1. Putusan hakim tidak hannya semata–mata bersifat legalistis, yakni
tidak hanya menjadi corong undang–undang (ia bounce de la loi )
meskipun memang seharusnya hakim selalu harus legalistik karena
putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang–undangan
yang berlaku.
2. Putusan hakim tidak hanya memenuhi formalitas hukum atau
sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus
berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan
membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan.
3. Putusan hakim mempunyai visi pemikiran kedepan (visioner),
yang mempunyai keberanian moral melakukan terobosan hukum
(rule breaking), dimana dalam hal suatu ketentuan undang–undang
yang ada dan bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan.
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Peradapan dan kemanusiaan, yakni nilai–nilai yang hidup dalam
masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang  melakukan
tindakan contra legem, yaitu mengambil putusan yang
bertentangan dengan pasal undang- undang yang bersangkutan
dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.
4. Putusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan
bangsa dan negaranya, yang bertujuan pada peningkatan
kesejahtraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa
bangsa dan Negara dari keterpurukan dalam segala bidang
kehidupan.6
Menurut fauzi, salah satu hakim Pengadialan Agama Sungguminasa
kabupaten Gowa, penemuan hukum adalah salah satu tugas hakim bilamana hakim
dalam membuat putusan mengalami kendala dalam melakukan pertimbangan hukum
atau bila suatu perkara tidak jelas dan kabur.7 Lebih lanjut mengatakan bahwa
penemuan hukum dalam penerapannya sangatlah membantu hakim melihat
kompleksnya permasalahan–permasalahan hukum yang ada di Indonesia yang belum
tentu kesemuanya tercantum di undang–undang, maka tugas seorang hakim untuk
mengembangkan aturan itu dengan melihat kondisi dan apa yang disepakati oleh
masyarakat, sehingga hakim dapat menuangkannya dalam putusan. Termasuk dalam
kasus ini.
Menurut  Tajuddin, yang merupakan kepala bagian wakil Panitera ,terkait
kasus–kasus yang tidk jelas aturan hukumnya sehingga hakim melakukan penemuan
hukum satu yurisprudensi sangat jarang, dikarenakan kebanyakan kasus–kasus yang
6Ibid. h. 137.
7Fauzi, hakim pengadilan agama  sgm, 14 Agustus 2013.
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masuk khususnya perdata mulai perceraian sampai sengketa tanah kebanyakan dapat
diselesaikan oleh hakim dan tidak bermasalah dalam menetapkannya, itu berarti
kasus–kasus atau perkara–perkara yang masuk cukup jelas aturan hukumnya atau
tidak kabur, termasuk dalam kasus ini.8
Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dimiliki harus
melakukan introfeksi diri secara menyeluruh dalam menjalankan fungsi yustisialnya.
Kedalaman tugas seorang hakim sejatinya bukan hannya ditujukan menjalankan
fungsi peradilannya saja tetapi lebih jauh hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan
problematika sosial yang terjadi, sehingga para hakim seyogyanya mempunyai sifat
kenegarawan terlebih dahulu sebelum menjadi hakim.
Oleh karena itu seorang hakim diharapkan menjadi vigilante. Orang yang
waspada terhadap nasib dan keadaan bangsanyya dari kemungkinan kehancuran
sosial.
Dengan menggunakan hukum yang sudah ada jelas peraturannya dalam
undang–undang, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut yakni:
1. Sebelum hakim memutuskan perkara hakim terlebih dahulu melakukan
pemeriksaan terhadap bukti–bukti yang ada dan melakukan pemeriksaan
lapangan di objek sengketa.
2. Pada pertimbangannya hakim juga menjelaskan bahwa untuk
menghindari terjadinya gugatan penggugat diperjelas dan di pertegas
dalil–dalil gugatannya.
8Tajuddin wakil panitetera pengadilan Agama Sgm. 15 Agustus 2013.
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3. Pada pertimbangannya yang menyatakan memperhatikan pasal–pasal dari
undang–undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara
tersebut.
4. Memperhatikan atau memandang serta  membaca secara jelas karakter
kepada dua belah pihak yang berperkara sebagai penunjang dalam
memutuskan perkara, baik secara pisikolog maupun biologisnya.
Dari beberapa pemaparan tersebutlah metode  yang diguanakan oleh hakim
sehingga dapat memutuskan suatu perkara khususnya dalam perkara putusan
pengadilan terhadap pngembalian uang belanja di tinjau dari hokum islam.
Sebelum memutuskan hakim juga telah melakukan mediasi berdasarkan
pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan pasal 131 KHI Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, baik melalui mediator maupun
menasehati penggugat dan tergugat, namun upaya damai tidak berhasil.
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Uang Belanja.
Membahas menngenai uang belanja didalam hukum Islam tidak ditemukan
adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, hanya dibolehkan dalam hukum
Islam akan adanya pesta atau walimah, akan tetepi tidak ada aturan yang mengatur
berapa besarnya uang belanja tersebut dalam melaksanakan lamaran, karena uang
belanja hanyalah tradisi dari adat istiadat Sulawesi yang mengharuskan akan adanya
tanggungan uang belanja perkawinan dari pihak laki–laki.
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Pada hukum Islam hanya diatur yang namanya mahar sebagai kewajiban
bagi pihak laki–laki untuk pihak perempuan yang akan dinikahinya, sedangkan uang
belanja perkawinan sama sekali tidak ada yang dasar yang mewajibkan adanya uang
belanja, akan tetapi dibolehkan dalam islam adanya pesta perkawinan sesuai batas
kemampuan pihak laki–laki agar tidak memberatkan, dan tidak boleh pula pernikahan
tersebut batal hanya karena permasalahan tidak sesuainya uang panai’.
Terhadap kasus ini peneliti mengemukakan bahwa pengembalian uang
belanja penikahan dari sudut pandang islam tidak ada aturannya, Karene tidak pernah
dibahas sama sekali dalam hukum islam karena uang belanja itu adalah kebiasaan
ataukah adat yang berlaku di Sulawesi.
Pada pembahasan kasus ini penulis mengemukakan putusan hakim apa yang
mendasari atas pemgembalian uang belanja perkawinan, adapun alasan hakim
mengambil putusan pengembalian uang belanja dikarenakan istri yang belum pernah
di sentuh oleh suaminya serta dia mengajukan gigatan cerai, ,maka sang suami
menuntut rekonvensi pengembalian uang belanja. Dan kerena didasarkan persaksian
kedua pihak serta saksi dari masing–masing dari tergugat penggugat, dam hakim
menemukan adanya unsure penipuan dan lain sebagainya, maka dia boleh
mengembaliakan uang belanja tersebut, akan tetapi bukan sepenuhnya karena melalui
pertimbangan uang belanja telah habis di gunakan untuk pesta.9
Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dapat menjadi salah satu
tinjauan hukum Islam karena melalui pertimbangan yang sangat panjang, serta hakim
juga mengambil dasar hukum dari cerai khulu’yakni sebagai tebusan istri terhadap
9Drs. M. Basir, MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara Oleh Penulis, di
Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa, 10 September 2013.
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suaminya yang meminta cerai tanpa ada hubungan suami istri. Agar pihak suami
merasa tidak dirugikan.10
F. Putusan Hakim pengadilan Agama Sungguminasa Gowa
P U T U S A N
Nomor: 242/Pdt.G/2012/PA Sgm.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengembalian
uang belanja perkawinan antara:
Nur Anti binti Tayang, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bontojai, Desa Borisallo,
Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai
“Penggugat /tergugat rekonversi”
Melawan
Ansar bin Sampara, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan operator pada perusahaan tambang, bertempat kediaman di Bili–bili,
10Dra. Hj. Salnah, SH. MH, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara Oleh
Penulis, di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa, 10 September 2013.
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Kelurahan Bili–bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya
disebut sebagai “Tergugat”;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;
Telah memperhatikan bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi–saksi;
DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan cerai tertanggal 2
Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa
Nomor: 242/Pdt.G/2012/PA Sgm. mengemukakan alasan–alasan sebagai berikut:
Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Bontojai, Desa Borisallo,
Kecamatan Paralloe, Kabupaten Gowa pada hari kamis 14 Juli 2011, dengan Register
Akta Nikah Nomor 88/15/VII/2011, tanggal 19 Juli 2011, dan dari perkawinan
tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih
tempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 2
bulan lamanya;
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Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis
namun keadaan tersebut tidak dapat bertahan lama karena tergugat tidak pernah
menyentuh penggugat walaupun sudah sekamar.
Bahwa tergugat telah diupayakan dalam berbagai pengobatan namun tidak
berhasil.
Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011, tergugat pergi meninggalkan
penggugat kembali kerumah orang tuanya dan sampai sekarang sudah berpisah
kurang lebih 7 bulan lamanya.
Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah
untuk penggugat.
Bahwa berdasarkan hal–hal dan alasan–alasan tersebut di atas penggugat
mohon kepada ketua pengadilan agama sungguminasa melalui majelis hakim yang




 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, Ansar bin Sampara,
terhadap penggugat Nur Anti binti Tayang;
 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
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Subsider:
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–
adilnya.
Bahwa pada hari–hari persidangan perkara ini, penggugat dan tergugat
datang menghadap sendiri di persidangan.
Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat,
baik melalui upaya mediasi oleh mediator Drs. H.M. Hasby, MH maupun nasihat,
namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.
Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 Bahwa benar tergugat tidak pernah menyentuh penggugat karena
penggugat sendiri yang tidak mau disentuh dengan alasan ada laki–laki lain
yang disimpankan;
 Bahwa tidak benar tergugat pernah diupayakan untuk berobat karena
dianggap tidak mampu melakukan hubungan suami istri.
 Bahwa benar tergugat peningggalkan penggugat pada tanggal 6 Oktober
2011, tetapi tergugat kembali lagi, namun penggugat tidak mau ikut
bersama tergugat dengan alasan orang tua penggugat sakit, sehingga
tergugat pergi meninggalkan penggugat.
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 Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada penggugat karena penggugat tidak pernah
mengurus tergugat.
 Bahwa tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan pihak
penggugat.
Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan tanggapan
(replica) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 Bahwa penggugat tetap pada gugatannya, dan membantah dalil dan dalih
sebagaimana dalam jawaban tergugat, kecuali dalil–dalil yang diakui oleh
tergugat.
 Bahwa benar tergugat mengakui pula bahwa tidak pernah menyentuh
penggugat atau melakukan hubungan layaknya suami istri, dan penggugat
menambahkan bahwa tergugat hanya menyentuh bagian atas tubuh
penggugat saja, bahkan penggugat dan tergugat pernah ke mamuju di
rumah saudaranya selama 10 hari, dan selama itu pula penggugat dan
tergugat tidur sekamar tatapi juga tidak pernah mau melakukan hubungan
layaknya suami istri, meskipun penggugat sama sekali tidak pernah
menolak dan bahkan bersedia melakukan hal itu, tapi tergugat juga tidak
mampu melakukannya, sampai akhirnya kembali dari mamuju dimana
tergugat membawa obat untuk diminum untuk tergugat.
Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan tanggapan
(duplik) yang pada pakoknya tetap pada jawabannya sebagaimana tersebut di muka
dan menolak pernyataan penggugat bahwa tergugat tidak mampu melakukan
hubungan layaknya suami istri dengan penggugat. Padahal pihak tergugat selalu ingin
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berhubungan badan dengan penggugat tetapi penggugat selalu menolak, bahkan
setelah akad nikah hampir satu bulan lamanya tergugat hanya tidur di luar kamar
bersama mertua laki–laki karena penggugat tidak membiarkan tergugat masuk ke
kamar penggugat.
Bahwa untuk menguatkan dalil–dalil gugatannya, penggugat mengajukan
surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah No. 88/15/VII/2011, tanggal 19 Juli
2011 (Bukti P) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai
secukupnya.
Menimbang, bahwa selain itu, penggugat juga mengajukan saksi–saksi:
Noro binti Nyanrang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di Bontojai dekat masjid Quba, Desa Borisallo, Kecamatan
Parangloe, Kabupaten Gowa; yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai
berikut:
 Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua penggugat bergantian di rumah orang tua tergugat.
 Bahwa penggugat dengan tergugat menikah atas kemauan penggugat dan
tergugat dan kedua orang tua masing–masing menyetujui pernikahan
tersebut.
 Bahwa yang menurut saksi lihat sendiri keadaan rumah tangga penggugat
dan tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan
setelah pernikahan keduanya sudah mulai tidak harmonis karena keduanya
sering bertengkar.
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 Bahwa berdasarkan pengakuan penggugat, penyebab keduanya tidak
harmonis karena penggugat tidak pernah menyentuh dan merasakan
kebahagian sebagai layaknya suami istri, dimana bila keduanya tidur
bersama, tergugat tidak pernah memperlakukan penggugat layaknya
seorang istri, bahkan pernah keduanya pergi bersama ke Mamuju di rumah
saudaranya selama sepuluh hari dan selama itu pula penggugat dan tergugat
tidur sekamar tetapi juga tergugat tidak pernah mau melakukan hubungan
layaknya suami istri.
 Bahwa saksi mengetahui pula bahwa pada waktu tergugat ke Mamuju
bersama penggugat decamping menghadiri acara akiqah keluarga tergugat
juga tergugat pergi berobat karena tidak mampu melakukan hubungan
suami istri dengan penggugat dan setelah lima hari dari Mamuju, kemudian
tiba–tiba tergugat pergi meninggalkan penggugat.
 Bahwa saksi ketahui tergugat membawa obat dari Manuju berupa air yang
ditempatkan di dalam botol dan setelah sampai di rumah, saksi melihat
tergugat dan penggugat minum obat tersebut.
 Bahwa setahu saksi setelah dua bulan tergugat meninggalkan penggugat,
maka kakah sepupu tergugat datang mengambil semua pakaian tergugat.
 Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai sekarang atau sudah lebih
tujuh bulan.
 Bahwa baik saksi maupun keluarga penggugat yang lain telah berupaya
agar keduanya kembali rukun, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah
tidak mau kepada tergugat.
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Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima
serta tidak keberatan, sedang tergugat membantah bahwa ia tidak mempunyai
kelainan atau bukan tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Penggugat dan
tergugat tidak pernah berhubungan sebagai suami istri karena penggugat selalu
menolak. Selanjutnya keterangan saksi mengenai obat, tidak benar sebagai obat
lemah sahwat, melainkan tergugat beli dipinggir jalan sewaktu balik dari Mamuju dan
setelah tiba di rumah penggugat yang minum obat untuk tujuan meningkatkan nafsu
penggugat sebab penggugat selalu menolak untuk berhubungan badan dengan
tergugat.
Bahwa untuk menguatkan dalil–dalil bantahannya, tergugat juga
mengajukan saksi–saksi yang telah meberikan keterangan dibawah sumpah sebagai
berikut:
Intang binti Soma, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat
tinggal di Bonto–bonto, kelurahan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, pada
pokoknyamenerangkan sebagai beriku:
 Bahwa saksi kenal tergugat karena kemenakan saksi.
 Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup
rukun dan belum dikaruniai anak dan setelah dua bulan perkawinannya
keduanya ke Mamuju dan setelah kembali dari Mamuju baru saksi
mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena
penggugat tidak mengurus tergugat.
 Bahwa saksi ketahui dari tergugat bahwa orang tua tergugat sendiri yang
mengurus makanan dan mencuci pakaian tergugat.
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 Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7
bulan dan pernah berupaya merukunkan tidak berhasil karena penggugat
sudah tidak mau kepada tergugat.
Rahmawati Binti Sampara, umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di Bili–bili, kelurahan Bili–bili, Kecamatan Bontomarannu,
Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan sebagai berikut :
 Bahwa saksi adalah kakak kandung tergugat.
 Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua
penggugat dan selama menikah penggugat hanya 4 kali pernah kerumah
orang tua tergugat.
 Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat pernah rukun tetapi
setelah 1 bulan pernikahannya, tergugat mengadu kepada saksi bahwa
penggugat tidak mau sekamar dengan tergugat sehingga tergugat hanya
tidur di luar kamar.
 Bahwa alasan penggugat tidak mau tidur sekamar karena ada laki–laki lain
yang disimpankan oleh penggugat, kecuali kalau penggugat haid baru mau
tidur sekamar.
 Bahwa saksi melihat kalau penggugat ke rumah orangtua tidak pernah mau
makan, kecuali makan di luar dan kalau suaminya sudah pergi kerja
penggugat langsung pulang kerumah orangtuanya.
 Bahwwa saksi pernah berupaya merukunkan tidak berhasil.
Bahwa atas keterangan saksi–saksi tersebut, para pihak tidak mengajukan
tanggapan atau bantahan.
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Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat memberikan kesimpulan tidak akan
mengajukan keterangan maupun alat–alat bukti lagi dalam perkara konvensi ini dan
telah memohon putusan.
Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan
perkara konvensi ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisah dari putusan ini.
Dalam rekonversi :
Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap jawaban konvensi, tergugat
mengajukan gugatan rekonvensi dengan mengemukakan alasan–alsan sebagai
berikut:
 Bahwa penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi adalah suami
istri sah sebagaimana disebutkan didalam perkara konvensi.
 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, penggugat rekonvensi tidak
pernah berhubungan suami istri dengan tergugat rekonvensi atau tidak
pernah menyentuh tergugat rekonvensi karena tergugat rekonvensi sendiri
yang tidak mau disentuh dengan alasan ada laki–laki lain yang
disimpankan.
 Bahwa penggugat rekonvensi merasa ditipu oleh tergugat rekonvensi,
sebab tergugat rekonvensi yang menyuruh datang dilamar dengan
mengambil panjar terlebih dahulu sebesar 2.000.000,-
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 Bahwa atas dasar tersebut maka tergugat rekonvensi menurut kepada
tergugat rekonvensi berupa :
1. Uang belanja saat perkawinan sejumlah Rp. 18.000.000,-
2. Mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.
3. Emas seberat 2 gram sebagai erang–erang saat perkawinan.
4. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- yang diambil tergugat
rekonversi setelah 2 minggu pernikahan berlangsung degan
alasan untuk membeli sapi yang dimaksud penggugat
rekonvensi tidak pernah ia lihat.
Agar dikembalikan kepada penggugat rekonvensi seluruhnya dan apabila
majelis hakim berpendapat lain, penggugat rekonvensi memohon putusan yang
seadil–adilnya.
Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban
sebagai berikut :
 Bahwa tergugat rekonvensi tetap mau bercerai namun tidak bersedia
mengembalikan tuntutan penggugat rekonvensi, mengenai mahar, erang–
erang dan uang belanja perkawinan, karena tergugat rekonvensi telah
berubah status yakni bukan lagi sebagai perawan melainkan sudah
berstatus sebagai janda.
 Bahwa penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi tidak pernah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, tetapi penggugat
rekonvensi pernah menyentuh badan bagian atas tergugat rekonvensi.
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 Bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pernah ke Mamuju
selama 10 hari tetapi tidak berhubungan badan, karena penggugat
rekonvensi tidak mau, meskipun tergugat rekonvensi telah siap untuk itu.
 Bahwa mengenai uang Rp. 800.000,- tidak bersedia mengembalikan karena
telah digunakan beli sapi dan sapi tersebut ada, hanya penggugat
rekonvensi tidak pernah melihatnya.
Berdasarkan hal–hal tersebut di atas, tergugat rekonvensi mohon kepada
majelis hakim agar menolak gugatan penggugat rekonvensi.
Bahwa atas jawaban tersebut, penggugat rekonvensi mengajukan duplikat
secara lisan kepada pokoknya tetap pada dalil–dalil gugatannya, sedangkan tergugat
rekonvensi telah mengajukan duplikat pada pokoknya tetap pada dalil–dalil
jawabannya semula.
Bahwa atas menguatkan dalil–dalilnya gugatan penggugat rekonvensi telah
mengajukan bukti–bukti berupa surat keterangan dokter dari Dr. Anni Adriani,
Sp.KK., tertanggal 6 juli 2012 dan hasil analisa sperma dari Prof Dr. Randanan
Bandaso, M.Sc.Sp.PA.SP.And. tertanggal 11 juli 2012 selanjutnya diberi kode “T”
Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, tergugat rekonvensi tidak
mengajukan tanggapan/ atau tidak keberatan.
Bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan
bukti–bukti atau keterangan apapun lagi dan mohon putusan.
Bahwa tentang singkatnya putusan ini, semua berita acara persidangan




Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana
terurai di muka.
Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dalil–dalilnya kepada
majelis hakim pada pokoknya sebagai berikut :
 Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih
tempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat dan di
rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 2 bulan lamanya.
 Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan
harmonis namun keadaan tersebut tidak dapat bertahan lama karena
tergugat tidak pernah menyentuh penggugat walaupu sudah sekamar.
 Bahwa tergugat telah diupayakan dalam berbagai pengobatan namun tidak
berhasil.
 Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011, tergugat pergi meninggalkan
penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang sudah
berpisah kurang lebih 7 bulan lamanya.
 Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirim nafkah
untuk penggugat.
Bahwa berdasarkan hal–hal dan alasan–lasan tersebut di atas penggugat
mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan
menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat.
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Menimbang, bahwa dalil–dalil gugatan tersebut pada pokoknya dibantah
oleh tergugat dengan dalih sebagai berikut :
 Bahwa benar tergugat tidak pernah menyentuh penggugat karena
penggugat sendiri yang tidak mau disentuh dengan alasan ada laki–laki lain
di simpankan oleh penggugat.
 Bahwa tidak benar tergugat bias di upayakan untuk berobat karena
dianggap tidak mampu melakukan hubungan suami istri, justru penggugat
yang dicarikan.
 Bahwa benar tergugat meninggalkan penggugat pada tanggal 6 Oktober
2011, karena penggugat tidak menghiraukan tergugat, dan pihak tergugat
pernah kembali lagi, namun penggugat tidak mau ikut bersama tergugat
dengan alasan orang tua penggugat sakit, sehingga tergugat pergi
meninggalkan penggugat.
 Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada penggugat karena penggugat tidak pernah
mengurus tergugat.
 Bahwa tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan pihak
penggugat.
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalilnya, penggugat telah
mengajukan bukti P berupa sehelai foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor
88/15/vii/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe,
tertanggal 19 Juli 2011 telah bermeterai dan telah dicocokkan aslinya, sehingga
berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat
dengan tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.
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Menimbang, bahwa pwnggugat juga telah mengajukan saksi di bawah
sumpah, masing–masing bernama Noro Binti Nyarrang, Edi bin Badullahi dan
Manny bin Nyarrang. Ketiga orang saksi pada pokoknya menerangkan penggugat
dengan tergugat pernah tinggal selama sekitar 2 bulan dan telah pisah tempat tinggal
selama 7 bulan karena pihak tergugat pergi meninggalkan penggugat dirumah orang
tua penggugat.
Menimbang, bahwa keterangan saksi–saksi tersebut pada pokoknya tidak
dibantah oleh tergugat, sehingga dalil–dalil penggugat tersebut dinyatakan telah
terbukti.
Menimbang, bahwa selanjutnya dalil penggugat yang menyatakan bahwa
rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat bertahan lama karena tergugat
tidak pernah menyentuh penggugat walaupun sudah sekamar. Selanjutnya pihak
tergugat telah diupayakan dalam berbagai pengobatan namun tidak berhasil. Dalil
tersebut pada pokoknya dibantah oleh tergugat dengan dalil bahwa ia tidak pernah
menyentuh penggugat bukan karena ia lemah sahwat, melainkan karena penggugat
selalu menolak dengan alasan barang yang dibutuhkan tergugat dari pihak penggugat
disimpankan untuk laki–laki lain. Selanjutnya mengenai dalil tentang adanya upaya
pengobatan yang dilakukan terhadap tergugat sama sekali tidak benar, sebab tergugat
tidak lemah sahwat seperti yang didalihkan penggugat.
Menimbang, berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban pihak tergugat,
disepakati oleh kedua belah pihak bahwa antara keduanya tidak pernah berhubungan
badan sebagai layaknya suami (qabla al–dukhul), meskipun keduanya telah hidup
bersama atau serumah di rumah orang tua. Sehingga dengan demikian keterangan
saksi–saksi penggugat yang pada pokoknya menyatakan keduanya pernah hidup
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rukun sebagai suami istri tidak sejalan dengan pengakuan penggugat sendiri
sebagaimana tersebut dalam gugatannya.
Menimbang, selanjutnya penggugat dengan tergugat terjadi perbedaan
pendapat mengenai penyebab keduanya tidak pernah berhubungan badan sebagai
layaknya suami istri. Adapun dalih penggugat tidak pernah berhubungan badan
sebagai suami istri dengan tergugat disebabkan karena tergugat lemah sahwat dan
bahkan telah sering kali diupayakan pengobatan tidak berhasil.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi penggugat, pada
pokoknya menerangkan bahwa keduanya berpisah tempat karena terjadi percekcokan
dan pertengkaran saksi–saksi tidak mengetahui tentang keadaan tergugat sebagai
orang yang lemah sahwat, kecuali mengenai saksi penggugat bernama Noro binti
Nyarrang (ibu kandung penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa setelah
penggugat dan tegugat pulang dari Mamuju, tergugat membawa obat, dan setelah
keduanya kembali/sampai di rumah saksi, pihak tergugat dan penggugat minum obat
tersebut.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi, ditemukan
kejanggalan, sebab saksi–saksi pada pokoknya menerangkan terjadinya perpisahan
karena terjadi percekcokan dan pertentangan, padahal baik penggugat maupun
tergugat tidak mendalilkan hal demikian. Sehingga kalau demikian halnya, maka
keterangan saksi–saksi penggugat yang menyatakan keduanya telah terjadi
percekcokan dan pertengkaran, bukanlah sebagai suatu keterangan kesaksian,
melainkan hanyalah sebagai suatu kesimpulan dari saksi–saksi.
Menimbang, bahwa demikian halnya dalih penggugat yang menyatakan
tergugat sudah sering kali diupayakan untuk diobati tidak didukung oleh keterangan
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saksi–saksi, sebab ketiga orang saksi sama sekali tidak pernah berupaya dan
mengetahui adanya orang–orang yang pernah mengobati tergugat dengan alasan
lemah sahwat. Bahkan keterangan ibu kandung penggugat yang menerangkan bahwa
sekembali dari Mamuju tergugat membawa obat dan obat tersebut diminumkan
kepada penggugat dan tergugat. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut justru
yang diberi minum obat adalah penggugat sendiri.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi penggugat tersebut,
tidak ditemukan suatu bukti bahwa pihak tergugat telah pernah diobati atau dibawa
untuk berobat karena diduga lemah sahwat, baik berobat kepada dokter atau kepada
dukun, dan atau baik karena dibawa oleh penggugat sendiri, maupun oleh pihak
keluarga dan atau oleh orang lain.
Menimbang bahwa majelis hakim pula telah mendengar keterangan saksi–
saksi dari pihak tergugat masing–masing bernama Intang binti Soma dan Rahmawati
binti Sampara, pada pokoknya menerangkan bahwa terjadinya perpisahan tempat
yakni tergugat meninggalkan penggugat karena tergugat tidak menghirauka tergugat.
Bahkan lebih jauh saksi tergugat menerangkan bahwa selama berumah tangga
penggugat dengan tergugat, pihak penggugat hanya 4 kali pergi kerumah orang tua
tergugat sudah pergi kerja, penggugat langsung pergi meninggalkan rumah yakni
kembali ke rumah orang tuanya dan pihak penggugat sama sekali tidak pernah mau
makan di rumah orang tua tergugat, sehingga meskipun ia bermalam di rumah orang
tua selalu mencari makan di luar.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi tersebut, maka
majelis hakim semakin kuat dugaan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal,
karena pihak penggugat tidak pernah menyukai tergugat. Hal ini pula sejalan dengan
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dalil tergugat yang menyatakan bahwa setelah akad nikah, tergugat hanya tidur di luar
kamar karena dilarang oleh penggugat masuk kamar penggugat dan hal ini
berlangsung hingga hampir 1 bulan lamanya. Dan pihak penggugat pernah ngomong
kepada tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak mau berhubungan
dengan tergugat karena disimpankan untuk laki–laki lain.
Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti T berupa surat keterangan
Dokter dari Dr, Anni Adriani, Sp.KK tertanggal 6 Juli 2012, pada pokoknya
menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan fenis yakni organ fenis dalam
keadaan/batas normal gambaran dan ukurannya. Selanjutnya berdasarkan Hasil
Analisis Sperma dari Prof. Dr. Randanan Bandaso, M.Sc, Sp. PA, Sp. And tertanggal
11 juli 2012, pada pokoknya menyatakan komentar bahwa bentuk normal
spermatozoa kurang, parameter lain dalam batas Normal. Sehingga berdasarkan Surat
Keterangan Dokter dan atau Hasil Analisis Sperma tersebut tidak ditemukanbukti
atau keterangan bahwa tergugat dalam keadaan lemah sahwat, bahkan justru
menunjukkan bahwa fenis dari pihak tergugat dalam batas normal, baik gambar atau
ukurannya. Selanjunya dari segi Mortofologi, yakni kepala fenis, bentuk dan ekornya
normal, sedang dari segi Viksositasnya berstatus angka baik.
Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa :
1. Usia perkara penggugat dengan tergugat masih tergolong sangat
singkat yakni hanya hidup serumah selama 2 bulan, lalu keduanya
pisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan
penggugat.
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2. Selama pisah tempat tinggal pihak penggugat atau keluarga
penggugat tidak pernah berupaya memanggil atau mengusahakan
hidup rukun kembali dengan penggugat.
3. Selama penggugat dengan tergugat berumah tangga, pihak
penggugat dan atau keluarga pihak penggugat sama sekali tidak
pernah ada upaya untuk mengobati tergugat, padahal tergugat
mendalilkan bahwa tergugat lemah sahwat.
4. Bahwa di depan persidangan tidak ditemukan adanya bukti–bukti
tentang kesalahan–kesalahan pihak tergugat, sebagaimana yang
tersebut dalam ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo
Pasal 19 PP No. 9 tahun 1974 tentang alasan–alasan perceraian.
Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat terbukti telah meninggalkan
pihak penggugat selama 7 bulan tanpa nafkah, namun hal ini tidak secara otomatis
dinilai sebagai sesuatu kesalahan, sebab terhadap istri yang nusyuz, tidak berhak
mendapatkan nafkah dari pihak suami.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim
berpendapat, bahwa alasan–alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat
cendrung direkayasa. Sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa
kalau penggugat tetap ingin menjatuhkan talak terhadap tergugat, maka talak yang
oleh majelis hakim dinilai memenuhi rasa keadilian adalah talak satu khul’i atau talak
tebus, sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (b) jo, Pasal 124
Kompilasi Hukum Islam.
Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara aquo, Allah S.W.T. memberikan













“tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu
berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami
isteri) tidak dapat menjalankan hokum–hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa
yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.
Menimbang, dari ayat tersebut, dipahaami bahwa ketika seorang istri tidak
dapat menjalankan hukum–hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT., yakni
seorang istri tidak pernah mencintai suaminya dan atau tidak dapat berbakti kepada
suami karena ia tidak mungkin menaruh rasa cintanya kepada sang–suami, maka
tidak ada dosa bagi keduanya jika si–istri melakukan pembayaran sebagai talak tebus
terhadap dirinya, sebagaimana juga dalam perkara aquo.
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Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat, tidak secara langsung
meminta penyelesaian perkara aquo secara khulu’ tetapi pihak tergugat pada
pokoknya menghendaki agar perceraian penggugat dengan tergugat dilakikan dengan
pengembalian uang naik dalam perkawinan, mahar, erang–erang dan uang tunai yang
digunakan untuk membeli sapi, sehingga dengan demikian, tuntutan dalam perkara
aquo tersebut, dinilai sebagai tuntutan yang menghendaki talak khul’i atau talak
tebus.
Menimbang, bahwa meskipun demikian halnya, namun karena hal ini tidak
disepakati oleh pihak penggugat, sehingga talak khul’i atau talak tebus yang
semestinya langsung dapat diucapkan oleh tergugat kepada penggugat di depan
persidangan setelah tergugat menerima uang khul’i sebagai tebusan, sebagaimana
berdasarkan petunjuk mahkamah Agung dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan. Buku 2 Edisi, Revisi, halaman 221 sampai 224, tidak dapat
dilaksanakan.
Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka fetitum subsider
penggugat dapat dipertimbangkan dan atau dikabulkan dengan ketentuan talak antara
penggugat dengan tergugat adalah talak satu khul’i, sedang besarnya uang khul’i atau
iwad dalam perkara aquo, akan ditetapkan atau dipertimbangkan dalam rekonvensi.
Dalam Rekonvensi
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonversi, pada
pokoknya sebagaimana terurai di muka.
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Menimbang, bahwa penggugat rekonversi pada pokoknya menuntut
pengembalian berupa :
1. Uang belanja saat perkawinan sejumlah Rp. 18.000.000,-
2. Mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.
3. Emas seberat 2 gram sebagai erang–erang saat perkawinan
4. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- yang diambil tergugat rekonversi
setelah 2 minggu pernikahan berlangsung dengan alasan untuk membeli
sapi, sedang sapi yang dimaksud penggugat rekonvensi tidak pernah lihat.
Dengan alasan bahwa pihak tergugat rekonvensi tidak menyukai penggugat
rekonvensi, sehingga antara keduanya tidak pernah berhubungan sebagai layaknya
suami istri (qabla al –dukhul).
Dalil–dalil penggugat rekonvensi mengenai uang naik, mahar dan erang–
erang tersebut pada pokoknya dibantah dan atau tidak disetujui oleh tergugat
rekonvensidengan alasan bahwa tergugat rekonvensi telah berobah status yakni bukan
lagi sebagai perawan melainkan sudah berstatus sebagai janda, meskipun tidak pernah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Mengenai uang Rp. 800.000,-
tergugat rekonvensi tidak bersedia mengembalikan kepada penggugat rekonvensi,
karena uang tersebut telah digunakan beli sapi dan sapi tersebut masih ada, hanya
penggugat rekonvensi tidak pernah melihatnya.
Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kesepakatan mengenai tuntutan
penggugat rekonvensi maka majelis hakim memberikan pertimbangan hukum
sebagaimana berikut ini.
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Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, adalah
merupakan satu kesatuan dan atau diambil alih pula sebagai pertmbangan dalam
rekonvensi ini.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta–
fakta sebagai berikut :
1. Bahwa perceraian antara kedua belah pihak adalah atas kehendak petugas
rekonvensi.
2. Bahwa penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi hanya pernah
serumah selama 2 bulan lalu berpisah tempat tinggal selama 7 bulan
karena penggugat rekonvensi pergi meninggalkan tergugat.
3. Bahwa selam pernikahannya, kedua belah pihak tidak pernah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (qabla al –dukhul)
4. Bahwa alasan pihak tergugat rekonvensi tidak pernah berhubungan
sebagai suami (qabla al–dukhul) disebabkan karena penggugat rekonvensi
lemah sahwat. Alasan tersebut oleh majelis hakim dinyatakan tidak
terbukti.
5. Bahwa alasan–alasan tergugat rekonvensi untuk bercerai dengan tergugat
tidak sejalan dengan ketentuan pasal 116 KHI dan oleh majelis hakim
dinilai alasan–alasan tersebut cenderung direkayasa.
Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka talak yang akan di
jatuhkan dalam perkara aquo, adalah talak satu khul’i atau talak tebusan.
Menimbang, bahwa adapun besarnya khul’i atau tebusan, akan
dipertimbangkan sebagai berikut :
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Bahwa tuntutan penggugat rekonvensi sebagai iwad atau pengganti adalah
berupa uang belanja saat perkawinan sejumlah Rp. 18.000.000,- mahar berupa cincin
emas seberat 2 gram dan emas seberat 2 gram sebagai erang–erang saat perkawinan.
Bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan tuntutan penggugat
rekonvensi dan jawaban dari pihak tergugat rekonvensi, maka majelis hakim menilai
memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bila mengenai mahar dan erang–erang dalam
perkawinan ditetapkan sebagai iwad kepada penggugatrekonvensi, sedangkan
mengenai tuntutan penggugat rekonvensi mengenai uang belanja dalam perkawinan
sebesar Rp. 18.000.000,- sebagian antarannya yakni sebesar Rp. 5.000.000,- juga
ditetapkan sebagai iwad.
Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang tunai dari penggugat
rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- yang digunakan oleh tergugat rekonvensi untuk
membeli sapi diakui keberadaannya oleh pihak tergugat rekonvensi, sehingga majelis
berpendapatmemenuhi rasa keadilan bila seperdua dari uang tunai tersebut atau
sejumlah Rp. 400.000,- juga ditetapkan sebagai iwad.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat rekonvensi
dikabulkan sebagian dan kepada tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar
iwad tersebut kepada penggugat rekonvensi,
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menimbang bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) undang–undang No. 7 tahun 1989, biaya
perkara dibebankan kepada penggugat rekonvensi.
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Memperhatikan pasal–pasal perundang–undangan dan perturan hukum lain
yang berkaitan dengan perkara aquo.
MENGADILI
Dalam Konvensi
1. Mengabulakn guagatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu khul’i tergugat, Ansar bin Sampara terhadap
penggugat, Nur Anti binti Tayang dengan iwad sebagaimana yang tersebut dalam
rekonversi.
3. Menolak gugatan penggugat selainnya.
Dalam Rekonvensi
1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sabagian.
2. Menetapkan :
2.1. Mahar dalam perkawinan berupacincin emas seberat 2 gram.
2.2. Erang–erang (barang hantaran dalam perkawinan) berupa cincin emas
seberat 2 gram.
2.3. Uang belanja perkawinan sebesar Rp. 5.000.000,- dan
2.4. Uang yang digunakan beli sapi sebesar Rp. 400.000,- ditetapkan
sebagai iwad/tebusan.
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan iwad/tebusan sebagaimana
tersebut pada angka 2 (dua) kepada penggugat rekonvensi.
4. Tidak menerima gugatan penggugat rekonvensi selainnya.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
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 Membebankan kepada penggugat/tergugat rekonvensi membayar
biaya perkara sejumlah Rp. 356.00,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari kamis, tanggal 2 Agustus 2012
M, bertepatan dengan tanggal 13 ramadhan 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan
Agama Sungguminasa; Drs. M. Basir, MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Murni
Faried, MH., dan Dra. Hj. Salnah, SH. MH., sebagai hakim anggota, dengan
didampingi oleh Dra. I. Damri sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga
diucapkan dalam siding terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
penggugat/tergugat rekonvensi dan teegugat/penggugat rekonvensi.
Hakim Anggota Ketua Majelis
Dra. Hj. Murni Faried, MH. Drs. M. Basir, MH
Dra. Hj. Salnah, SH, MH
Panitera Pengganti
Dra. I. Damri
Perincian Biaya Perkara :
 Biaya Perincian Rp. 30.000,-
 Biaya Panggilan Rp. 315.000,-
 Biaya redaksi Rp. 5.000,-
 Biaya Materai Rp. 6.000,-
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1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan tentang
pengembalian uang belanja perkawinan, yang didasari oleh putusan hakim
yang menimbang berdasarkan putusan gugatan cerai dari pihak istri yang
belum pernah di sentuh oleh pihak suami dan suami mengajukan rekonvensi
agar uang belanja dapat dikembalikan, suapay dia menyetujui gugatan cerai
dari istri dan yang menjadi dasar pertimbangannya adalah kesaksian dari
kedua belah pihak yang berperkara serta saksi–saksi yang dapat mendukung
pengembalian uang belanja tersebut, apabila hakim menemukan adanya
unsure penipuan atau adanya saksi palsu yang di hadirkan dari pihak istri
agar uang belanja tidak dikembalikan, maka hakim dapat mengabulkan
gugatan pihak suami agar uang belanjanya dapat dikembalikan. Akan tetapi
uang belanja tidak dapat dikembalikan sepenuhnya karena uang tersebut
telah digunakan untuk pesta perkawinan. Serta melihat dari kesanggupan
sang istri berapa uang belanaj yang bisa dikembalikan.
2. Dalam hukum Islam tidak ada tinjauan hukum untuk uang belanja karena
uang belanja tidak di atur dalam hukum Islam, yang di atur dalam hukum
Islam hanyalah Mahar atau mas kawin. Karena Uang belanja adalah
kebiasaan atau adat istiadat Sulawesi yang mewajibkan untuk mengadakan
uang belanaja. Akan tetapi dalam kasus ini yang di jadikan dasar dari hukum
islamnya ialah adalah putusan hakim yang melalui pertimbangan yanag
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panjang. Dan dikarenakan adanya unsure penipuan sehingga hukum Islam
membolehkan pengembalian benda atau harta dari barang tipuan sesuai yang
menjadi dasar dari pertimbangan hakim.
B. Saran–Saran
1. Kepada Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa
sekiranya bagi hakim yang tidak memberikan putusan pengembalian uang
belanja perkawinan atas dasar uang belanja tersebut telah habis digunakan
sebagai uang pesta pada saat perkawinan, sangat merugikan bagi pihak
suami apabila dalam persaksian pihak istri ada ditemukan unsur mengada–
ngada atau ada unsur penipuan, tetapi hakim tetap tidak mengembalikan
uang belanja perkawinan. Seharusnya walaupun di dasarkan karena pihak
istri telah berubah status dari gadis menjadi janda, tapi pada kenyataannya
pihak istri belum disentuh layaknya suami istri, maka dari itu sekiranya
hakim dapat mempertimbangkannya kembali walaupun uang belanja
perkawinan habis digunakan sebagai uang keperluan pesta perkawinan.
2. Sebaiknya ada aturan atau regulasi yang mengatur dalam pengembalian uang
belanja perkawinan karena, untuk mencegah terjadinya penipuan atas dasar
hanya menginginkan uang belanja perkawinan yang berjumlah besar. Tanpa
adanya keinginan untuk untuk menjadi istri, agar tidak merugikan bagi pihak
laki–laki yang telah mengeluarkan uang belanja yang besar, dan agar wanita
menikah tidak hanya karena di iming –imingi uang belanja perkawinan,
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